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Ekonomi Pertahanan
Saatnya melakukan pergeseran paradigma
untuk menghadapi persaingan strategis.

Melawan Penghindaran

Sanksi Korea Utara

Kerja sama internasional tetap menjadi
kunci bagi kampanye tekanan maksimum.

Tantangan Mata Uang Kripto
Melawan pemersenjataan teknologi
keuangan yang mengancam keamanan
dan merongrong sanksi.

Penyembunyian Mahal

Penindasan informasi yang dilakukan
Republik Rakyat Tiongkok tentang wabah
virus korona mungkin telah meningkatkan
kerugian finansial dan korban manusia di
seluruh dunia.

Melawan Operasi Pengaruh RRT
Taiwan memimpin perjuangan panjang dalam

melawan paksaan Republik Rakyat Tiongkok.

Keterlibatan Asing
Kanada, Prancis, dan Inggris menginvestasikan
waktu dan uang untuk mempromosikan

Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Membiayai Masa Depan yang Aman
Bank Pembangunan Asia mempromosikan

pertumbuhan, kemakmuran, dan keberlanjutan
di Indo-Pasifik.

Mata Waspada

Kepala satuan tugas: Mitra Indo-Pasifik
berkolaborasi untuk menghancurkan pelaku
perdagangan narkoba.

Membuka Jalur Logistik
Perjanjian akuisisi dan lintas layanan A.S.
dan negara mitra mengefektifkan misi.

Merayakan 25 Tahun

Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for
Security Studies telah melalui perjalanan
panjang sejak institut tersebut didirikan oleh
mendiang Senator A.S. Daniel K. Inouye
pada tahun 1995.
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Indo-Pasifik Selayang Pandang
Kontributor

Seluruh Kawasan
Berita dari Indo-Pasifik.

Perkembangan Teroris
“Perang melawan teror” Tiongkok mencabut akar
keluarga.

Budaya & Adat Istiadat

Kota Taoyuan Taiwan telah menciptakan sebuah
stasiun untuk melestarikan kisah lokal.

Renungan
Seni gua Indonesia merupakan rekaman penuturan
kisah tertua yang ditemukan.

Media & Teknologi

Kasus pengenalan wajah Tiongkok mengajukan
Pengintai ke meja hijau; Gedung Putih mengusulkan
prinsip regulasi untuk mengatur penggunaan Al

Inovasi
Filipina menyetujui beras hasil rekayasa genetika untuk
memerangi malnutrisi.

Kata Terakhir

DI SAMPUL MAJALAH:
Dipuji sebagai pahlawan, Dr.
Li Wenliang, dokter mata dari
Wauhan yang dibungkam oleh
pemerintah Tiongkok karena
mencoba memperingatkan
orang lain tentang virus
korona yang mematikan

dan kemudian meninggal
karenanya, menjadi lambang
penindasan informasi oleh
Republik Rakyat Tiongkok.
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Pembaca yang Terhormat,

elamat datang di edisi Indo-
S Pacific Defense FORUM tentang
ekonomi pertahanan.

Globalisasi, kemajuan teknologi,
dan lingkungan strategis yang
berkembang merupakan beberapa
faktor yang mendefinisi ulang ruang
tempur. Untuk memenuhi tantangan
yang muncul, negara dan militer di
kawasan Indo-Pasifik perlu mengambil
pandangan baru terhadap gagasan apa
yang merupakan ekonomi pertahanan
untuk memanfaatkan kekuatan
ekonomi secara bertanggung jawab
guna memastikan keamanan nasional, regional, dan global.

Dr. Alfred Oehlers, seorang ekonom politik di Daniel K. Inouye Asia-Pacific
Center for Security Studies, membuka edisi ini dengan esainya tentang evolusi

makna ekonomi pertahanan dalam era persaingan strategis. Ia berpendapat
bahwa bidang ini, sebagai instrumen untuk menggalang kekuatan ekonomi demi
keunggulan penentu, akan memainkan peranan utama dalam melestarikan Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Seperti yang dijelaskan Dr. Oehlers, ekonomi
pertahanan merangkul berbagai kekhawatiran, mulai dari mengelola ekonomi
pertahanan kontemporer, memodernisasi logistik, dan memodernisasi proses
akuisisi hingga menjalankan operasi pengaruh dan melawan diplomasi buku cek.
Fitur sampul kami tentang penindasan informasi dan individu oleh Republik
Rakyat Tiongkok selama tahap awal wabah virus korona 2019 di Wuhan
mengeksplorasi keterkaitan antara praktik kesehatan masyarakat dan ekonomi
pertahanan. Busur cerita pelapor pelanggaran dan dokter mata dari Wuhan,
mendiang Dr. Li Wenliang mengungkapkan bagaimana kegagalan dalam
tata kelola dan kebijakan kesehatan dapat terbukti menelan biaya tinggi bagi
masyarakat secara ekonomis dan dalam hal kehidupan dan kebebasan manusia.
Selanjutnya, Neil K. Watts dan William J. Newcomb, mantan anggota Panel
Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal sanksi terhadap Korea Utara, mengkaji
upaya internasional untuk menyita kapal Korea Utara Wise Honest karena
mengangkut batu bara rezim itu secara ilegal ke Tiongkok, Rusia, dan negara-
negara lainnya. Penyitaan semacam itu yang pertama kali dilakukan oleh Amerika
Serikat mengungkapkan kompleksitas penegakan sanksi terhadap Korea Utara dan
menyoroti komitmen A.S. untuk mempertahankan tekanan maksimum pada rezim
Kim Jong Un untuk menghentikan semua senjata nuklir dan program nuklir yang
ada dengan cara yang menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan.
Selain itu, Ashley Taylor, seorang kolaborator senior di Compliance and
Capacity Skills International, menyelidiki bagaimana mata uang kripto dan
inovasi lainnya di bidang siber menciptakan cara bagi aktor jahat untuk
mengobarkan perang asimetris guna merongrong langkah keamanan
konvensional termasuk sanksi.
Saya berharap artikel-artikel ini menggugah pembicaraan regional tentang
ekonomi pertahanan. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf
FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan perspektif Anda.

Salam,

=
P. S. DAVIDSON

Laksamana Angkatan Laut A.S.
Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S.
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NEIL K. WATTS dan WILLIAM J. NEWCOMB adalah
mantan anggota Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa
perihal sanksi terhadap Korea Utara yang dibentuk oleh
Resolusi Dewan Keamanan P.B.B. 1874 pada tahun 2009.
Watts adalah seorang research associate senior di Project
Alpha, Kings College London. Ia menjabat sebagai ahli
maritim di Panel Ahli P.B.B. untuk Korea Utara selama lima
tahun hingga 2018. Ia juga bertanggung jawab memantau

angkatan laut Korea Utara, termasuk Program Rudal

Balistik yang Diluncurkan dari Laut. Mantan kapten yang
bertugas selama 30 tahun di Angkatan Laut Afrika Selatan,

ia mengkhususkan diri dalam perang permukaan dan sistem
persenjataan. Newcomb mengetuai Forum Ekonomi Korea
Utara di Institut Studi Korea, Elliot School of International
Affairs di George Washington University. la seorang fellow di
Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) dan anggota
Komite Nasional perihal Korea Utara. Mantan ekonom pemerintah A.S.,
Newcomb ditunjuk pada tahun 2011 oleh Sekretaris Jenderal P.B.B. Ban Ki-
moon untuk menjabat dalam Panel Ahli. Ia ditunjuk kembali menjadi panel
sanksi Korea Utara untuk mandat berturut-turut sebagai ahli keuangan
hingga Juni 2014. Ia juga bertugas di Angkatan Darat A.S. dari tahun 1970

hingga 1972. Ditampilkan pada Halaman 14

ASHLEY TAYLOR, seorang kolaborator senior di
Compliance and Capacity Skills International, adalah
anggota generasi pertama pengusaha blockchain. Terlibat
dalam persimpangan antara teknologi digital dan keamanan
internasional, ia meneliti bagaimana ruang siber dipersenjatai,
termasuk penyusupan jaringan komputer untuk mencuri
kekayaan intelektual kelas militer dan peretasan bank

data teknis dan kepatuhan yang mencegah pelanggaran
sanksi. Ia juga menganalisis peraturan nasional bagi penerapannya

untuk implementasi sanksi P.B.B. dan pelatihan global terkemuka untuk
profesional sektor swasta dan publik dalam pencegahan serangan siber.
Ditampilkan pada Halaman 20

LETNAN JENDERAL VINCENT W.F. CHEN adalah
deputi direktur jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan.
Sebelum posisinya saat ini, ia menjabat sebagai penasihat
senior di Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei
di Amerika Serikat dari tahun 2016 hingga 2018. Karier
militernya yang terkemuka termasuk penunjukan sebagai
direktur jenderal kantor pengembangan komunikasi
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan; Komandan
Komando Kawasan Taipei Angkatan Darat Taiwan; dan direktur Pusat
Intelijen Bersama (J2) Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Chen
memiliki gelar magister strategi keamanan nasional dari National War
College di National Defense University A.S. dan MBA dari Southern
Methodist University di Dallas, Texas. Ditampilkan pada Halaman 34

PHILIP J. VALENTI adalah penasihat logistik internasional
di cabang logistik multinasional Direktorat Kerja Sama
Logistik, Rekayasa, dan Keamanan (J4) di Komando Indo-
Pasifik A.S. Ia bertanggung jawab atas semua perjanjian
logistik internasional, termasuk Perjanjian Akuisisi dan
Lintas Layanan. Sebelum karier sipil federalnya, ia adalah
seorang perwira angkatan laut, yang bertugas dalam

=1 berbagai penugasan logistik dan personel dalam karier
selama 28 tahun Ditampilkan pada Halaman 54

Dapatkan
Aplikasi
FORUM

untuk mengakses

konten di ponsel

Anda kapan saja,
di mana saja!

FEREM

Reformasi Korea Selatan berfokus pada
pengembangan pasukan dan konfigurasi
ulang unit militer

Cerita populer | Apr 8, 2020: Felix Kim Program
modernisasi pertahanan Korea Selatan memasuki
tahun keduanya dengan berfokus pada tiga [...]
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MEMBANGUN ARMADA

PESAWAT s

=MPL

epartemen Luar Negeri A.S. telah
D menyetujui penjualan hingga

12 pesawat tempur F-35 (dalam
foto) dan peralatan terkait ke Singapura
dengan perkiraan biaya sebesar 40,4 triliun
rupiah (2,75 miliar dolar A.S.), menunggu
persetujuan dari Kongres, demikian ungkap
Defense Security Cooperation Agency
(DSCA) A.S. pada Januari 2020.

Negara kota di Asia Tenggara ini
mengatakan pada tahun 2019 bahwa
pihaknya berencana membeli empat F-35
pertama dari Lockheed Martin Corp.,

R (UM

sebab Singapura ingin mengganti armada
F-16 yang menua.

DSCA mengatakan penjualan ini akan
melibatkan peralatan dari Lockheed dan
pembuat mesin Pratt dan Whitney. Varian
F-35B pesawat jet ini dapat menangani
lepas landas pendek dan pendaratan
vertikal, atribut yang dipandang
bermanfaat bagi Singapura yang langka
akan lahan.

Kementerian Pertahanan Singapura
mengatakan persyaratan formal pembelian
akan dinegosiasikan setelah persetujuan

=

A IN

Pentagon pada Oktober 2019
mengumumbkan harga pesawat jet
F-35 selama tiga tahun ke depan, yang
menurunkan biaya pesawat jet sebesar
13%. Dengan anggaran pertahanan terbesar
di Asia Tenggara, Singapura yang kaya
merupakan hadiah utama bagi perusahaan
persenjataan global sebab Singapura ingin
berinvestasi dalam teknologi baru dan
meningkatkan peralatannya.

Singapura menyisihkan sekitar 30%
dari total pengeluarannya untuk upaya
pertahanan, keamanan, dan diplomasi

dengan opsi untuk delapan pesawat lagi, dari Kongres.

Bekerja Sama emi' Masa Depan 7-

Berbahan Bakar Hidrogen

Jepang meminta bantuan Australia untuk menjadi negara yang terutama
ditenagai hidrogen per tahun 2050.

Australia, yang berharap dapat beralih dari ketergantungannya pada
ekspor batu bara, juga akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi energi
bersih yang bertujuan mengubah batu bara kelas rendah dari tambang
Australia menjadi hidrogen kemudian mengirimkannya dalam bentuk cair
ke Jepang, demikian menurut majalah Forbes.

Jepang bertujuan memiliki 200.000 kendaraan hidrogen di jalan per
tahun 2025 dan 800.000 per tahun 2030, demikian menurut majalah
online The Diplomat. (Foto: Toyota Motor Corp. memperkenalkan truk sel
bahan bakar hidrogennya di Tokyo pada Juni 2018).

Jepang meluncurkan kapal induk pertama yang dirancang untuk
mengangkut hidrogen cair pada Desember 2019, demikian yang
dilaporkan situs web Nikkei Asian Review. Kapal ini akan melakukan
perjalanan komersial pertamanya pada tahun 2021 ke pelabuhan

IPD FORUM

dalam anggaran tahunan 2019. Reuters

Hastings di Victoria, Australia. Di sana, konsorsium
perusahaan Jepang membangun pabrik pencairan
hidrogen pertama di Australia, demikian menurut situs
web pemerintah Victoria.

Ekspor hidrogen dapat memberikan manfaat
ekonomi sekitar 39.6 triliun rupiah (2,7 miliar dolar
A.S.) bagi Australia per tahun 2040, demikian menurut
Strategi Energi Hidrogen Nasional pemerintah, yang
dirilis pada November 2019.

Proyek produksi hidrogen lainnya juga sedang
dalam pengembangan di seluruh dunia. Korea Selatan
juga tertarik untuk mengupayakan bahan bakar
hidrogen, demikian ungkap laporan Australia tersebut.

Namun masih ada banyak hambatan. “Hambatan
besarnya adalah penangkapan dan penyimpanan
karbon”, kata Dr. Takeo Kikkawa, profesor manajemen
di Tokyo University of Science kepada berita Bloomberg pada Juni 2019.
“Bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Ini perihal ekonomi.”

Teknologi masih dalam pengembangan untuk memungkinkan
penangkapan dan penyimpanan hidrogen berskala besar. Selain
itu, biaya masih menjadi salah satu hambatan terbesar, mengingat
berlimpahnya sumber energi alternatif yang tidak begitu mahal.

Infrastruktur di seluruh dunia untuk rantai pasokan hidrogen
juga berada dalam tahap awal, meski banyak stasiun pengisian
hidrogen eksperimental bermunculan di seluruh dunia, demikian yang
dilaporkan Forbes.

Kendati adanya tantangan tersebut, waktunya hidrogen telah tiba,
Daniel Roberts dari Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization, mengatakan kepada situs web E&E News pada Oktober
2018, akibat “tarikan global nyata yang kuat di sini untuk mengimpor
hidrogen rendah karbon” bagi Jepang dan Korea Selatan, di mana
pemerintah telah menjadikan transportasi berbasis hidrogen sebagai
“pusat strategi energi mereka”. staf FORUM



Mencari Investasi di

Perairan Sengketa
P residen Indonesia Joko Widodo pada Januari 2020

meminta Jepang meningkatkan investasi di bidang

perikanan dan energi di beberapa pulau Laut Cina
Selatan menyusul kebuntuan dengan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) di perairan yang diklaim RRT di area itu.

Jokowi meminta Jepang mempertimbangkan peluang
ekonomi di Kepulauan Natuna selama kunjungan Menteri
Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi ke Jakarta, demikian
ungkap kantor presiden. “Saya ingin mengundang Jepang
untuk berinvestasi di Natuna”, ungkapnya kepada Motegi,
menambahkan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra
ekonomi utama Indonesia.

Jokowi mengunjungi Natuna pada Januari 2020 untuk
menegaskan kedaulatan Indonesia atas kelompok pulau
tersebut dan perairan di sekitarnya, setelah laporan bahwa
pasukan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok
telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia beberapa
kali sejak Desember 2019. (Foto: Menteri Luar Negeri Jepang
Toshimitsu Motegi, kiri, berjabat tangan dengan Menteri
Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan di
Jakarta, Indonesia.)

RRT sendiri belum mengklaim Kepulauan Natuna,
namun mengatakan bahwa RRT memiliki hak penangkapan
ikan di dekatnya di dalam Sembilan Garis Putus-Putus yang
diklaim sendiri — sebuah garis pada peta Tiongkok yang
dikatakan RRT menunjukkan wilayah dan perairannya.

Garis tersebut melingkar selatan jauh dari Tiongkok
dan mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan, namun
klaim itu tidak diakui secara internasional. Vietnam, Filipina,
Brunei, Malaysia, dan Taiwan memiliki klaim tandingan di
Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi
mengatakan kepada wartawan bahwa Jokowi telah meminta
Jepang berinvestasi di bidang perikanan, energi, dan
pariwisata di Natuna. “Kami juga setuju untuk memperkuat
koordinasi pasukan penjaga pantai,” ungkapnya.

Indonesia telah meningkatkan patroli udara dan laut
di area itu dan memanggil duta besar RRT atas munculnya
kapal-kapal tersebut. Juru bicara militer Indonesia
mengatakan bahwa kapal tersebut meninggalkan area itu usai
kunjungan Jokowi.

Jepang pada tahun 2019 memberi Indonesia 100 miliar
rupiah (7,26 juta dolar A.S.) untuk membangun pasar ikan
di Natuna, yang akan diberi nama Tsukiji sesuai nama pasar
Tokyo yang terkenal.

Pembangunan pasar di Natuna dan pasar di pulau
Indonesia lainnya akan dimulai pada tahun 2020, demikian
kata Motegi. Reuters

AMBISI RUANG ANGKASA BERLIMPAH
DENGAN MISI BULAN

India menyetujui misi bulan ketiganya pada Januari
2020, upaya terkini dalam ambisinya untuk menjadi
kekuatan ruang angkasa berbiaya rendah.

Misi Chandrayaan-3 akan memiliki sebuah pendarat dan sebuah
rover, tetapi tidak ada pengorbit, ujar Ketua Organisasi Penelitian
Ruang Angkasa India (ISRO) K. Sivan kepada wartawan.

Misi Chandrayaan-2 pada September 2019 berhasil mengerahkan
pengorbit bulan yang merelai data ilmiah kembali ke Bumi tetapi
tidak dapat menempatkan rover di permukaan bulan setelah
pendaratan keras.

Misi itu bertujuan untuk mendarat di kutub selatan bulan,
tempat yang sebelumnya tak pernah didatangi misi bulan lainnya.
Kawasan itu diyakini mengandung air karena kawah di sana sebagian
besar tidak terpengaruh oleh suhu matahari yang tinggi.

ISRO berharap dapat mengonfirmasi adanya air dalam bentuk es,
yang pertama kali terdeteksi dalam misinya pada tahun 2008.

Chandrayaan-3 akan memiliki “konfigurasi serupa” seperti misi
sebelumnya, demikian kata Sivan. (Foto: Kendaraan Luncur Satelit
Geosinkronis India Mk III-M1 lepas landas membawa Chandrayaan-2
dari Pusat Ruang Angkasa Satish Dhawan di Sriharikota, India.)

Hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok yang
pernah mendarat di bulan. Roket riset Chang'e-4 Beijing mendarat
di sisi jauh bulan pada tahun 2019. Upaya Israel gagal dalam
mendaratkan pesawat ruang angkasa Beresheet pada April 2019.

Misi bulan ketiga India kemungkinan akan diluncurkan pada
tahun 2020 dan biayanya lebih kecil dari misi sebelumnya, demikian
yang dilaporkan kantor berita PTI, mengutip Jitendra Singh, menteri
junior Departemen Ruang Angkasa.

Sivan juga mengatakan bahwa ISRO mencapai “kemajuan
yang baik” dalam misi penerbangan ruang angkasa manusia yang
direncanakan untuk akhir tahun 2021, menambahkan bahwa empat
astronot telah dipilih untuk pelatihan. Proyek ini, yang disebut
Gaganyaan (kendaraan langit), akan menghabiskan biaya kurang dari
20,6 triliun rupiah (100 miliar rupee), demikian ungkap pemerintah
pada tahun 2018.

India telah membangun reputasi dalam merintis peluncuran
satelit dan misi ruang angkasa yang terjangkau. Misi Mars tak
berawak India pada tahun 2014 hanya menghabiskan biaya 1,1 triliun
rupiah (74 juta dolar A.S.), lebih kecil dari anggaran blockbuster
ruang angkasa Hollywood Gravity. Reuters
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PERANG MELAWAN B

TEROR’ TIONGKOK

mencabut akar keluargn —

THE ASSOCIATED PRESS

elama beberapa dekade, imam Uighur tersebut

merupakan landasan komunitas pertaniannya di barat

jauh Tiongkok. Setiap hari Jumat, ia mengajarkan

Islam sebagai agama perdamaian. Setiap hari Minggu,
ia merawat orang sakit dengan obat herbal gratis. Pada musim
dingin, ia membeli batu bara untuk orang miskin.

Saat kampanye penahanan massal pemerintah Tiongkok
melanda Xinjiang daerah asli Memtimin Emer pada tahun
2017, imam tua itu diciduk dan dikurung, bersama ketiga
putranya.

Sekarang, basis data yang baru diungkapkan mengekspos
secara luar biasa mendetail alasan utama penahanan Emer,
ketiga putranya, dan ratusan lainnya di Daerah Karakax:
agama dan hubungan keluarga mereka.

Basis data ini memprofilkan penahanan 311 orang dengan
kerabat di luar negeri dan mencantumkan informasi tentang
lebih dari 2.000 kerabat, tetangga, dan teman mereka. Tiap
entri mencakup nama tahanan, alamat, nomor identitas
nasional, tanggal dan lokasi penahanan, beserta dokumentasi
terperinci tentang keluarga tahanan, latar belakang agama dan
lingkungan tempat tinggal, alasan penahanan, serta keputusan
apakah akan membebaskannya. Diterbitkan dalam setahun
terakhir, dokumen tersebut tidak menunjukkan departemen
pemerintah mana yang menyusunnya atau untuk siapa.

Informasi ini menawarkan pandangan yang terlengkap dan
paling personal tentang bagaimana pejabat Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) memutuskan siapa yang dimasukkan dan
dikeluarkan dari kamp penahanan sebagai bagian dari tindakan
keras besar-besaran yang telah mengurung lebih dari satu juta
kaum minoritas etnis, sebagian besarnya Muslim.

IPD FORUM

Basis data tersebut menekankan bahwa Partai Komunis
Tiongkok (PKT) berfokus pada agama sebagai alasan
penahanan — bukan hanya ekstremisme politik, seperti yang
diklaim pihak berwenang, namun kegiatan biasa seperti berdoa,
pergi ke masjid, atau bahkan memelihara janggut panjang.
Basis data juga menunjukkan peran keluarga: Orang dengan
kerabat yang ditahan jauh lebih besar kemungkinannya untuk
berakhir di kamp, mencabut akar dan mempidanakan seluruh
keluarga seperti keluarga Emer dalam prosesnya.

Demikian pula, sikap dan latar belakang keluarga
merupakan faktor yang lebih besar daripada perilaku tahanan
yang menentukan apakah mereka dibebaskan.

“Sangat jelas bahwa praktik agama sedang dijadikan
target”, kata Darren Byler, seorang peneliti Universitas
Colorado yang mempelajari penggunaan teknologi
pengawasan di Xinjiang. “Mereka ingin memecah masyarakat,
mencerai-beraikan keluarga, dan membuat mereka jauh lebih
rentan terhadap pelatihan ulang dan pendidikan ulang.”

Pemerintah daerah Xinjiang tidak menanggapi faks yang
meminta komentar. Ditanya apakah Xinjiang menargetkan
orang religius dan keluarganya, juru bicara Kementerian Luar
Negeri Geng Shuang mengatakan, “Omong kosong semacam
ini tidak layak dikomentari.” Beijing sebelumnya mengatakan
bahwa pusat penahanan adalah untuk pelatihan kerja sukarela
dan tidak mendiskriminasi berdasarkan agama.

RRT berjuang selama beberapa dekade untuk
mengendalikan Xinjiang, di mana penduduk pribumi Uighur
telah lama membenci aturan keras Beijing. Dengan serangan
9/11 di Amerika Serikat, para pejabat mulai menggunakan
momok terorisme untuk membenarkan pembatasan agama



Foto Februari 2020 ini menunjukkan detail dari sebuah cetakan
basis data yang bocor. Teks berbunyi: “Lingkaran keluarga: Total
kerabat 11, 2 dipenjara, 1 dikirim ke pelatihan, Ayah: Memtimin
Emer ... dijatuhi hukuman 12 tahun, sekarang berada di pusat
pelatihan di sekolah kejuruan lama.” Basis data ini menawarkan
pandangan terlengkap dan paling personal tentang bagaimana
pejabat Tiongkok memutuskan siapa yang dimasukkan dan
dikeluarkan dari kamp penahanan. THe AsSOCAITED PRESS

yang lebih keras, dengan mengatakan bahwa kawula muda
Uighur rentan terhadap ekstremisme Islam. Setelah militan
meledakkan bom di stasiun kereta api di ibu kota Xinjiang
pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Xi Jinping meluncurkan
apa yang disebut Perang Rakyat melawan Teror, mengubah
Xinjiang menjadi negara polisi digital.

Kebocoran basis data dari sumber di komunitas pengasingan
Uighur menyusul rilis pada November 2019 dari cetak biru
rahasia tentang cara kerja sesungguhnya dari sistem penahanan
massal. Cetak biru yang diperoleh International Consortium
of Investigative Journalists, yang mencakup The Associated
Press, menunjukkan bahwa pusat-pusat tersebut adalah kamp
pendidikan ulang ideologi dan perilaku paksa yang dijalankan
secara rahasia. Serangkaian dokumen lain yang bocor ke surat
kabar The New York Times mengungkapkan peristiwa sejarah
yang mengarah pada penahanan massal.

Serangkaian dokumen terbaru berasal dari sumber di
komunitas pengasingan Uighur, dan tanggal terbaru di
dalamnya adalah Maret 2019. Para tahanan yang terdaftar
berasal dari Daerah Karakax, sebuah pemukiman tradisional
yang dihuni sekitar 650.000 orang di tepi gurun Taklamakan
Xinjiang di mana lebih dari 97 persen penduduknya adalah
orang Uighur. Daftar tersebut diperkuat melalui wawancara
dengan mantan warga Karakax, alat verifikasi identitas
Tiongkok, serta daftar dan dokumen lainnya.

Tahanan dan keluarganya dilacak dan diklasifikasi
berdasarkan kategori kaku yang didefinisikan dengan baik.
Rumah tangga ditetapkan sebagai “dapat dipercaya” atau “tidak
dapat dipercaya”, dan sikap mereka dinilai sebagai “biasa” atau
“baik”. Keluarga memiliki suasana agama yang “ringan” atau

“berat”, dan basis data menghitung berapa banyak kerabat
dari tiap tahanan yang dikurung dalam penjara atau dikirim ke
“pusat pelatihan”.

Pejabat menggunakan kategori ini untuk menentukan
seberapa mencurigakan seseorang — meski orang tersebut
belum pernah melakukan kejahatan apa pun. “Hal ini
menggarisbawahi pola pikir persekusi pemerintah, dan
bagaimana pemerintah mengkriminalisasi segalanya,” ujar
Adrian Zenz, seorang ahli perihal pusat penahanan tersebut dan
fellow senior di Victims of Communism Memorial Foundation
di Washington, D.C.

Alasan yang tercantum untuk penahanan termasuk “infeksi
agama ringan”, “mengganggu orang lain dengan mengunjungi
mereka tanpa alasan”, “kerabat di luar negeri”, “pemikiran sulit
dipahami”, dan “orang yang tidak dapat dipercaya yang lahir
pada dekade tertentu”. Yang terakhir tampaknya mengacu pada
laki-laki muda; sekitar 31 persen dari orang yang dianggap
“tidak dapat dipercaya” berada dalam rentang usia 25 hingga 29
tahun, demikian menurut analisis data oleh Zenz.

Ketika mantan muridnya Abdullah Muhammad melihat
nama Emer dalam daftar tahanan, ia sangat bingung. “Ia
tidak pantas menerima ini”, kata Muhammad. Meski Emer
memberikan khotbah yang disetujui partai, ia menolak
mengajarkan propaganda PKT, demikian ungkap Muhammad,
dan akhirnya mengalami masalah dengan pihak berwenang.

Ta dicopot dari posisinya sebagai imam dan dilarang mengajar
pada tahun 1997, di tengah kerusuhan yang bergejolak di
wilayah itu.

Tak satu pun dari tiga putra Emer yang pernah dihukum
atas suatu kejahatan. Namun, basis data tersebut menunjukkan
bahwa selama tahun 2017, semuanya dilempar ke dalam kamp
penahanan karena memiliki terlalu banyak anak, mencoba
bepergian ke luar negeri, “tidak dapat dipercaya”, “terinfeksi
ekstremisme agama”, atau pergi naik Haji, ziarah ke kota suci
Makkah. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan mereka
dengan Emer dan latar belakang agama mereka cukup untuk
meyakinkan pejabat bahwa mereka terlalu berbahaya untuk
dikeluarkan dari kamp penahanan. Bahkan seorang tetangga
pun tercemar karena tinggal di dekatnya, dengan tercatatnya
dugaan kejahatan dan hukuman penjara Emer dalam
dokumentasi tetangga tersebut.

Basis data menunjukkan kebanyakan informasi ini
dikumpulkan oleh tim kader yang ditempatkan di masjid,
dikirim untuk mengunjungi rumah, dan ditempatkan dalam
komunitas. Informasi ini kemudian dikompilasi dalam
dokumentasi yang disebut “tiga lingkaran”, yang mencakup
kerabat, komunitas, dan latar belakang agama mereka.

Basis data ini menunjukkan bahwa pejabat Karakax juga
secara eksplisit menargetkan orang karena berbagai kegiatan
yang termasuk pergi ke luar negeri, mendapatkan paspor, atau
memasang perangkat lunak asing.

Dalam kasus Emer, yang sekarang menjalani penahanan
rumah akibat masalah kesehatan, keberanian dan sikap
keras kepala imam inilah yang menjebloskannya, demikian
menurut mantan muridnya Muhammad. Meski masjid dan
hak mengajarnya dirampas, Emer diam-diam menentang
pihak berwenang selama dua dekade dengan tetap setia pada
keyakinannya. “Tidak seperti beberapa cendekiawan lain, ia tak
pernah peduli dengan uang atau hal lain yang dapat diberikan
Partai Komunis kepadanya”, kata Muhammad. “Ia tak pernah
tunduk kepada mereka — dan itulah sebabnya mereka ingin
melenyapkannya.”
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SAATNYA MELAKUKAN PERGESERAN PARADIGMA

UNTUK MENGHADAPI

PERSAINGAN STRATEGIS

DR. ALFRED OEHLERS/DANIEL K. INOUYE ASIA-PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES

efinisi ekonomi pertahanan seharusnya

tidak lagi terbatas pada gagasan

mengoptimalkan alokasi anggaran di

antara prioritas pertahanan yang bersaing.

Dalam era persaingan strategis, saatnya

untuk bergerak di luar kerangka kerja
statis yang menekankan pilihan dalam batasan
anggaran. Negara-negara yang berpikiran serupa
hendaknya merangkul konsepsi yang lebih luas
dan dinamis, yang menekankan keselarasan
strategis dan pemanfaatan hubungan dan kekuatan
ekonomi yang berkembang — sekaligus mengelola
kerentanan — untuk mendapatkan keunggulan
kompetitif atas lawan.

Subjek ini tidak selalu dipandang semata-mata
melalui lensa optimalisasi anggaran. Melihat
kembali Perang Dunia I dan Perang Dunia II —
dan bahkan mungkin Perang Dingin — konsepsi
ekonomi pertahanan yang lebih luas berperanan.
Meski kemandirian ekonomi murni jarang, tingkat
konvergensi dan integrasi di seluruh arus ekonomi,
keuangan, dan teknologi jarang mendekati tingkat
yang terlihat saat ini. Bahkan hingga kuartal ketiga
abad ke-20, masih wajar mendalilkan keberadaan
ekonomi “nasional” sebagai entitas yang relatif
diskret dan independen, dengan berbagai tingkat
insulasi terhadap perkembangan eksternal. Ketika
ekonom membahas persaingan strategis, masuk
akal untuk memikirkan hal-hal saat negara diadu
dengan negara, terutama mendayagunakan aset
dan kekuatan nasional, dalam lomba sistemik untuk
lebih unggul. Dalam model ini, inti dari ekonomi
pertahanan adalah orkestrasi daya ekonomi nasional
untuk mengatasi lawan.

Akhir Perang Dingin mengubah segalanya.
Pada sebuah momen unipolar, pengawas
anggaran melupakan persaingan strategis dan
peran ekonomi di dalamnya. Sebaliknya, saat
perdebatan berlangsung seputar pencairan dividen
perdamaian, perdebatan fiskal berpusat pada ukuran
anggaran pertahanan. Dengan meningkatnya

FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

upaya pemeliharaan perdamaian internasional

dan misi lainnya, analisis seputar orientasi ulang
anggaran pertahanan untuk mengejar misi baru

ini makin penting. Dalam keadaan ini, ekonomi
pertahanan menjadi makin dipahami sebagai bidang
yang memberikan masukan dalam diskusi pada
tingkat makro tentang keputusan anggaran dan
apropriasi pertahanan yang tepat, tetapi terutama
pada tingkat mikro, membantu dalam keputusan
mengenai pengelolaan anggaran pertahanan di

Seorang karyawan bank menghitung uang 100 yuan dan 100 dolar A.S.

antara prioritas yang bersaing. Peristiwa tragis
9/11 dan perang melawan teror yang menyusul
lebih lanjut menekankan tren ini. Dengan
tuntutan mendesak dan bersaing ini, bagaimana
hendaknya tingkat pengeluaran pertahanan yang
tepat? Dan bagaimana perpaduan yang tepat dari
pengeluaran untuk misi kemanusiaan, dukungan
pemeliharaan perdamaian, pembangunan bangsa,
kontraterorisme, dan berbagai kebutuhan lainnya?
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Salah satu simbol terbesar berakhirnya Perang Dingin adalah diruntuhkannya Tembok Berlin di Jerman. Akhir Perang Dingin juga
mendatangkan era persaingan strategis yang menghubungkan perekonomian negara-negara yang dulu merupakan musuh.

Perdebatan yang berbeda perlu dilakukan
menyusul berakhirnya Perang Dingin. Fenomena
globalisasi muncul, dan era ini ditandai dengan arus
ekonomi, keuangan, dan teknologi yang meningkat
pesat serta peningkatan paparan ekonomi nasional
terhadap pengaruh eksternal seraya lapisan insulasi
secara progresif dilucuti. Peterson Institute for
International Economics mendefinisikan globalisasi
sebagai “meningkatnya interdependensi ekonomi,
budaya, dan populasi dunia, yang diwujudkan
oleh perdagangan lintas batas dalam barang dan
jasa, teknologi, dan aliran investasi, orang, serta
informasi.” Pada tingkat yang lebih konkret,
pertimbangkan nama-nama perusahaan besar
seperti Apple, Amazon, dan Walmart.

Memang, revolusi dalam teknologi, transportasi,
dan logistik semuanya membuat konsep ekonomi
nasional usang. Jika ada waktu yang tepat untuk
mempertanyakan seperti apa persaingan strategis
— dan sebagai akibat sewajarnya, ekonomi
pertahanan — di masa depan, mungkin seperti
inilah. Bagaimana negara-negara bersaing secara
strategis ketika kekuatan ekonomi nasional mereka
makin memperoleh bentuk yang berbeda secara
kualitatif? Dan bagaimana mereka mengembangkan
cara berpikir tentang ekonomi pertahanan untuk
menggalang kekuatan tersebut demi keunggulan
kompetitif penentu?

Kesempatan itu hilang menyusul berakhirnya
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Perang Dingin, tetapi dunia kini berdiri di ambang
Revolusi Industri Keempat, di mana yang dulu tampak
seperti teknologi futuristik kini bakal merevolusi

cara hidup kita. Mitra di kawasan Indo-Pasifik dan

di seluruh dunia berupaya mengejar ketertinggalan,
terutama mengingat percepatan perubahan yang
terjadi dalam hubungan ekonomi, keuangan, dan
teknologi. Saat negara-negara mitra mengalihkan
perhatian pada persaingan strategis, mereka harus
memikirkan kembali tantangan di depan. Seperti yang
pernah disampaikan oleh ekonom Inggris terkemuka
John Maynard Keynes, “Pria [dan wanita] praktis yang
percaya bahwa diri mereka cukup terbebas dari segala
pengaruh intelektual biasanya merupakan budak
ekonom lawas.”

Jadi, seperti apa visi yang dikonfigurasi ulang
untuk ekonomi pertahanan? Mungkin Perang
Dunia II dan Perang Dingin dapat memberikan
petunjuk. Bagi Amerika Serikat, kedua peristiwa ini
paling mewakili tantangan eksistensial. Menjawab
tantangan tersebut membutuhkan upaya luar biasa
dalam perencanaan, koordinasi, dan mobilisasi
untuk mempertahankan negara. Yang memandu
upaya ini adalah kerangka kerja analitis penting
yang mengakui peran penting dari daya ekonomi
dalam memberikan keunggulan strategis. Penting
untuk meninjau kembali diskusi, kerangka kerja,
konsep, dan cara berpikir lebih luas yang sengaja
diarahkan untuk menggalang daya ekonomi itu
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Sebuah ruang perdagangan saham di KEB Hana Bank di Seoul, Korea Selatan,

menunjukkan tautan internasional dari perekonomian dunia.

untuk menciptakan keunggulan strategis.

Diskusi tersebut harus dilakukan dengan hati-
hati dan mata yang peka terhadap fakta bahwa
artefak ini tidak serta-merta dapat dialihkan ke
tantangan saat ini dan keadaan di masa depan.
Konteksnya, sebagai contoh, sama sekali berbeda.
Perekonomian — bahkan di antara lawan —
sering terintegrasi secara mendalam, berbeda
dengan insularitas yang lebih besar di masa lalu.
Basis kekuatan telah berubah dan tidak begitu
berpusat pada industri dan lebih terhubung dengan
teknologi dan intelektual tak berwujud. Yang
terakhir, namun tak kalah pentingya, tumpuan
kekuatan ekonomi kini tidak begitu berada pada
negara dan lebih pada para pelaku non-negara
yang makin beragam di seluruh perekonomian.
Memang, para pelaku ini dibuat makin kompleks
karena bersifat internasional, yang menyiratkan
tugas penting untuk bekerja sama dengan sekutu
dan mitra dalam konseptualisasi ulang ekonomi
pertahanan ini. Sekarang, mengingat semua ini,
bagaimana negara-negara mitra merangkai dan
menyatukan berbagai hal ini, membuat jumlah
sektor, pelaku, kekuatan, dan kemampuan ini lebih
besar dari keseluruhannya untuk memproyeksikan
pengaruh penentu? Ini pasti merupakan tantangan
dari ekonomi pertahanan.

Artikulasi ekonomi pertahanan ini bisa membuat
beberapa pihak merasa tidak nyaman. Bukankah

terdengar mencurigakan seperti perekonomian

masa perang yang dikendalikan negara? Bukankah
kita hanya meniru jenis ekonomi komando yang
dipraktikkan oleh banyak lawan? Keraguan ini
beralasan dan harus memainkan peranan penting

ke depannya untuk memberikan keseimbangan.
Mitra dan sekutu harus menegakkan nilai-nilai
liberal dan demokratis mereka dalam definisi ulang
ini, mempertahankan komitmen terhadap aturan
hukum dalam konteks nasional dan internasional.
Dengan demikian, ini mungkin merupakan salah satu
kontribusi lebih penting yang dapat diberikan oleh
definisi ulang ekonomi pertahanan bagi persaingan
strategis. Tidak begitu dikonseptualisasi sebagai

alat manajemen anggaran dan lebih sebagai gravitas
ekonomi yang didukung oleh ideal liberal-demokratis,
pandangan ekonomi pertahanan ini menawarkan
poin diferensiasi yang kuat terhadap alternatif
berdasarkan basis otokratik yang lebih rapuh. Sebagai
instrumen untuk menggalang kekuatan ekonomi
demi keunggulan penentu dalam persaingan strategis
kita saat ini, pandangan yang direvitalisasi terhadap
ekonomi pertahanan akan memainkan peranan
integral dalam kontribusi terhadap pelestarian Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka. O

Dr. Alfred Oehlers adalah seorang profesor ekonomi di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center
for Security Studies dengan spesialisasi di bidang Asia Tenggara dan kepulauan Pasifik.
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Kerja Sama Internasional Tetap Menjadi
Kunci bagi Kampanye Tekanan Maksimum

NEIL K. WATTS DAN WILLIAM J. NEWCOMB

isah upaya internasional untuk
menyita kapal Korea Utara Wise
Honest karena secara ilegal
mengangkut batu bara rezim itu ke
Tiongkok, Rusia, dan negara lainnya terbaca
seperti novel mata-mata, dengan banyak liku-
liku. Kasus ini menunjukkan bagaimana rezim
Kim Jong Un, dibantu oleh jaringan aktor
yang terlibat dan pihak yang mendapatkan
keuntungan dari sanksi, menerapkan
strategi yang terjalin canggih dan teknik
pengacauan untuk menghindari beberapa
sanksi di berbagai yurisdiksi dan merongrong
implementasi dan penegakan sanksi di kawasan
Indo-Pasifik.

Kasus Wise Honest berakhir, setelah
operasi penegakan multinasional dengan
dukungan dari Indonesia, Malaysia, Vietnam,
dan lainnya, dengan penjualan kapal tersebut
yang diperintahkan oleh pengadilan federal A.S.
pada September 2019 untuk mengompensasi
keluarga dua korban penyiksaan Korea Utara;
yang terbaru adalah Otto Warmbier, siswa A.S.
yang meninggal pada tahun 2017 setelah rezim
Kim melepaskannya dalam keadaan vegetatif
setelah menahan dan menyiksanya karena diduga
mencoba mencuri poster propaganda, demikian
yang dilaporkan surat kabar Navy Times.

Penyitaan pertama semacam itu oleh
Amerika Serikat tidak hanya memberikan
kejelasan mengenai kompleksitas penegakan
sanksi terhadap Korea Utara tetapi juga
memberikan contoh komitmen A.S. untuk
mempertahankan tekanan maksimum pada
rezim Kim untuk menghentikan semua senjata
nuklir dan program nuklir yang ada dengan
cara yang menyeluruh, dapat diverifikasi, dan
tidak dapat dipulihkan.

Kendati suksesnya penyitaan Wise Honest
yang berukuran 177 meter, salah satu kapal
pelanggar sanksi terbesar Korea Utara,
transfer batu bara dan minyak bumi Korea
Utara dari kapal ke kapal secara ilegal terus
berlanjut tanpa reda pada pertengahan tahun
2019, demikian menurut laporan Panel Ahli
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus

2019 tentang Korea Utara. Alih-alih menurun,
transfer ilegal malah meningkat dalam
“lingkup, skala, dan kecanggihan”, setelah
peningkatan yang sudah terjadi pada tahun
2018, demikian yang disampaikan laporan

itu. Selain itu, Korea Utara terus mengakses
sistem keuangan internasional melalui agen
perbankan dan perusahaan tamengnya yang
beroperasi di luar negeri, demikian ungkap
laporan itu.

Perusahaan lain yang berbasis di Tiongkok,
Weihai World Shipping Freight, meski
ditambahkan dalam daftar sanksi Dewan
Keamanan P.B.B. pada Maret 2018, terus
mengoperasikan armada enam sampai tujuh
kapal dan menggunakan jaringannya yang
melibatkan perusahaan tameng Inggris untuk
menyelundupkan batu bara Korea Utara ke
Tiongkok dan Vietnam, demikian menurut
laporan Royal United Services Institute 2019.

Komunitas internasional harus
menghentikan Korea Utara memenangkan

lomba aksi-reaksi yang sedang berlangsung. Batu bara

Korea

Utara ditumpuk di

KAMPANYE TEKANAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara
melanjutkan uji coba senjata nuklir dan rudal
balistik, sekali lagi menentang keputusan

dan Rusia.
AFP/GETTY IMAGI

dermaga pelabuhan
Rason di dekat
perbatasan Tiongkok

ES
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Gambar satelit Departemen
Kehakiman A.S. ini menunjukkan
kapal kargo Korea Utara Wise Honest
bersandar di pelabuhan yang tidak
diidentifikasi. A.S. menyita kapal
tersebut pada Mei 2019 karena
melanggar sanksi internasional.

THE ASSOCIATED PRESS

Dewan Keamanan P.B.B. bahwa tindakan tersebut
mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan pada tahun

2016 dan 2017 mengambil sikap yang jauh lebih agresif
untuk memberikan tekanan yang lebih signifikan pada
pihak berwenang Korea Utara untuk menghentikan
program terlarang dan mendesak mereka mencari solusi
diplomatik.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia, yang
biasanya berhati-hati dalam memberlakukan sanksi keras,
menyetujui langkah tersebut. Sanksi tersebut termasuk
melarang ekspor penghasil mata uang keras utama Korea
Utara, seperti logam mulia, logam besi dan nonbesi,
batu bara, produk pertanian, makanan laut, dan tekstil,
semuanya terutama ditujukan untuk pasar Tiongkok.
Selain itu, Dewan Keamanan P.B.B. melarang impor
mesin, kendaraan, logam tertentu, dan minyak. Sanksi
juga ditingkatkan di bidang pelayaran, termasuk larangan
transfer kapal ke kapal, dan pembiayaan untuk mengatasi
praktik penghindaran Korea Utara secara lebih baik dan
untuk semakin melumpuhkan kemampuannya dalam
mendanai program nuklir dan rudal.

Peningkatan keluasan dan kedalaman sanksi secara
implisit menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil
oleh Dewan Keamanan bergeser dari fokus pada
langkah yang ditargetkan secara sempit kembali pada
ketergantungan sebelumnya pada sanksi komprehensif.
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Namun, langkah yang lebih luas juga mencakup
pengecualian yang dibuat dengan cermat untuk batu

bara dan minyak serta keinginan yang dinyatakan untuk
mempertimbangkan, kasus per kasus, pengecualian
kemanusiaan untuk menghindari konsekuensi yang

tidak diinginkan yang mengganggu program sanksi
sebelumnya, seperti sanksi terhadap Irak, dan merongrong
dukungan internasional.

TRANSFER DI LAUT

Resolusi P.B.B. secara khusus melarang transfer kapal ke
kapal, terlepas dari apakah itu ke atau dari kapal Korea
Utara, untuk barang atau produk apa pun yang sedang
dipasok, dijual, atau ditransfer ke atau dari Korea Utara,
meski secara tidak langsung. Transfer kapal ke kapal
melibatkan kapal yang pergi bersama kapal lain untuk
mentransfer kargonya di laut, tanpa harus menurunkan
kargo di pelabuhan.

Selain larangan total terhadap batu bara, transfer produk
minyak bumi olahan juga dilarang tetapi tunduk pada
pengecualian tertentu. Transfer kapal ke kapal ini, yang
merupakan sarana utama untuk mengimpor minyak bumi
olahan, hampir selalu berlangsung di perairan internasional
dan dimaksudkan untuk menghindari kontrol kepatuhan
sanksi di pelabuhan dan untuk menyembunyikan tujuan
atau asal kargo yang ditransfer. Kapal yang melakukan
transfer kapal ke kapal ilegal ini biasanya mematikan sistem



identifikasi otomatis (AIS) sebelum dan selama transfer
untuk menghindari deteksi.

Meski jenis transfer di laut ini sendiri tidak ilegal,
Korea Utara secara khusus mengeksploitasi metode
ini untuk menghindari pemeriksaan oleh otoritas
pelabuhan, kontrol ekspor, serta pembukuan dan
pelaporan ekspor untuk merongrong resolusi, yang
memberlakukan batas tahunan 500.000 barel pada
impor minyak bumi olahan Korea Utara. Para ahli
menghitung bahwa batas tahunan tersebut dilanggar
dalam empat hingga lima bulan pada tahun 2018
dan 2019, berdasarkan jumlah transfer ilegal yang
terdeteksi, demikian menurut laporan Panel Ahli
P.B.B. pada Maret dan Agustus 2019.

Dua dari 11 transfer minyak bumi olahan ilegal
pertama yang direncanakan oleh Chen Shih-hsien,
seorang mata-mata yang berbasis di Taiwan, bernilai
masing-masing 67,1 miliar rupiah (4,5 juta dolar A.S.)
dan 126,7 miliar rupiah (8,5 juta dolar A.S.). Pihak
berwenang Korea Selatan dan A.S. pada tahun 2017
mendeteksi bahwa kapal tanker Lighthouse Winmore,
yang terdaftar di Hong Kong dan dioperasikan oleh
Billions Bunker Group, milik Chen, melanggar
sanksi dengan menyediakan bahan bakar kepada
Korea Utara, demikian yang dilaporkan surat kabar
Taiwan News. Chen bunuh diri pada Juni 2019 dengan
melompat dari lantai enam sebuah bangunan setelah
didakwa oleh pihak berwenang Taiwan, demikian yang
dilaporkan situs web itu.

Ekspor batu bara Korea Utara diperkirakan
menghasilkan pendapatan asing lebih dari 14,8 triliun
rupiah (1 miliar dolar A.S.) setiap tahun. Transfer
ilegal rata-rata bernilai jutaan dolar dan harus dibayar
dalam dolar A.S. dengan dana yang dikonfirmasi
oleh pialang tersedia sebelum transfer di laut. Para
pakar meyakini bahwa Korea Utara mengandalkan
perdagangan batu bara untuk mendanai program
senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Penyelidik menaksir 26.500 juta ton batu bara yang
dibawa di atas kapal Wise Honest pada saat penahanan
tahun 2018 oleh Indonesia memiliki nilai sekitar 44,4
miliar rupiah (3 juta dolar A.S.), demikian ungkap
laporan Panel Ahli P.B.B. pada Agustus 2019. Wise
Honest, yang terdaftar di Korea Utara tetapi diklaim
secara tidak benar berlayar di bawah bendera Sierra
Leone, dalam perjalanan sebelumnya telah secara ilegal
mengangkut mesin berat ke Korea Utara, yang juga
melanggar sanksi P.B.B. dan A.S.

Dana untuk memfasilitasi transfer batu bara ilegal,
melalui transfer kapal ke kapal ke kapal Rusia di dekat
Balikpapan, Indonesia, ditransfer oleh perusahaan
Tiongkok yang terlibat, Huitong Minerals, dari
Jinmyong Joint Bank Korea Utara ke sebuah bank
Indonesia. Jinmyong adalah bagian dari jaringan Korea
Songi yang mencakup Korea Songi General Trading;
pemilik Wise Honest, Songi Shipping; dan Korea
Yin Myong Trading. Jaringan ini berada di bawah

PANEL AHLI
P.B.B 2019 TENTANG
KOREA UTARA MENYEBUT
56 NEGARA

Laporan ini, yang mencakup periode

dari Februari 2018 hingga Februari 2019,
memerinci lebih dari 100 pelanggaran

baru, yang berkelanjutan, atau yang belum
terselesaikan yang terbukti atau diduga
melanggar 10 resolusi PB.B. perihal Korea
Utara yang telah disahkan sejak tahun 2006.
Tiga puluh satu dari 56 negara, wilayah,
dan entitas yang tercantum ditambah Korea
Utara diduga bertanggung jawab atas
beberapa pelanggaran sanksi.

56 negara tersebut meliputi:

Aljazair*

Belize

Bolivia
Botswana
Kepulauan Virgin
Inggris
Myanmar
Kamboja
Tiongkok
Komoro

Pantai Gading
Republik Demokratik
Kongo

El Salvador
Guinea Khatulistiwa
Eritrea

Prancis

Georgia

Ghana
Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Laos

Lebanon

Libya
Madagaskar
Malaysia

Malta

Meksiko
Mozambik
Namibia
Selandia Baru*
Nikaragua
Nigeria
Panama
Filipina
Polandia
Rusia

Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapura*
Afrika Selatan
Sudan
Suriah
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tunisia
Uganda

Uni Emirat
Arab
Vietnam
Yaman

(faksi Houthi)
Zambia

*Menunjukkan bahwa negara telah mengambil tindakan perbaikan,
penuntutan selama periode pelaporan untuk memperbaiki atau
menghukum satu atau beberapa dugaan pelanggaran sanksi.
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perlindungan Tentara Rakyat Korea yang dikendalikan
Kim, demikian yang diungkapkan dokumen pengadilan
pada Juli 2019.

Seorang pria bernama Jong Song Ho, yang mengaku
sebagai presiden direktur Jinmyong, mengatur
pengiriman tahun 2018 dalam pertemuan di kedutaan
Korea Utara di Jakarta. Ia mengatur pembayaran sebesar
11,2 miliar rupiah (760.000 dolar A.S.) kepada Huitong
Minerals melalui pialang Indonesia dengan transfer bank
yang difasilitasi oleh JPMorgan Chase, menurut catatan
bank dan catatan lainnya, demikian yang dilaporkan surat
kabar The Washington Post pada April 2019. Indonesia
mengatakan Enermax, sebuah perusahaan Korea Selatan,
merupakan penerima batu bara Wise Honest yang
dimaksudkan, demikian yang dilaporkan The Associated
Press. Enermax menyangkal telah mengimpor batu bara
itu tetapi mengakui telah menerima tawaran batu bara
dari “seseorang yang tampaknya merupakan pialang lokal
di Indonesia”, demikian yang dilaporkan kantor berita itu.
Namun, pada Juli 2019 The New York Times melaporkan
bahwa Enermax juga terlibat dalam pengiriman limosin
Mercedes Benz ilegal ke Korea Utara, yang mengangkut
Kim Jong Un dalam parade dan pertemuan puncak.

Keuntungan menggunakan perusahaan Tiongkok
termasuk memberi perusahaan tameng Korea Utara
akses ke sistem perbankan; kemampuan mencuci
renminbi, mata uang resmi RR'T, menjadi dolar A.S.; dan
penggunaan rute keuangan alternatif, seperti transaksi
buku besar dan pengaturan barter, untuk merepatriasi
keuntungan. Perpaduan perusahaan-perusahaan yang
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terlibat ini, menggunakan pembayaran terpisah, mendanai
kegiatan fasilitator lokal.

MENGHAMBAT TRANSFER ILEGAL

Korea Utara terus mengembangkan lingkup dan
kecanggihan taktik penipuan dan penghindarannya.
Skemanya melibatkan beberapa tingkat perusahaan
tameng, yurisdiksi lepas pantai, dan transaksi keuangan
fragmenter. Kapal tersebut secara fisik dan elektronik
menyamar melalui manipulasi AIS dan apa yang disebut
sebagai penipuan identitas — dengan mengambil identitas
kapal lain. Selain itu, kapal tersebut melakukan pelayaran
berputar-putar yang tidak ekonomis dan berkeliaran di
pelabuhan asing untuk mendukung dokumen palsu yang
menunjukkan pelabuhan asal dan pemuatan asing. Korea
Utara lebih suka menggunakan pelabuhan di Timur Jauh
Rusia karena kawasan ini merupakan eksportir batu bara
besar di Asia Timur.

Kasus Wise Honest mengungkapkan kompleksitas
teknik yang digunakan Korea Utara untuk menghindari
sanksi P.B.B. dan A.S. Ini juga menunjukkan suksesnya
hambatan transfer ilegal namun, sebaliknya, bagaimana
implementasi sanksi yang efektif dirongrong oleh
kekurangan dalam kerangka kerja hukum yang dijadikan
target dan dieksploitasi oleh Korea Utara.

Pihak berwenang Indonesia mencegat dan menyita
Wise Honest, kapal muatan curah lambung tunggal
seberat lebih dari 17.600 ton, di perairannya karena
menyelundupkan batu bara Korea Utara secara ilegal pada
April 2018, sebulan setelah difoto di pelabuhan Nampo,

Kapal kargo Korea Utara-Wise Honest, tengah, diderek ke
pelabuhan-di-Pago-Pago;, Samoa Amerika,;-pada Mei 2019
setelah Pasukan Penjaga Pantai A.S..menyita kapal itu-da
Indonesia, yang menahannya-pada tahun.201.8.=1E ASSOCIATED PRESS
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Korea Utara, di mana muatan batu bara
ditempatkan di atas kapal, demikian menurut
CBS News. Nakhoda kapal tersebut dituntut
di Indonesia karena melanggar hukum
maritim Indonesia dan dihukum.

Pengadilan Negeri di Balikpapan,
Indonesia, dalam memberikan hukuman
kepada nakhoda tersebut atas pernyataan
palsu melampaui kewenangannya dengan
memutuskan bahwa pengiriman batu bara
ilegal Korea Utara akan dikembalikan
kepada fasilitator/pialang setempat.
Kemudian, diperparah lagi dengan
mengotorisasi ekspor ulang batu bara.
Pialang yang terlibat, Eko Setyamoko,
segera mengatur agar batu bara ilegal
(yang kemudian didokumentasikan berasal
dari Indonesia) untuk ditransfer ke kapal
lain yang terkait dengan pelanggaran
pertama, Dong Thanh yang berbendera
Panama. Namun, setelah tiba di pelabuhan
Malaysia, kapal itu ditolak masuk oleh pihak
berwenang; selanjutnya, kapal dan batu bara
ilegal itu dicegat oleh Vietnam pada Juni
2019. Kedua tindakan tersebut konsisten
dengan implementasi resolusi yang efektif,
demikian menurut laporan Panel Ahli P.B.B.
tahun 2019.

Pada Mei 2019, pihak berwenang
Indonesia menyerahkan Wise Honest
kepada Amerika Serikat, yang mendereknya
ke Samoa Amerika. Peristiwa ini menandai
pertama kalinya A.S. menyita kapal kargo
Korea Utara atas pelanggaran sanksi
internasional, demikian ungkap Departemen
Kehakiman A.S. Pengadilan federal A.S.
membagikan hasil penjualan Wise Honest
pada September 2019 kepada orang tua
Otto Warmbier serta saudara laki-laki dan
putra Pendeta Dong Shik Kim, yang diculik,
disiksa, dan dieksekusi oleh agen Korea
Utara pada tahun 2000, demikian yang
dilaporkan Navy Times.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kasus Wise Honest dan Dong Thanh
menunjukkan bahwa kerja sama
internasional sangat penting untuk secara
efektif menghambat jaringan Korea Utara
yang beroperasi di beberapa yurisdiksi dan
berkembang setiap hari. Para pencela akan
mengatakan kasus tersebut menunjukkan
gagalnya sanksi. Namun, kajian yang

lebih dekat mengungkapkan bahwa biaya
dan risiko berbisnis dengan Korea Utara
terus terdorong naik dan tekanan tersebut
memiliki dampak. Sebelum tahun 2019,
sanksi bahkan tidak diakui, namun baru-
baru ini Korea Utara untuk pertama kalinya
membicarakan pengurangan sanksi dan
meminta keterlibatan.

Ada beberapa tanda bahwa RRT pada
tahun 2019 tidak menegakkan semua
langkah P.B.B. dengan ketat seperti yang
dilakukan pada tahun 2018. Meski demikian,
pada tahun 2019 ekspor dan impor Korea
Utara dengan Tiongkok tetap jauh lebih
rendah daripada, dan defisit perdagangan
bilateral jauh lebih tinggi daripada, tingkat
yang dicapai sebelum pemberlakuan langkah
yang lebih tegas, demikian menurut statistik
bea cukai RRT.

Kerja keras menanti agar lebih banyak
negara menerapkan dan menegakkan sanksi
secara tegas, seperti yang ditunjukkan oleh
berbagai kegagalan peradilan dan dukungan
pihak yang terlibat terhadap Korea Utara
yang diberikan oleh beberapa pemerintah
di Afrika dan di tempat lainnya. Kendati
demikian, kemajuan sedang dicapai,
dan kesabaran ditambah kegigihan serta
penghindaran kelelahan sanksi (sanction
fatigue) pada akhirnya dapat membuat letih
Korea Utara dalam lomba maraton ini. O

Neil K. Watts dan William J. Newcomb adalah mantan anggota
Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal sanksi Korea Utara
yang dibentuk oleh UNSCR 1874 (2009).

Menteri Keuangan
A.S. Steven Mnuchin
mengumumkan sanksi
yang lebih keras terkait
Korea Utara di Gedung
Putih dalam upaya
pada Februari 2018
untuk menghambat
perusahaan dan

kapal pengiriman dan
perdagangan Korea
Utara.

Wu Haitao, wakil

duta besar Republik
Rakyat Tiongkok untuk
Perserikatan Bangsa-
Bangsa, menghadiri
sesi Dewan Keamanan
P.B.B. mengenai
pemberlakuan sanksi
baru terhadap Korea
Utara pada 22
Desember 2017, di
New York.

REUTERS
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Melawan Pemersenjataan Teknologi
Keuangan yang Mengancam
Keamanan dan Merongrong Sanksi

ASHLEY TAYLOR




anyak perusahaan beroperasi di dunia siber

tanpa pernah terhubung ke sistem perbankan

tradisional sehingga membuat mereka

tidak dapat disentuh oleh lembaga regulasi

pemerintah. Alih-alih, mereka menggunakan
mata uang kripto yang memanfaatkan teknologi
blockchain atau distributed ledger dan teknologi
penganoniman lainnya, kontrak cerdas, dan perdagangan
online. Dunia bisnis virtual namun buram yang baru
muncul ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu bagi
pengguna sah, tetapi juga ideal bagi calon penjahat siber
serta aktor dan negara jahat.

Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama
kali melihat potensi penerapan jahat dari alat bantu digital
itu lebih dari 20 tahun lalu dalam perang saudara di
Angola, ketika agen-agen pengadaan National Union for
the Total Independence of Angola (UNITA) menggunakan
email untuk mendapatkan persenjataan dan mengatur
logistik untuk dikirimkan ke lokasi-lokasi kamp mereka.
Sejak itu, ancaman yang ditimbulkannya telah menjadi
semakin canggih dan parah. Misalnya, Iran dalam beberapa
tahun terakhir ini memperoleh perangkat lunak proyektil
yang dirahasiakan dan kekayaan intelektual lainnya
dengan meretas berbagai perusahaan pertahanan. Negara
Islam Irak dan Suriah menggunakan mata uang kripto
untuk mengumpulkan dana guna membeli persenjataan
dan mengoordinasikan serangan Paskah di Sri Lanka
pada April 2019. Sementara itu, Venezuela, yang masih
belum menghadapi sanksi P.B.B., telah mengumpulkan

pajak penerbangan dengan menggunakan aplikasi yang
mengonversi mata uang asing menjadi bitcoin.

Dunia siber terus menghasilkan cara-cara baru bagi
para aktor jahat untuk mengancam keamanan nasional,
regional, dan internasional. Pada faktanya, penggunaan
teknologi digital secara ilegal melampaui kemajuan
yang dicapai oleh pakar teknologi yang legal, yang pada
umumnya tidak memprioritaskan keamanan internasional
dalam model bisnis mereka. Aktor jahat menggunakan
kemahiran teknologinya untuk mengobarkan perang
asimetris guna merongrong langkah-langkah keamanan
konvensional. Garis depan perang ini membelah melintasi
komunikasi dan perdagangan global dan memungkinkan
pengelakan sanksi, dengan banyak unsur paling subversif
berasal dari Indo-Pasifik.

Pelanggar sanksi menggunakan mata uang kripto
untuk mengaburkan identitas online mereka dan untuk
mendukung logistik dan pembiayaan proliferasi. Ketika
penerapan teknologi ini telah berkembang pesat,
kerangka kerja peraturan dan ketentuan keamanan telah
jauh tertinggal. Para pelanggar sanksi yang memiliki
kemahiran digital memanfaatkan celah dan kesenjangan
hukum agar tidak dikenali ketika mereka memindahkan
sumber daya keuangan, mencuri kekayaan intelektual
untuk teknologi proliferasi, atau melakukan sejumlah
tindakan ilegal lainnya.

Besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh industri
mata uang kripto yang baru saja dikembangkan itu
berpotensi sangat besar, mengingat total nilai pasar untuk

Asal-Usul Mata Uang Kripto

Mata uang kripto muncul bersama
dengan buku putih tahun 2008 ketika
penulisnya, Satoshi Nakamoto (nama
samaran), menguraikan algoritme yang
sekarang ini digunakan untuk bitcoin.
Algoritme itu merupakan puncak awal
dari penelitian ilmuwan komputer di
bidang program uang digital. Penelitian
itu dimulai pada masa-masa awal
internet, sebagian besar didorong oleh
pendukung kebebasan yang berupaya
memaksimalkan kebebasan individu
dan mengurangi peran pemerintah,
termasuk dominasi pemerintah
terhadap mata uang berdaulat.

Selama 11 tahun terakhir,
keberhasilan dan kegagalan bitcoin
mendorong pengembang dan pemodal
baru untuk menciptakan banyak mata
uang kripto lainnya. Saat ini, ada

ribuan mata uang kripto yang berbeda.
Mata uang kripto mengelompokkan

berbagai transaksi menjadi beberapa

“blok” yang dicatat dalam urutan

kronografis sebagai sebuah rantai,

sehingga disebut sebagai “rantai

blok (blockchain).” Begitu blok-

blok ini dicatat, maka akan sulit

dan mahal untuk diubah. Setiap

transaksi dapat dilihat selamanya

oleh seluruh jaringan, membuat

teknologi ini berguna untuk membuat

data “tepercaya.” Jaringan blockchain

ini dan mata uangnya dapat bersifat

publik, seperti bitcoin, atau pribadi,

yang hanya dapat diakses oleh

grup tertentu. Setiap mata uang

kripto memiliki aturan mengenai

cara memperoleh koin baru, yang

disebut “penambangan,” yang sering

kali mengharuskan penggunaan
komputer khusus. Penambangan dapat
membutuhkan banyak daya komputasi
untuk memproses data secara terus-
menerus ketika banyak komputer
bersaing untuk menyelesaikan
masalah matematika sulit guna
memenangkan koin baru yang dirilis
secara berkala.

Mata uang kripto juga
menggunakan enkripsi, teknologi untuk
membuat informasi dan transaksi
hanya dapat diuraikan oleh orang-orang
yang memiliki kode sandi yang tepat.
Fitur ini membuat koin semakin sulit
untuk dipalsukan dan memberikan
anonimitas bagi penggunanya, yang
berarti identitas dunia nyata tidak
diperlukan untuk memperoleh atau
memperdagangkannya.
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Transaksi Mata Uang Kripto

TRANSAKSI KEUANGAN TRADISIONAL

Lembaga keuangan yang diregulasi menjamin integritas transaksi.

- Menjamin tanda tangan pengirim.
- Menjamin validitas penerima.

TRANSAKSI BLOCKCHAIN

Alih-alih bank, jaringan komputer memproses
transaksi/kesepakatan dan menambahkannya
ke buku besar bersama.

Seseorang Transaksi yang diminta
meminta disiarkan ke jaringan peer to
transaksi. peer (P2P) yang terdiri dari

banyak komputer yang dikenal
sebagai node.

Jaringan node P2P
memvalidasi transaksi dan
status pengguna dengan
menggunakan algoritme
yang diketahui.

Sumber: Blockgeeks, Louisa Durkin/Compliance & Capacity Skills International

Transaksi yang
terverifikasi
dapat melibatkan
mata uang Kkripto,
kontrak, catatan,
atau informasi
lainnya.

v
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Transaksi Setiap blok dihubungkan secara kriptografis data baru bagi ’ dan jaringannya
selesai. dengan blok sebelumnya (membuatnya buku besar. sepenuhnya
tidak mudah dimodifikasi). Ketika blok-blok L — — — 1 terdesentralisasi.

baru ditambahkan, blok-blok lama menjadi
lebih sulit untuk dimodifikasi (menciptakan

resistensi terhadap modifikasi).

semua koin mencapai nilai tertinggi sepanjang masa
yaitu 12,05 kuadriliun rupiah (818,1 miliar dolar A.S.)
pada tahun 2018 dan berfluktuasi antara 1,52 kuadriliun
rupiah (103 miliar dolar A.S.) dan 4,97 kuadriliun
rupiah (338 miliar dolar A.S.) pada tahun 2019,
demikian menurut situs web coinmarketcap.com.

Keuntungan bagi Aktor Ancaman

Korea Utara merupakan contoh ideal dari penggunaan
alat bantu digital untuk terlibat dalam kegiatan kriminal
terorganisir dan menghindari sanksi. Korea Utara telah
mengembangkan teknik digital untuk menghasilkan
pendapatan guna mendanai upaya proliferasi ilegalnya,
mendapatkan intelijen dan pengetahuan teknis, dan
merusak bisnis dan reputasi musuh-musuh asingnya.
Arsenalnya mencakup kemampuan untuk mengganggu
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pemantauan sanksi P.B.B. terhadap rezim itu.

Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa
ketika dia menggantikan ayahnya pada tahun 2011, Kim
Jong Un membanggakan bahwa “perang siber, bersama
dengan rudal dan persenjataan nuklir, merupakan
‘pedang serbaguna’ yang menjamin kemampuan militer
kami untuk menyerang tanpa henti,” demikian menurut
kesaksian kepala intelijen Korea Selatan. Pasukan siber
Kim Jong Un dipandang sebagai senjata terkuat dalam
“perang rahasianya,” dan anggotanya dianggap sebagai
bagian dari golongan elit Korea Utara, di antara salah
satu dari sedikit posisi bergaji tinggi di negara itu,
demikian ungkap seorang pembelot militer Korea Utara
kepada Reuters.

Proksi non-negara dan aktor negara Korea Utara
semakin memanfaatkan penggunaan teknologi



Sebuah bus wisata
bergerak melintasi
perbatasan di antara
Tiongkok dan Korea
Utara. Pelanggar sanksi,

seperti Korea Utara,
menggunakan mata
uang kripto untuk
mengaburkan identitas
online mereka dan untuk
mendukung logistik dan
pembiayaan proliferasi.
AGENCE FRANCE-PRESSE
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Warga Korea Utara menggunakan
komputer di Kompleks Sains-

Teknologi di Pyongyang, Korea Utara.
Rezim itu menggunakan sistem dua
tingkat. Sebagian besar warga harus
menggunakan intranet nasional yang
tertutup dari dunia luar. Golongan elit
dan anggota pasukan siber Kim Jong Un
menmiliki lebih sedikit pembatasan akses.
THE ASSOCIATED PRESS

anonimisasi baru seperti mata uang kripto, dark web,
enkripsi, dan serangan siber mutakhir. Para ahli P.B.B.
memperkirakan bahwa Korea Utara telah memperoleh
8,4 triliun rupiah (571 juta dolar A.S.) dari peretasan
dan pencurian mata uang kripto saja, dan total 29,47
triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) dari semua serangan
terkait siber.

Rezim Korea Utara telah mampu mengadaptasi
penggunaan mata uang kripto sebagai senjata dengan
mencuri dari layanan penukaran mata uang kripto;
menguangkan dana haram dengan menukarnya ke
dalam mata uang kripto; membuat virus global yang
mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran
dengan bitcoin untuk menerima kembali data
mereka; menjual dan membeli barang-barang dengan
menggunakan mata uang kripto; menambang mata uang
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kripto; meretas komputer orang lain untuk menambang
mata uang kripto; dan membuat mata uang kripto baru.

Serangan siber yang paling menguntungkan bagi
Korea Utara sejauh ini adalah meretas layanan penukaran
mata uang kripto dan perusahaan online untuk menukar
mata uang kripto yang berbeda dan mata uvang yang
didukung negara. Pelaku menargetkan dompet-dompet
digital yang digunakan oleh layanan penukaran untuk
menyimpan dana guna memfasilitasi transaksi bagi
klien mereka. Dompet ini merupakan target yang
menghasilkan imbalan tinggi karena berisi banyak dana
nasabah. Mencuri kata sandi yang mengontrol dompet
untuk mendistribusikan kembali dana nasabah ini
menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Korea Utara bertanggung jawab atas 75% dari
semua peretasan layanan penukaran mata uang kripto
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yang dilaporkan secara global, total sekitar 12,99 triliun
rupiah (882 juta dolar A.S.) dari akhir tahun 2016 hingga
musim gugur tahun 2018. Selain itu, layanan penukaran
mata uang kripto dapat menawarkan transfer yang
mengubah koin curian menjadi uang tunai dan dengan
mudah mengaburkan jejak kepemilikan koin curian lewat
menukarnya dari satu mata uang kripto ke mata uang
kripto lainnya. Meskipun banyak layanan penukaran
mata uang kripto mengikuti beberapa peraturan untuk
memeriksa identitas nasabah, ada banyak layanan
penukaran yang memungkinkan perdagangan tanpa
peraturan apa pun.

Meskipun saat ini belum menjadi metode yang
paling menguntungkan, menciptakan mata uang kripto
baru mungkin merupakan perkembangan yang paling
menarik dalam rangkaian trik Korea Utara. Mata uang
kripto baru sering kali diciptakan dengan menjual
terlebih dulu sebagian koinnya sebelum diluncurkan
secara resmi, dengan janji-janji muluk bahwa pembeli
akan mendapatkan keuntungan, sering kali menyiratkan
diperolehnya imbalan finansial. Korea Utara menciptakan
dua koin pada tahun 2018: MarineChain, mata uang
kripto baru yang merupakan skema penipuan dengan
mengklaim menjual kepemilikan kapal-kapal besar, dan
mata uang kripto baru lainnya yang dipasarkan secara
online dan dijual melalui penukaran dengan mata uang
kripto atau fiat lainnya. Namanya diubah berkali-kali
(dari Interstellar, Stellar, HOLD, dan HUZU) untuk
mengaburkan asal-usulnya.

Seiring berjalannya waktu, peretas Korea Utara
telah beralih ke serangan siber yang menghasilkan
pendapatan, siap untuk mengadopsi tren teknologi
terbaru, dan memanfaatkan standar peraturan yang
lemah di seputar teknologi yang baru muncul,
termasuk mata uang kripto.

Pangsa Dolar dan Yuan dalam Perdagangan Bitcoin

Yuan Tiongkok telah menjadi mata uang dominan untuk
membeli dan menjual bitcoin, mata uang kripto yang paling
banyak digunakan.

Kapasitas penambangan mata uang
kripto RRT yang sangat rakus dapat
diadaptasikan untuk menciptakan

mata uang pribadi baru yang akan
memungkinkan pengoperasian jaringan
keuangan tertutup, hanya dapat diakses
oleh aktor atau sekutu yang dipercaya
oleh Tiongkok.

Ambisi RRT

Perusahaan dan investor Tiongkok tidak perlu
dipertanyakan lagi merupakan pemimpin operasi siber

di dunia. Dengan memanfaatkan investasi awal dan
peraturan pemerintah yang menguntungkan untuk
memproduksi komputer khusus guna menambang mata
uang kripto, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekarang
mendominasi pembuatan koin siber baru. Antara 50% dan
74% penambangan mata uang kripto terjadi di Tiongkok,
demikian menurut situs web konferensi perdagangan dan
pembangunan P.B.B.

Dorongan tanpa henti RRT ke dalam pasar global
dengan skema investasi infrastruktur Satu Sabuk, Satu
Jalan (One Belt, One Road) menghadirkan konsekuensi
buruk bagi dunia siber, mengingat pemerintah komunis
Tiongkok tampaknya juga bertekad untuk mendominasi
teknologi dan industri digital yang paling berharga itu.
Kapasitas penambangan mata uang kripto RRT yang
sangat rakus dapat diadaptasikan untuk menciptakan
mata uang pribadi baru yang akan memungkinkan
pengoperasian jaringan keuangan tertutup, hanya dapat
diakses oleh aktor atau sekutu yang dipercaya oleh
Tiongkok. Jaringan yang dilindungi dari pemantauan
dunia luar semacam itu akan kebal terhadap kekuatan
sistem moneter berbasis dolar A.S., termasuk
kekuatan pembekuan aset dan sanksi A.S.

Pembalikan tren pada akhir tahun 2013 dari
dolar ke yuan sebagai mata uang dominan yang
membeli dan menjual bitcoin, mata uang kripto
yang paling banyak digunakan, mengungkapkan
bukti yang lebih meyakinkan bagi keinginan
RRT untuk mendominasi perniagaan siber.

# Dolar A.S. W Yuan Tiongkok Meskipun adanya volatilitas dalam nilai bitcoin,
100% pihak Tiongkok telah bertanggung jawab atas
2 AY. s hampir 95% perdagangan berbasis bitcoin
r W dalam beberapa tahun terakhir ini, demikian

75 yang dilaporkan organisasi berita internasional
Quartz pada tahun 2017.

50 Meskipun penambangan yang dilakukan
oleh pihak Tiongkok tampaknya melambat,
sinyal itu mungkin hanya mencerminkan tren

25 ) menuju koin pribadi baru. Pola ini konsisten

oA S dengan perubahan yang diamati sebelumnya,
0 e | misalnya, ketika investor Tiongkok mendukung
49 43 ‘14 15 16 platform dan teknologi internet mereka sendiri

Sumber: ATLAS, Bitcoinity
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seperti Alibaba, WeChat, dan lainnya.



Keuntungan bagi Aktor Sah keuangan. Pada tahun 2016, laporan kepala penasihat

Inovator menggembar-gemborkan implikasi ilmiah Inggris mendefinisikan blockchain sebagai puncak
menguntungkan dari teknologi mata uang kripto revolusi informasi dan telekomunikasi yang telah secara
seakan-akan memiliki dampak historis yang setara radikal mengurangi biaya dan mengganti “sistem hierarki
dengan kekuatan disruptif internet. Beragam aktor organisasi dan tata kelola” dengan jaringan online

seperti JPMorgan Chase, RRT, dan Facebook semuanya kolaboratif. Dalam hal ini, mata uang kripto bisa menjadi
menciptakan mata uang kripto mereka sendiri dengan katalisator terbesar dari revolusi teknologi kelima yang
keyakinan bahwa mereka dapat memproses transaksi sedang terjadi di bidang informasi dan telekomunikasi,
dengan lebih cepat dan lebih andal, sembari memangkas seperti yang dijelaskan oleh Carlota Perez, seorang

biaya transaksi secara drastis dan memperluas bisnis cendekiawan dalam buku yang diterbitkannya pada tahun
mereka untuk membangun pusat laba dan pasar baru. 2003, Technological Revolutions and Financial Capital: The
Para pemimpin dana lindung nilai menciptakan platform  Dynamics of Bubbles and Golden Ages (Revolusi Teknologi
perdagangan ekuitas dan utang yang keunggulan dan Modal Keuangan: Dinamika Gelembung dan Zaman
operasionalnya mendorong para profesional keuangan Keemasan). (Lihat bagan, halaman 27).

untuk bermigrasi menjauh dari bursa sekuritas
tradisional. Raksasa industri seperti IBM menerapkan alat  Mengatasi Ancaman Internasional

bantu berbasis blockchain untuk memberikan wawasan Untuk memahami implikasi keamanan atau

waktu-nyata ke dalam rantai pasokan barang, mulai ketidakamanan dari mata uang kripto, bandingkan dengan

dari kontainer pengapalan hingga bahan makanan atau protokol pengawasan dan lembaga regulasi keuangan

komoditas. Di berbagai negara yang mengalami inflasi saat ini. Uang tradisional muncul dalam dunia lembaga

tinggi, seperti Argentina, warga menggunakan mata keuangan terpusat yang memproses transaksi, mematuhi

uang kripto sebagai alternatif terhadap mata uang yang aturan nasional, dan dengan demikian menjamin

didukung pemerintah yang tidak dapat diandalkan. integritas, stabilitas, dan likuiditas sistem moneter.
Perkembangan mata uang kripto ini dapat memiliki Dalam paradigma mata uang kripto/blockchain,

dampak yang lebih besar daripada internet karena jaringan komputer, alih-alih lembaga terpusat,

mata uang kripto merevolusi pusat kendali ekonomi — membuat dan memproses transaksi. Meregulasi

Seorang pria berjalan melewati = @
papan pengumuman elektronik '

yang menunjukkan nilai tukar -

berbagai mata uang kripto, !

termasuk bitcoin, kiri atas, di
Seoul, Korea Selatan. reuters
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Peningkatan Kesiapsiagaan
untuk Melindungi Ventura
dan Transaksi Siber

Bagi perorangan, ventura blockchain, dan layanan
penukaran mata uang kripto:

- Pahami identitas mitra dagang, sifat transaksi,
dan sumber pendanaan mereka.

+ |kuti panduan keamanan siber profesional,
termasuk ventura dan layanan penukaran mata
uang kripto serta fasilitas cloud.

- Bagikan informasi kepada komunitas keamanan
siber ketika terjadi serangan.

Bagi perorangan, perusahaan, atau entitas yang
sudah berada di bawah sanksi P.B.B.:

- Blokir semua perdagangan barang, komponen,
atau teknologi yang diembargo.

- Blokir rekening keuangan dan dompet digital;
tandai laporan transaksi mencurigakan bila perlu.

Prajurit Sri Lanka menggeledah sebuah rumah di
Mattegoda setelah serangan bom pada Minggu Paskah
tahun 2019. Para penyelidik menyimpulkan bahwa Negara
Islam Irak dan Suriah menggunakan mata uang kripto
untuk mengumpulkan dana guna membeli persenjataan
dan mengoordinasikan serangan. Rreuters

IPD FORUM

jaringan itu merupakan hal yang menantang karena
teknologi blockchain dan enkripsi menjamin tingkat
anonimitas tinggi bagi penggunanya. Hanya alat bantu
investigasi forensik yang sangat intrusif yang dapat
menembus rangkaian pengodean kompleks blockchain
untuk mendeanonimisasi transaksi. Kerangka kerja
peraturan untuk mata uang kripto memerlukan
pendekatan yang berbeda dan bervariasi untuk
mengatasi risiko keamanan.

Ancaman keamanan dari penggunaan mata uang
kripto untuk tujuan jahat paling baik ditangani secara
holistis oleh respons P.B.B. terhadap ancaman siber
sebagai ancaman yang tingkatnya setara dengan ancaman
terhadap keamanan internasional. Sejak masa-masa
awal internet, beberapa ahli telah mengklasifikasikan
pemersenjataan teknologi digital ketika industri itu telah
berevolusi dan menemukan bagaimana ruang siber telah
menjadi bagian integral dari strategi entitas yang dikenai
sanksi untuk menghindari norma-norma internasional.
Wawasan semacam itu dapat membantu memandu
kebijakan P.B.B.

Kerangka kerja peraturan siber nasional telah
diadopsi oleh 138 negara, tetapi sebagian besar berfokus
pada pencegahan tindak pidana domestik dan tidak
terhubung dengan implikasi keamanan internasional
akibat pemersenjataan ruang siber. Dewan Keamanan
P.B.B. menangani ancaman siber dengan cara yang tidak
seragam dan tidak konsisten, meskipun memiliki laporan
dan bukti selama 20 tahun tentang bagaimana teknologi
digital telah mendorong timbulnya konflik dan memberi
manfaat bagi aktor yang dijatuhi sanksi.

Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action
"Task Force - FATF), misalnya, mengamendemen 40
rekomendasinya secara bertahap untuk mencegah
dan melindungi diri dari variasi digital antipencucian
uang, pembiayaan kontraterorisme, dan pembiayaan
nonproliferasi. Teknologi digital tertentu seharusnya
diklasifikasikan secara universal sebagai penggunaan
ganda, sebagaimana diuraikan dalam Pengaturan
Wiassenaar 1996, pengaturan multilateral global pertama
tentang kontrol ekspor untuk persenjataan konvensional
serta barang dan teknologi penggunaan ganda yang
bersifat sensitif.

Sudah ada beberapa langkah unilateral yang mengarah
pada dijatuhkannya sanksi siber. Contohnya, A.S.
baru-baru ini memberikan sanksi kepada tiga entitas
siber Korea Utara dan dua rekening mata uang kripto
yang dimiliki oleh warga Iran. Uni Eropa telah merilis
beberapa panduan, termasuk perangkat bantu diplomasi
siber. Namun langkah-langkah ini masih jauh dari
pendekatan komprehensif yang dibutuhkan. Beragam
kemampuan Korea Utara untuk melakukan serangan
siber yang monumental, tetapi hampir tidak dapat
dideteksi dan murah terhadap data atau aset keuangan
milik pemerintah, perusahaan, dan individu telah
mendorongnya untuk mengadopsi alat bantu perang
digital dan informasi yang ofensif.
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Sumber: Carlota Perez, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages (2003)
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Mark Zuckerberg, chairman dan CEO Facebook, memberikan
kesaksian pada Oktober 2019 di depan sidang kongres A.S.
tentang rencana perusahaan itu untuk meluncurkan mata
uang digital. reuters

Di tingkat internasional, sanksi P.B.B. yang ada
tidak mengategorikan penyalahgunaan infrastruktur
siber internasional sebagai tindakan yang dapat dikenai
sanksi. Para pemimpin industri dan pemerintahan yang
pasif masih menghadapi risiko serangan siber yang
menyebabkan hilangnya pendapatan, data penting,
dan kapasitas operasional; kegagalan kepatuhan dan
kehilangan reputasi karena memungkinkan pelanggaran

sanksi; dan tertinggal dalam upaya dan prakarsa untuk
mengatur teknologi yang memiliki potensi implikasi luas
bagi perekonomian dan keamanan nasional mereka.

Peraturan dan Teknologi yang Baru Muncul

Pelaku usaha teknologi yang mengeksploitasi potensi
disruptif dan transformatif dari teknologi digital yang
menghasilkan banyak keuntungan secara historis
mendapatkan insentif dari standar peraturan yang lunak.
Pengakuan atas dampak yang berpotensi merugikan
dari teknologi baru ini terhadap masalah politik, sosial,
dan keamanan mulai memobilisasi regulator Eropa dan
A.S. untuk mendisiplinkan dan melakukan intervensi
terhadap perusahaan teknologi yang melanggar standar
nasional dan internasional. Namun pendekatan regulasi
yang berfokus pada ancaman yang ada tidak cukup untuk
menangani ancaman yang baru muncul.

Selain ancaman dari mata uang kripto, komersialisasi
data telah menciptakan jalur untuk memanipulasi opini
publik, dan mungkin subversi proses demokrasi esensial
seperti pemilihan umum. Hukum internasional dan
nasional masih belum siap untuk melawan ancaman
semacam itu. Masa depan keamanan internasional dan
kedaulatan nasional akan bergantung, sebagian, pada
pembuatan praktik terbaik bagi ruang siber dan upaya
untuk menegakkan praktk tersebut. O

Ashley Taylor merupakan kolaborator senior di Compliance and Capacity Skills International.
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Penindasan informasi yang
dilakukan pemerintab Tiongkok
tentang wabab virus korona
mungkin telah meningkatkan
kerugian finansial dan korban
manusia di selurub dunia

ak lama setelah pukul 2 pagi pada 8 Februari
2020, pagi hari setelah kematian Dr. Li
Wenliang, tagar #wewantfreedomofspeech#
muncul di situs media sosial Weibo di
Tiongkok, demikian menurut berbagai
laporan media. Dokter mata di Wuhan
itu adalah salah satu orang pertama yang
memberi tahu dokter-dokter lain pada akhir Desember
2019 di ruang obrolan online tentang keseriusan
wabah virus korona yang saat itu masih misterius.
Dua hari kemudian, kepolisian Tiongkok menahannya
dan beberapa dokter lainnya, menegur mereka karena
“menyebarkan desas-desus,” demikian yang dilaporkan
NPR. Saat merawat pasien, Li kemudian terinfeksi
oleh virus korona dan meninggal akibat pneumonia
yang disebabkan oleh virus korona. Pada pukul 7 pagi,
pagi hari setelah kematiannya, tagar itu telah dilihat
lebih dari 2 juta kali dan dicantumkan dalam 5.500
postingan, demikian menurut surat kabar The New York
Times. Segera setelah itu, sensor pemerintah Tiongkok
menghapus tagar itu dan tagar lainnya tentang topik-
topik terkait, termasuk satu tagar yang menyerukan
kepada pemerintah Wuhan untuk meminta maaf kepada
Li karena berupaya membungkamnya.

“Dia adalah sosok biasa, tetapi sebuah simbol,” ungkap
Zhang Lifan, seorang sejarawan independen di Beijing
kepada surat kabar The
Washington Post. “Jika
bukan karena adanya
epidemi dan tidak ada
yang bisa meninggalkan
rumah mereka, besar
kemungkinan akan ada
demonstrasi sekarang.

Dr. Li Wenliang mengenakan
masker respirator di rumah
sakit Wuhan beberapa hari
sebelum meninggal pada 7
Februari 2020. reuters

Para pejabat benar-benar merasa khawatir.”

Melalui kematiannya, Li menjadi lambang
penindasan informasi yang dilakukan oleh Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) tentang kemunculan virus
korona yang kemudian diberi nama COVID-19. Para
ahli berpendapat bahwa pembungkaman yang dilakukan
RRT terhadap para dokter dan warga lainnya mungkin
telah berkontribusi pada penyebaran virus korona dan
meningkatnya kerugian ekonomi dan korban manusia
akibat berjangkitnya wabah itu.

“Tidak perlu diragukan lagi bahwa pemerintah
Wuhan meremehkan penyakit ini,” ungkap seorang
penasihat senior pemerintah pusat Tiongkok yang tidak
disebutkan namanya, kepada surat kabar Financial Times
pada pertengahan Februari 2020. “Walikota Wuhan
tidak memiliki keahlian dan kemauan untuk mengikuti
saran ahli kesehatan. Kekhawatirannya adalah bahwa
peningkatan pencegahan penyakit dapat merugikan
stabilitas sosial dan perekonomian setempat.” Dia
menambahkan: “Dalam suasana politik saat ini, yang lebih
menghargai kepatuhan daripada kompetensi, pejabat lokal
memiliki insentif untuk menghindari tanggung jawab.”

Seorang warga memberikan penghormatan kepada Dr. Li Wenliang
di rumah sakitnya di provinsi Huebei, Tiongkok tengah pada 7
Februari 2020. arp/GETTY IMAGES

Banyak pihak lain juga melihat permainan politik
Partai Komunis Tiongkok (PK'T) mengganggu
pelaksanaan praktik kesehatan yang baik selama krisis.
“Ada kecenderungan alami bagi para pejabat partai di
semua tingkatan untuk mengubur informasi negatif dan
menyensor pandangan yang berbeda terlepas dari siapa
yang bertanggung jawab di Beijing,” ujar Jude Blanchette,
seorang analis Tiongkok di Center for Security and
International Studies, sebuah kelompok cendekiawan
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yang berbasis di Washington, kepada Financial Times
pada Februari 2020. “Tetapi di bawah pemerintahan Xi
Jinping, kecenderungan untuk menindas informasi telah
menjadi endemik dan, dalam hal ini, berkontribusi pada
periode tidak adanya tindakan secara berkepanjangan
sehingga memungkinkan tersebarnya virus korona.”
Pihak berwenang di Wuhan hingga akhir Januari 2020
melaporkan jumlah kasus dan kematian yang lebih rendah
dari fakta di lapangan dan berulang kali mengatakan
kepada publik bahwa penularan dari manusia ke manusia
tidak mungkin terjadi, demikian yang diungkapkan oleh
berbagai pihak yang di antaranya adalah para dokter di
Whuhan kepada Financial Times. Pihak berwenang RRT
telah diberi tahu beberapa minggu sebelumnya bahwa
virus mematikan itu memang bisa menyebar di antara
manusia, demikian ungkap para dokter di Wuhan.

Organisasi Kesebatan Dunia
baru menyatakan wabab itu
sebagai darurat kesebatan
masyarakat yang menjadi
kekbhawatiran internasional
pada 30 Januari, lebih dari
sebulan setelab peringatan
yang diberikan oleb Li dan
ZLhao, besar kemungkinan
disebabkan olebh kurangnya
transparansi davi RR'T.

Dalam sebuah wawancara dengan Huxijie, sebuah situs
web medis, Zhao Jianping, seorang dokter spesialis paru
di Rumah Sakit Tongji di Wuhan, mengatakan bahwa
dia mendiagnosis pasien yang dicurigai terinfeksi virus
korona pada 27 Desember 2019.

“Kami tidak mengira penyakit itu akan menjadi
begitu parahnya,” ujar Zhao. “Tapi kami yakin penyakit
itu bisa menyebar dari manusia ke manusia.” Zhao
mengatakan bahwa dia segera melaporkan situasi itu ke
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Wuhan,
demikian yang dilaporkan Financial Times.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization - WHO) baru menyatakan wabah itu
sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi
kekhawatiran internasional pada 30 Januari 2020, lebih
dari sebulan setelah peringatan yang diberikan oleh
Li dan Zhao, besar kemungkinan disebabkan oleh
kurangnya transparansi dari RRT. Para ahli mengatakan
bahwa penundaan seperti itu menghambat persiapan
dan mobilisasi sumber daya yang lebih luas untuk
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memerangi wabah yang dimulai di Wuhan, Tiongkok,
pada awal Desember 2019, dan menyebar ke lebih dari
68 negara dan wilayah, menginfeksi lebih dari 88.365
orang per 1 Maret 2020.

Beberapa minggu sebelum tindakan WHO, banyak
ahli percaya bahwa wabah itu telah melebihi ambang
batas penetapan status darurat kesehatan masyarakat.
Mereka juga mempertanyakan apakah RRT mungkin
tidak hanya menyembunyikan informasi dari WHO
tetapi juga memengaruhi keputusan WHO untuk
menunda penetapan status itu, demikian menurut surat
kabar The Daily Mail. Surat kabar The Wall Street fournal
melaporkan bahwa pada saat WHO mengumumkan
keadaan darurat internasional, berdasarkan statistik
RRT, penyakit itu telah menginfeksi lebih dari 9.500
orang dan menewaskan 213 orang.

Yanzhong Huang, penelit senior bidang
kesehatan global di Council on Foreign
Relations, menyampaikan kepada
surat kabar The Daily Telegraph
pada pertengahan Januari 2020,
lebih dari seminggu sebelum
penetapan status WHO, bahwa
“kriteria untuk menyatakan
darurat kesehatan masyarakat
yang menjadi kekhawatiran
internasional telah dipenuhi.”
Akan tetapi, “tidak semua
keputusan WHO dibuat
berdasarkan perkembangan di
dunia biologis,” ungkapnya.
Hingga pertengahan April 2020,
pemerintah Tiongkok telah gagal
mengidentifikasi setidaknya secara
publik sumber virus Wuhan dan juga
menolak untuk menjawab pertanyaan utama
tentang deteksi pertama dan penyebaran awal. Kurangnya
transparansi PK'T" yang terjadi secara terus-menerus itu
telah memicu spekulasi bahwa virus korona dirilis dari
laboratorium biologis Tiongkok di Wuhan, baik secara
tidak sengaja atau karena prosedur keselamatan yang tidak
memadai di laboratorium itu. PKT telah berulang kali
menolak klaim tersebut, yang sedang diselidiki oleh badan
intelijen A.S., demikian menurut The Wall Street Fournal.

“Kita tahu bahwa virus ini berasal dari Wuhan,
Tiongkok. Kita tahu bahwa ada Institut Virologi
Wauhan yang hanya beberapa mil jauhnya dari lokasi
pasar basah. Masih banyak yang harus dipelajari,” ujar
Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo kepada Fox
News pada 15 April 2020, merujuk pasar hewan hidup
yang dinyatakan oleh beberapa pakar kesehatan sebagai
lokasi awal munculnya virus itu. “Kita benar-benar
membutuhkan keterbukaan dari pemerintah Tiongkok.”

Kerugian yang Membubung Tinggi
Meskipun demikian, mungkin sudah terlambat untuk
menghentikan penyebaran virus itu secara signifikan




pada pertengahan Januari 2020. Epidemi virus korona
sudah mulai mengganggu jaringan manufaktur dan
rantai pasokan Tiongkok, mengirimkan gelombang
kejut ke seluruh industri mulai dari maskapai
penerbangan dan pariwisata hingga produsen mobil,
obat-obatan, dan teknologi di seluruh dunia.

Perusahaan-perusahaan internasional, seperti Tesla
dan Apple, sudah menangguhkan operasi di Tiongkok
daratan pada saat itu, demikian menurut Bloomberg
News. Dampaknya juga dirasakan di luar Tiongkok.
Hyundai Korea Selatan, misalnya, menghentikan
produksi mobil karena masalah dengan pasokan suku
cadangnya dari Tiongkok.

Pada akhir Januari 2020, para analis sudah
memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat
epidemi itu di RRT saja dapat melebihi 884,17 triliun
rupiah (60 miliar dolar A.S.) dan mengakibatkan
pukulan paling telak pada produk domestik bruto (PDB)
RRT. “Pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun
2020 bisa mencapai sekitar 5%, dan kami tidak bisa
mengesampingkan kemungkinan jatuh di bawah 5%,”
ungkap Zhang Min, seorang pejabat Chinese Academy
of Social Sciences kepada Caixin, salah satu dari sedikit
saluran media Tiongkok yang tidak dikontrol dengan
ketat oleh pemerintah RRT. Ekonom lain khawatir
bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi jauh lebih
lambat, di bawah 4%, dan belum ada tanda-tanda bahwa
kondisi perekonomian akan segera pulih. Perekonomian
Tiongkok tumbuh sebesar 6% pada tahun 2019, yang
merupakan tingkat terendah sejak tahun 1992 ketika
data pertumbuhan ekonomi pertama kalinya ditabulasi.

Virus korona telah memicu inflasi di Tiongkok,
mendorong harga konsumen pada Januari 2020 naik
5,4% ke level tertinggi dalam lebih dari delapan tahun,
demikian yang dilaporkan surat kabar The Wall Street
FJournal pada awal Februari 2020. Selain itu, data terbaru
tersebut mungkin tidak menangkap dampak ekonomi
sebenarnya dari epidemi itu, demikian yang diungkapkan
Liu Xuezhi, seorang ekonom di Bank of Communications
Tiongkok, kepada The Wall Street Fournal.

Ketika dampak ekonomi yang merugikan itu
terus menyebar ke berbagai negara lain, para analis
menyesuaikan perkiraan mereka ke angka yang lebih
tinggi. Pada awal Februari 2020, beberapa analis
memprediksi dampak global sebesar 4,42 kuadriliun rupiah
(300 miliar dolar A.S.) hingga 5,89 kuadriliun rupiah (400
miliar dolar A.S.). Di antara mereka adalah Panos Kouvelis
yang mengajar di Olin Business School, Washington
University di St. Louis, Missouri. Dia mengatakan bahwa
wabah ini dapat mengganggu rantai pasokan selama 16
bulan sampai dua tahun “hingga Anda berhenti melihat
guncangan ini pada rantai pasokan global.”

Pada pertengahan Februari 2020, epidemi
COVID-19 yang berasal dari Tiongkok telah
menewaskan lebih dari 1.300 orang dan menginfeksi
hampir 60.000 orang di seluruh dunia, meskipun
sebagian besar terjadi di RRT, melampaui epidemi

Seorang perempuan yang mengenakan masker bergegas pergi
ketika para pekerja mendisinfeksi pasar tradisional di Seoul,
Korea Selatan, pada 26 Februari 2020. Korea Selatan melaporkan
lebih dari 3.700 kasus dan 21 kematian per 1 Maret 2020. reuters

sindrom pernapasan akut berat (severe acute respiratory
syndrome - SARS) pada tahun 2002-2003 yang
menewaskan 774 orang dan menginfeksi lebih dari 8.000
orang di seluruh dunia. SARS mengakibatkan kerugian
ekonomi dunia antara 441,6 triliun rupiah (30 miliar
dolar A.S.) dan 736,7 triliun rupiah (50 miliar dolar
A.S.), yang merupakan sebagian kecil dari PDB global
pada saat itu yang mencapai sekitar 515,7 kuadriliun
rupiah (35 triliun dolar A.S.), demikian yang dilaporkan
surat kabar The Guardian. Kouvelis mengatakan bahwa
dampak virus korona pada rantai pasokan global bisa
beberapa kali lebih besar daripada SARS.

“Meskipun virus itu tidak berubah menjadi pandemi,
sungguh tidak logis untuk berpikir bahwa virus itu
tidak akan berdampak pada apa yang terjadi di dunia,”
tulis Scott Minerd, kepala pejabat informasi global
di Guggenheim Investments, dalam sebuah catatan
penelitian pada pertengahan Februari 2020, demikian
menurut majalah U.S. News & World Report. “Dampak
dari semua ini pada laba perusahaan dan arus kas bebas
akan sangat dramatis.”

Pasar Saham Tumbang
Pasar saham dan harga komoditas di seluruh dunia
juga mulai anjlok seiring merebaknya wabah, sebagian
besar karena kekhawatiran terhadap krisis kesehatan itu.
BBC melaporkan bahwa pasar saham RRT turun 8%
pada awal Februari 2020, hari pertama setelah liburan
Tahun Baru Imlek. Pasar saham lain segera menyusul.
Pasar saham utama Asia lainnya, termasuk pasar saham
di Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan,
semuanya mengalami penurunan. Pasar saham Eropa
juga mengalami penurunan.

Meskipun pada awalnya stabil, pasar saham A.S.
tak Jama kemudian mengalami koreksi pasar akibat
berjangkitnya wabah virus korona. Pada 27 Februari
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Para pekerja mendisinfeksi kompleks perumahan di Bozhou,
provinsi Anhui, Tiongkok, pada 18 Februari 2020. reuters

2020, Dow Jones Industrial Average mencetak rekor
penurunan poin terbesar dalam satu hari. Pada akhir
Februari 2020, saham-saham A.S. mengalami penurunan
terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008 pada level
koreksi di kisaran 10%, dan para analis juga mulai
memperpanjang durasi prakiraan negatif mereka terhadap
perekonomian RRT dari kuartal pertama menjadi dua
kuartal pertama tahun 2020. “Perekonomian Tiongkok
saat ini mendatar,” ujar Stephen Roach, seorang peneliti
senior di Yale University, kepada acara Squawk Box di
CNBC pada akhir Februari 2020. “Dampak karantina
dan pembatasan perjalanan yang belum pernah terjadi
sebelumnya telah membuat perekonomian Tiongkok
sekarang ini mengalami kemacetan.”

Roach, yang tinggal di Tiongkok dari tahun 2007
hingga 2012 selama masa jabatannya sebagai ketua
Morgan Stanley Asia, mengatakan bahwa dia berharap
pemerintah Tiongkok akan terus bekerja untuk
membendung wabah virus korona meskipun adanya
dampak terhadap perekonomian jangka pendek.

Pada Maret 2020, virus korona terus menyebar ke
seluruh dunia pada tingkat yang mengerikan, akan tetapi,
menghantam Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat dengan
lebih dahsyat daripada Tiongkok dan menginfeksi 179
negara dan wilayah. Dow Industrials mencetak lebih
banyak rekor, mengalami pelemahan dan jatuh 10%
pada 21 Maret, persentase penurunan terburuknya dalam
satu hari sejak rontoknya pasar saham pada tahun 1987.
Kemudian setelah mencapai titik terendahnya pada 23
Maret di level 42% lebih rendah dari awal tahun, Dow
naik 21% selama periode tiga hari, persentase kenaikan
tiga hari terbesar bagi indeks itu sejak tahun 1931,
demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal.

Pada akhir Maret, lebih dari 870.000 orang di seluruh
dunia terinfeksi virus korona dan lebih dari 43.000 orang
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telah meninggal akibat penyakit itu. A.S. mencatat lebih
dari 189.000 kasus, Italia lebih dari 105.000 kasus, dan
Spanyol lebih dari 100.000 kasus dibandingkan dengan
lebih dari 82.000 kasus di Tiongkok hingga 31 Maret
2020. Jumlah kematian di Prancis, Italia, Spanyol,
dan A.S. juga telah melampaui jumlah kematian yang
dilaporkan di Tiongkok pada waktu itu. Sementara itu,
Dow mengalami kinerja kuartal pertama terburuknya,
kehilangan nilai lebih dari 22% dalam tiga bulan pertama
tahun 2020, demikian menurut CNBC. S&P 500
mencatat kuartal pertama terburuk sejak tahun 1938.
Jumlah kasus dan kematian COVID-19 terus
meningkat hingga April 2020. Volatilitas di A.S. dan pasar
lain juga berlanjut hingga April, ketika perekonomian
di seluruh dunia terus terpukul oleh pandemi dengan
cara yang tak terduga. Meskipun perusahaan investasi
Goldman Sachs memperkirakan pada akhir Maret bahwa
perekonomian A.S. akan mengalami penurunan yang
belum pernah terjadi sebelumnya pada kuartal kedua,
perusahaan itu mengatakan bahwa pemulihan akan
menjadi yang tercepat dalam sejarah, demikian yang
dilaporkan CNBC.

Total Kerugian Tidak Terbatas

Indeks dan prakiraan ekonomi yang mengkhawatirkan
itu menekankan pentingnya kebijakan kesehatan
masyarakat yang dapat diandalkan dan tata kelola
yang baik serta menunjukkan bagaimana kegagalan
dalam masing-masing faktor itu tidak hanya dapat
mengakibatkan kerugian terhadap kondisi keuangan
tetapi juga kerugian terhadap manusia.

Banyak ahli berpendapat bahwa RRT dapat
mengurangi kerugian ini dengan membagikan informasi
yang akurat secara terbuka dan cepat kepada warganya
dan dunia. Tidak seorang pun yang akan pernah mampu



mengukur berapa banyak nyawa dan berapa miliar.
bahkan triliun, aset dan pendapatan yang bisa dilindungi
oleh tindakan cepat RRT. Akan tetapi, para ahli sepakat
bahwa konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius akan
terjadi, terutama di Tiongkok. Para analis menyepakati
bahwa total kerugian akan tergantung pada kemampuan
berkelanjutan RRT untuk membatasi penyebaran virus
secara lebih lanjut, bagaimana Tiongkok mengelola
pelambatan yang muncul, dan apakah negara itu
bertanggung jawab atas kesalahan dalam langkah awal
yang diambilnya.

“Relaksasi karantina dan pembatasan perjalanan yang
prematur dapat menyebabkan kambuhnya penyakit yang
akan jauh lebih berbahaya daripada wabah saat ini,”
ungkap Roach kepada CNBC pada akhir Februari 2020.
“Pihak Tiongkok ingin menghindarinya dengan segala
cara. [tu penting bagi seluruh dunia ketika infeksi virus
terlihat jelas berada dalam proses penyebaran saat ini,”
ungkap Roach.

Virus korona memukul bursa saham utama
di Indo-Pasifik

Kinerja dari awal tahun hingga saat ini di sejumlah bursa saham di berbagai
negara yang warganya terkonfirmasi terinfeksi virus hingga 27 Februari 2020
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Banyak pemerintah, termasuk RR'T, meluncurkan
paket stimulus untuk membantu mengimbangi dampak
ekonomi akibat wabah tersebut. Akan tetapi, paket
stimulus itu kecil kemungkinannya untuk cukup ampuh
dalam memperbaiki efek dari langkah-langkah drastis
yang harus diterapkan guna menghentikan epidemi

yang tengah berkecamuk itu. “Langkah-langkah ini pada
dasarnya tidak sensitif terhadap tindakan kebijakan,”
ungkapnya. “Apa yang dapat dilakukan oleh kebijakan
fiskal dan moneter adalah berupaya menstabilkan pasar
— yang tentu saja penting — tetapi yang paling penting,
untuk menopang sisi positif pemulihan selanjutnya
begitu roda perekonomian seperti Tiongkok dan
negara-negara lain kembali berputar. Jadi, langkah-
langkah itu ditujukan untuk sisi lain dari dampak terkait
virus, bukan sisi negatifnya.”

Tidak ada langkah-langkah yang dapat mengganti
kerugian terhadap manusia akibat hilangnya nyawa dan
kebebasan. Tragedi sebenarnya adalah RRT memiliki
kekuatan untuk menghindari besarnya kerugian tersebut
tetapi menempatkan agenda PK'T di atas hak dan
kesehatan warga Tiongkok, sebuah langkah yang juga
membahayakan seluruh dunia.

Tidak ada langkab-langkab yang dapat
mengganti kerugian terhadap manusia
akibat hilangnya nyawa dan kebebasan.
Tragedi sebenarnya adalah RRT
memiliki kekuatan untuk menghindari
besarnya kerugian tersebut tetapi
menempatkan agenda PKT di atas bak
dan kesehatan warga.

“Banyak orang percaya bahwa jika pihak berwenang
mendengarkan peringatan Dr. Li Wenliang, virus itu
tidak akan menyebar seperti yang terjadi saat ini,” tulis
koresponden Keiichi Takamura pada pertengahan
Februari 2020 untuk NHK World online, sebuah
layanan berita internasional milik pemerintah Jepang.

Ketika Li meninggal, kritik online terhadap
PKT meledak di seluruh dunia. RRT berusaha
membungkam kritik semacam itu dengan mengirimkan
belasungkawa kepada keluarga Li dan meluncurkan
penyelidikan terhadap penanganan wabah yang
dilakukan oleh pihak berwenang di Wuhan. Meskipun
dimotivasi oleh mesin-mesin propaganda RRT,
langkah-langkah kecil itu tampaknya menunjukkan
beberapa gerakan ke arah mengindahkan kekhawatiran
warga, menghargai transparansi yang lebih besar, dan
tata kelola yang lebih baik.

Sebelum kematiannya, Li menekankan pentingnya
menyebarkan informasi penting mengenai wabah itu
kepada masyarakat, alih-alih pemulihan nama baiknya,
demikian menurut NPR. Dalam sebuah wawancara
dengan majalah online Caixin, Li mengatakan:
“Masyarakat yang sehat seharusnya tidak hanya
memiliki satu jenis suara.” O

IPD FORUM

33






Melawan

UPERASI PENGARUR IRRIRR'TT

Taiwan memimpin perjuangan panjang dalam
melawan paksaan Republik Rakyat Tiongkok

LETNAN JENDERAL VINCENT W.F. CHEN/BIRO KEAMANAN NASIONAL TAIWAN

aya diminta untuk berbicara tentang operasi

pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan dan mencoba

memasukkannya ke dalam konteks regional serta

lingkungan strategis global. Saya akan memulai

dengan menyampaikan apa yang kami pandang
sebagai sifat Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan saya
juga akan mencoba menyentuh beberapa aspek mengenai
apa yang terjadi di Hong Kong dalam hal operasi pengaruh
PKT terhadap seluruh gerakan penentangan RUU
ekstradisi di Hong Kong. Lalu saya akan berfokus pada
bagaimana kami — Taiwan — melihat semua peristiwa
yang tengah berkembang. Peristiwa itu berevolusi menjadi
ancaman mendesak berdasarkan pengalaman kami dalam
melawannya, dan apa yang paling kami yakini adalah bahwa
status unik Taiwan tidak boleh binasa.

Di era ketika PKT membahayakan tatanan dunia
yang didasarkan pada demokrasi liberal, hak asasi
manusia, ekonomi pasar, dan supremasi hukum, Taiwan
berada di garda terdepan dari tatanan dunia itu. Taiwan
berada dalam situasi yang serupa dengan Ukraina dan
negara-negara Baltik, di garis depan lingkup pengaruh
Rusia. Namun, Taiwan melakukan tindakan unik dalam
menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) PKT,
negara berpartai tunggal paling kuat dalam sejarah
yang boleh dikatakan bertekad untuk mengakhiri
keberadaan Taiwan. Konflik di antara demokrasi liberal
dan kediktatoran totaliter merupakan topik sentral dalam
diskusi tentang kekuatan tajam, perang kognitif, operasi
pengaruh, dan pengendalian pikiran PKT.

Sejarah Taiwan sejak tahun 1912, terutama sejak
tahun 1949, merupakan proses pencerahan demokratis.
Pemerintahan PK'T di Tiongkok didasarkan pada empat
prinsip utama Deng Xiaoping pada tahun 1979. Sekretaris
Jenderal Komite Sentral PK'T Xi Jinping mengatalisasi
hal itu secara lebih lanjut menjadi totaliterisme dengan
beberapa teknologi modern.

Situasi di Hong Kong merupakan contoh yang
menonjol dari keinginan Beijing untuk merongrong
kebebasan politik dan sipil, serta menempatkan hak asasi
manusia individu di bawah kewenangan menyeluruh
negara berpartai tunggal itu.

Dari perspektif perang kognitif, yang didefinisikan
sebagai kemampuan untuk mengadaptasi penggunaan
pengetahuan sebagai senjata perang, Taiwan memiliki
kerentanan yang unik karena Bahasa Mandarin
Tiongkok merupakan bahasa yang umum dipakai di
Tiongkok dan Taiwan.

Dengan sumber daya melimpah dalam kebijakan
terpusat yang bebas digunakan sekehendak hatinya,
Beijing dapat dengan mudah memonopoli atau
membanjiri persepsi pemirsa berbahasa Mandarin untuk
mencapai sasaran manipulasi kognisi subliminal RRT.

Kami percaya bahwa Leninisme digital Xi tersebar luas
di seluruh dunia. Xi memerintah Tiongkok dengan meniru
pemerintahan era kekaisaran, hanya memperkuatnya
dengan teknologi pengawasan canggih. Dr. Stein Ringen,
seorang sosiolog Norwegia dan ilmuwan politik, menyebut
kombinasi ini sebagai kediktatoran sempurna dari sebuah
negara berpartai tunggal.

Rezim Xi sekarang mengevaluasi 80 juta anggota
partai berdasarkan skor ujian ideologi Xi mereka. Sejak
September 2019, para jurnalis diharuskan lulus ujian
ideologi Xi di aplikasi kecil berwarna merah pada ponsel
cerdas mereka untuk mempertahankan pekerjaan mereka.
Sistem kredit sosial RRT yang akan diselesaikan pada
tahun 2020 adalah puncak dari perlakuan Orwellian
terhadap seluruh penduduk Tiongkok.

PKT, yang juga dipengaruhi oleh determinisme
ekonomi Marxis dan Leninis, bermaksud untuk menguasai
metode produksi global modern guna melanggengkan
kehidupan partai. Sejak diberlakukannya kebijakan pintu
terbuka Deng Xiaoping pada tahun 1980-an, PK'T telah
mengikuti jalur kapitalisme negara, mengumpulkan
kekayaan sembari mengabaikan aturan ekonomi pasar.
Untuk mencapai tujuan ini, Xi telah berupaya untuk
mewujudkan serangkaian fakta yang tidak dapat diubah
(fait accompli) melalui berbagai cara seperti kebijakan Satu
Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR), standar
2035 Tiongkok, dan strategi jangka panjang lainnya.

Xi juga mencoba mengonsolidasikan penguatan
pertahanan di Laut Cina Selatan. Dia secara bertahap
mencoba untuk menguasai ranah udara, siber, dan arktik
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serta mendorong adopsi internasional terhadap standar
teknologi pilihan Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya,
Tiongkok telah mengabaikan tatanan berbasis aturan
internasional dan memanfaatkan penolakan atas tindakan
perang yang dianut oleh dunia Barat sebagai alat bantu
resolusi konflik.

Untuk mempertahankan pekerjaan mereka, jurnalis Tiongkok
diharuskan lulus ujian mengenai pemahaman mereka terhadap
ideologi Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan menggunakan
aplikasi ponsel yang diterbitkan oleh pemerintah. Aplikasi itu juga
memonitor dan mengevaluasi anggota Partai Komunis Tiongkok.

REUTERS

Melalui investasinya dalam kelompok cendekiawan,
organisasi sosial, dan golongan elit negara-negara lain
dengan menggunakan Institut Konfusius, PK'T' memperluas
pengaruh asingnya untuk menumbuhkan opini publik
pro-Tiongkok di dunia. Strategi propaganda internasional
berskala besar diluncurkan pada tahun 2009. China Central
Television (CCTV) kini ditayangkan di setidaknya 170
negara dalam lima bahasa yang berbeda. Sementara itu,
perusahaan teknologi milik negara, termasuk Huawei,
ZTE, CE, IEC, dan High Vision, mengekspor peralatan
pengawasan ke Argentina, Myanmar, Kamboja, Maroko,
Filipina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, dan
negara-negara lainnya, dan Huawei memasang solusi kota
amannya di berbagai kota di lebih dari 100 negara.

Upaya propaganda PK'T berjalan dengan lebih efektif
di Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Afrika dan kurang
begitu efektif di Barat, setidaknya untuk saat ini. PK'T
juga telah meluncurkan perang kognitif selama perang
dagang dengan A.S. untuk memperoleh supremasi inti
ini, memanipulasi pemilih Amerika, dan membangkitkan
nasionalisme Tiongkok. Acara propaganda TV terbaru
pada September 2019 menyoroti kesabaran strategis
Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan ekonomi A.S.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan platform
multilateral kunci lainnya untuk upaya kampanye kognitif
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dan infrastruktur PK'T. PKT memasukkan tujuan
OBOR-nya ke dalam sasaran pembangunan berkelanjutan
di P.B.B. dan merilisnya di situs web P.B.B. Warga
negara Tiongkok Houlin Zhao dan Fang Liu terpilih
kembali untuk memimpin Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional (International Telecommunication Union

- I'TU) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
(International Civil Aviation Organization - ICAO). Pada
tahun 2019, PK'T berhasil meraih posisi pimpinan di
Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture
Organization - FAO) P.B.B. melalui perang hibrida.
Intelijen menunjukkan bahwa RRT membebaskan utang
senilai puluhan juta dolar kepada sebuah negara di Afrika
sebagai imbalan atas penarikan kandidatnya. Sebelum
pemungutan suara pada Juni 2019, PKT mengacaukan
komunikasi kandidat Prancis, yang membuat pemerintah
Prancis memasang perangkat enkripsi. Pada hari
pemungutan suara, PK'T berupaya menghindari risiko
dengan menyediakan transportasi bagi pemilih pro-
Tiongkok, dan kandidat Tiongkok memenangkan
pemilihan pada putaran pertama.

KAMPANYE HONG KONG

Sekarang, saya ingin beralih ke perang kognitit PK'T
terhadap demonstrasi di Hong Kong. Seluruh gerakan di
Hong Kong yang menolak RUU ekstradisi ke Tiongkok
adalah pertempuran epik dengan implikasi global

dan lintas selat. PK'T telah lama menawarkan prestise
nasional kepada taipan bisnis Hong Kong, termasuk
melalui penunjukan untuk menjadi anggota Kongres
Rakyat Nasional sebagai imbalan atas dukungan politik,
dan dengan mengambil alih media untuk ditempatkan
di bawah payung kekuasaan PK'T. PK'T memilih untuk
memotong iklan atau bahkan menggunakan kekerasan
yang terkait dengan geng bagi mereka yang menolak
untuk menyerah.

Kantor penghubung pusat PKT di Hong Kong
mengendalikan setengah dari perusahaan penerbitan
Hong Kong, dan melalui dukungan jaringan ini, PK'T]
pada tahap awal demonstrasi, menyalahkan keterlibatan
asing yang memanipulasi hubungan lintas selat dan ikatan
Taiwan-A.S. untuk memastikan bahwa transformasi damai
di Tiongkok tidak akan terjadi. Patut dicatat bahwa para
demonstran mengangkat spanduk besar yang menyerukan
kematian Xi pada 27 September 2019. PK'T memandang
peran Kongres A.S. dalam demonstrasi di Hong Kong
sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Unjuk rasa pro-demokrasi pada tahun 2019 di Hong
Kong juga mengungkap kelemahan perang kognitif PK'T.
Kegiatan pengunjuk rasa di Hong Kong sangat fleksibel
dan mengalir seperti air sampai-sampai beberapa pengamat
Tiongkok mencurigai militer A.S. mendukung para
demonstran di Hong Kong dengan kapasitas broadband
telekomunikasi. Intelijen menunjukkan bahwa demonstrasi
di Hong Kong tampaknya menerapkan perang tidak
konvensional yang menghasilkan dampak pada dimensi
keuangan, perdagangan, hukum, media, dan ideologi.



Media pro-Tiongkok seperti Oriental Daily News, sebuah
surat kabar berbahasa Mandarin di Hong Kong, mengakui
pada Agustus 2019 bahwa intelijen dan propaganda PKT di
Hong Kong benar-benar membeo. Kampanye pencemaran
nama baik dan pembeoan yang dilakukan oleh PK'T
tampaknya mendukung pengakuan ini.

OPERASI TERHADAP TAIWAN

Mari kita beralih ke operasi pengaruh PK'T terhadap
"Taiwan. Xi telah mengutarakan bahwa peremajaan
Tiongkok tidak dapat terjadi tanpa apa yang disebut sebagai
akuisisi kembali wilayah yang hilang. Dia menetapkan
tenggat waktu tahun 2049 untuk menyelesaikan “masalah”
sehubungan dengan aneksasi Taiwan. Operasi pengaruh
Tiongkok terhadap Taiwan merupakan bagian integral dari
Leninisme digital PK'T. Hal ini dapat dikonseptualisasikan
di bawah ideologi partai dan keamanan nasional. Pidato

Xi tentang perjuangan untuk mewujudkan peremajaan ini
di sekolah partai pusat pada September 2019 menegaskan
hal ini sebagai prioritas. Pernyataannya mengungkapkan
bahwa kelangsungan hidup partai merupakan faktor paling
penting dan keharusan utama. Keharusan ini merupakan
perbedaan mendasar di antara negara berpartai tunggal
PKT dan bagian dunia lainnya.

Saat ini, kebijakan PK'T mengenai masalah Taiwan
dipandu oleh pernyataan lima poin Xi pada Januari 2019,
yang menunjukkan pentingnya paksaan militer Tentara
Pembebasan Rakyat (PLA), isolasi eksternal Taiwan, infiltrasi
dan subversi, interaksi United Front Work Department
(UFWD), kegiatan siber, dan penyebaran disinformasi.
Semua kegiatan ini disertakan dalam kerangka kerja
propaganda RRT yang dimaksudkan untuk membentuk pola
pikir Taiwan. Taktik ini lebih disukai sejauh menganeksasi
"Taiwan tanpa adanya pertumpahan darah. Pada tahun 2018,
PKT meluncurkan kampanye pemerintah yang relatif baru
untuk mengeliminasi penggunaan nama Taiwan yang disebut
“namefare.” Kampanye itu berupaya untuk menghilangkan
semua jejak kedaulatan Taiwan, terutama di sektor swasta dan
dengan lembaga swadaya masyarakat.

Sehubungan dengan kekuatan militer, paksaan jangka
pendek militer PK'T terhadap Taiwan memiliki dimensi
kognitif langsung pada tahun 2019. Seperti dilansir
surat kabar Tiongkok di luar negeri World Fournal pada
Februari 2019, dua cendekiawan Tiongkok mengunjungi
California pada Januari 2019 untuk bertemu dengan
mantan pejabat intelijen A.S. guna menyampaikan rencana
unifikasi paksa Xi paling lambat pada tahun 2022. Mereka
mengungkapkan bahwa Xi akan bekerja sama dengan
Rusia, Iran, dan Korea Utara untuk melakukan koordinasi
skenario di Timur Tengah dan Asia Timur Laut guna
membatasi campur tangan pasukan A.S. ke dalam masalah
"Taiwan. Pada saat itu, rencana itu terdengar seperti
gertakan semu di tengah berlangsungnya perang dagang
Tiongkok-A.S. Ternyata pada tahun 2019, rencana Xi
itu tampaknya bukan sekadar pepesan kosong. Di Rusia,
pesawat pengebom Tu-95 mengitari Taiwan secara penuh
untuk pertama kalinya pada 20 Juni.

Angkatan udara PLA dan pesawat terbang Rusia
berpatroli bersama-sama di Laut Cina Timur pada 23
Juli 2019. Hingga Oktober 2019, Korea Utara telah
melakukan 11 uji coba rudal balistik yang diluncurkan dari
kapal selam dan rudal jarak pendek. Dan setelah serangan
terhadap kilang minyak Arab Saudi pada September 2019,

Para pelajar Hong Kong dan pendukung Taiwan mengangkat

poster yang bertuliskan “Taiwan Mendukung Hong Kong” dan
“Tolak Ekstradisi Tiongkok” di luar Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaga Legislatif Yuan) di Taipei pada Juni 2019. Unjuk rasa
anti-pemerintah yang menentang undang-undang ekstradisi di Hong
Kong juga dikumandangkan di Taiwan. THe AssocIATED PReSS

Iran mengumumkan latihan militer bersama dengan
Tiongkok dan Rusia di Samudra Hindia barat. Peran
PKT masih belum jelas, tetapi ada beberapa kesamaan
dengan rencana Xi.

PEMAKSAAN JANGKA PANJANG

PKT telah melakukan interaksi dan infiltrasi United
Front Work Department (UFWD) di Taiwan selama
beberapa dekade sehingga memiliki jangkauan yang cukup
luas dan dalam di pulau kami. PKT telah mengembangkan
jaringan pemerintah daerah yang lengkap di seberang
selat tempat 24 perwakilan bisnis, media, dan semi-resmi
di Taiwan membangun hubungan yang luas. Beberapa

dari mereka telah terlibat dalam kegiatan di luar misi

yang dinyatakan secara publik. Setidaknya ada 22
organisasi dan partai politik pro-Tiongkok, dan kami telah
mengidentifikasi bahwa beberapa dari mereka memiliki
koneksi dengan kejahatan terorganisir untuk memperluas
jaringan mereka ke entitas lokal, pengusaha Taiwan di
Tiongkok daratan, dan kantor berita Taiwan.

Di sisi lain, aktivitas siber PK'T" merupakan ancaman
mendesak bagi Taiwan. Pasukan siber itu berhasil meretas
data asuransi kesehatan Taiwan sekitar tahun 2010 untuk
mencuri informasi demografis penting tentang struktur
penduduk Taiwan.
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Pendukung Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bersorak saat dia
meluncurkan kampanye pilpres untuk masa jabatan keduanya di
Taipei pada 17 November 2019. THe ASSOCIATED PRESS

Dari tahun 2016 hingga Juli 2019, pasukan siber PK'T
melancarkan lebih dari 21.000 serangan terhadap Taiwan,
menargetkan lembaga pertahanan, urusan luar negeri,
layanan luar negeri, layanan medis, maritim, dan pemadam
kebakaran. Banyak serangan itu dilakukan melalui stasiun
relai. Hampir 300 stasiun relai di seluruh dunia digunakan
oleh peretas PK'T antara Januari dan Juli 2019.

PKT telah lama memupuk pengaruh pada media
"Taiwan, dan sejak tahun 2015, PKT telah berusaha untuk
melibatkan media Taiwan secara luas dalam K'T'T' media
lintas selat. Pada Mei 2019, K'T'T ini mengumpulkan
delegasi eksekutif dari 80 surat kabar komunis, stasiun TV
dan radio, situs web berita, dan industri penerbitan serta
kantor berita Taiwan, ruang lingkup yang dimaksudkan
untuk memonopoli persepsi pemirsa Taiwan.

Meskipun upaya Tiongkok untuk menggoyahkan opini
publik Taiwan mungkin berhasil dalam beberapa kasus,
upaya itu gagal merongrong kedaulatan dan identitas
nasional. Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh Dewan
Urusan Daratan Taiwan pada Mei 2019 menunjukkan
bahwa 86% responden menentang apa yang disebut
sebagai formula satu negara, dua sistem, dan 78,5%
mendukung alasan dibentuknya lembaga demokrasi
liberal oleh otoritas
"Taiwan. Jajak pendapat
lain yang dirilis oleh
National Chengchi
University menunjukkan
bahwa 40,3 % lebih suka
mempertahankan status

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen
memberikan pidato selama
pertemuan tahunan Kamar
Dagang dan Industri Amerika
di Taipei pada November
2019. Rreuters
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quo dan mendukung kemerdekaan, sementara hanya 3,7%
lebih memilih mempertahankan status quo dan unifikasi
ke depannya.

Campur tangan PK'T" dalam pemilihan umum
di Taiwan dimulai sejak tahun 1990-an. Krisis Selat
Taiwan pada tahun 1995-1996 dimaksudkan untuk
mengintimidasi para pemilih menjelang pemilihan
presiden secara langsung yang baru pertama kalinya
diselenggarakan. Pasukan siber PK'T meretas markas
besar kampanye partai-partai politik besar selama
pemilihan umum pada tahun 2008. Adapun untuk
pemilihan umum Taiwan pada tahun 2018 dan 2020,
PKT membentuk satuan tugas multi-departemen pada
akhir tahun 2017 untuk mengevaluasi pemilihan umum,
membiayai partai-partai pro-Tiongkok, dan mendukung
kelompok yang memiliki suami/istri dari Tiongkok
daratan. Satuan tugas itu juga mendanai pembawa acara
temu wicara regional dan penulis situs web.

Pada tahun 2018, diamanatkan oleh apa yang
disebut sebagai komisi keamanan nasional pusat PK'T|
pasukan pendukung strategis PLA ditugaskan untuk
mengoordinasikan kantor propaganda, siber, dan urusan
"Taiwan serta United Front Work Department (UFWD)
untuk melakukan perang kognitif guna membentuk opini
publik Taiwan. Beijing mengembangkan apa yang disebut
media mandiri, atau yang kita sebut sebagai media sosial,
untuk menyebarkan pesan video di You'Tube, memobilisasi
sejumlah besar poster internet, dan mengarahkan bot
untuk membanjiri ruang diskusi. Tiongkok juga bekerja
sama dengan perusahaan teknologi informasinya sendiri
untuk mengarakterisasi masalah yang diinginkan,
mengevaluasi manipulasi, dan memodifikasi strategi.
Beijing juga menggunakan selebriti internet dan media
pro-Tiongkok di Taiwan untuk mengumandangkan pesan
PKT di Facebook, Twitter, Live, dan media sosial lainnya.
Kegiatan-kegiatan ini merupakan model atau tren baru
perang kognitif PK'T terhadap Taiwan, yang menantang
kapasitas respons Taiwan.

PRAKARSA PENANGKALAN DI DALAM NEGERI
Mari kita beralih ke upaya luar negeri Taiwan. Untuk
memikul tanggung jawab atas nasib Taiwan, Presiden
"Isai Ing-wen pada Maret 2019 mengusulkan panduan
untuk melawan propaganda versi PK'T, “satu negara, dua
sistem” dalam berbagai dimensi. Dalam ranah hukum,
pemerintahannya telah secara komprehensif meninjau 11
undang-undang dan sekitar 134 peraturan yang mengatur
interaksi lintas selat dan menetapkan serta membuat
amendemen yang diperlukan, seperti memperluas ruang
lingkup dan definisi dalam hukum pidana mengenai
pengkhianatan, termasuk perlindungan informasi
teknologi sensitif dalam pekerjaan intelijen nasional dan
meningkatkan hukuman untuk pelanggaran terhadap
hukum itu.

Sehubungan dengan infiltrasi dan campur tangan
PKT dan negara lain dalam pemilihan umum di Taiwan,
Biro Keamanan Nasional (National Security Bureau



- NSB) Taiwan telah membentuk satuan tugas yang
mengintegrasikan organisasi intelijen untuk memantau
transaksi keuangan bawah tanah di seluruh Selat Taiwan,
termasuk perjudian lokal, penyelundupan persenjataan
dan narkoba, kekerasan yang terkait dengan geng, dan
aktivitas tidak lazim yang dilakukan oleh pengunjung
asing tertentu. Pihak berwenang Taiwan juga telah
membentuk segi tiga tangguh untuk keamanan siber
dengan mengintegrasikan eksekutif Dewan Keamanan
Nasional, Komisi Komunikasi Nasional, dan NSB yang
bertanggung jawab atas peringatan dini dan bekerja sama
dengan Kementerian Pertahanan Nasional, kepolisian,
biro investigasi serta mitra internasional untuk deteksi
stasiun relai.

Dari segi tindakan penanggulangan informasi,
beberapa surat kabar sekarang memiliki bagian
pemberantas rumor. Aparat keamanan mengidentifikasi
informasi ini dan meneruskannya ke pihak berwenang
yang tepat untuk menanganinya. Untuk meningkatkan
kesadaran publik, pihak berwenang kami telah bekerja
sama dengan sektor swasta untuk memperkenalkan
program media internet tentang disinformasi dan
berita palsu.

DUKUNGAN BERPANDANGAN SERUPA
Meskipun demikian, Taiwan masih memiliki banyak
hal yang harus dilakukan. Kami menghargai dukungan
dari teman-teman yang berpandangan serupa di seluruh
dunia, khususnya A.S. A.S. memberlakukan Undang-
Undang Perjalanan Taiwan (Taiwan Travel Act) pada
tahun 2018, Undang-Undang Jaminan Taiwan (Taiwan
Assurance Act) tahun 2019, dan Undang-Undang
"Taipei (Taipei Act) pada tahun 2020. Dalam laporan
strategi Indo-Pasifik pertama yang diterbitkan oleh
Departemen Pertahanan A.S. pada Juli 2019, Taiwan
dikarakterisasikan sebagai mitra yang sangat penting
bagi A.S. Kerangka kerja pelatihan dan kerja sama global
yang dikelola oleh A.S. dan Taiwan telah membuat
kemajuan yang mengesankan, belakangan ini menarik
perhatian Jepang, Swedia, dan negara-negara lain
untuk turut berpartisipasi. Selain itu, Taiwan diundang
untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin A.S.
untuk melawan ISIS. Gedung Putih menentang upaya
Beijing yang meluncurkan kampanye “namefare” untuk
memaksa komunitas internasional menerima Prinsip
Satu Tiongkok.

Kami menghargai, khususnya, posisi pemerintah
A.S. mengenai pertahanan nasional Taiwan, yang
dimanifestasikan oleh penjualan tank tempur M1A2
Abrams dan pesawat jet tempur F-16V baru-baru ini.

Pihak berwenang A.S. membagikan informasi kepada
Taiwan tentang negara-negara teknologi yang dulunya
turut campur tangan dalam pemilu sela A.S. pada tahun
2018. Kemudian pada Oktober 2019, para ahli Inggris
diundang ke Taiwan untuk memberikan lokakarya guna
membagikan pendekatan seimbang Inggris terhadap
disinformasi.

Ke depannya, dan mengingat ancaman Leninisme
digital PKT yang semakin meningkat dan menjulangnya
urgensi untuk unifikasi penuh, semakin sulit bagi Taiwan
untuk bertahan hidup sendirian. Dari perspektif kognitif
bersama dengan dukungan A.S., patut dipertimbangkan
agar Taiwan dan negara-negara berpandangan serupa
membentuk aliansi keamanan siber interregional guna
memerangi informasi semacam ini sehingga kami dapat
membagikan informasi ini dan informasi peringatan dini
lainnya yang relevan.

"Tujuan aliansi ini adalah untuk melindungi kebebasan
berbicara dan mengeksplorasi regulasi aktivitas internet.
Sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik, A.S. dan Taiwan
dapat mempertimbangkan untuk menandatangani nota
kesepahaman bersama dalam memerangi disinformasi,
karena Taiwan adalah zona tempur waktu nyata.

Tujuan aliansi ini adalab untuk
melindungi kebebasan berbicara
dan mengeksplovasi regulasi
aktivitas internet.

Aktivitas PK'T" dan pengalaman pertahanan Taiwan
dapat berfungsi sebagai referensi berharga bagi
dunia bebas. Selain itu, kami juga dapat memperluas
interoperabilitas kognitif di antara kami. Melalui
perjanjian perdagangan bebas bilateral A.S.-Taiwan,
beberapa contohnya adalah lebih banyak kerja sama di
antara televisi publik Taiwan dan HBO atau lebih banyak
kemunculan Taiwan di CNN Heroes.

Pada Maret 2019, Presiden Tsai Ing-wen
mengumumbkan tugasnya untuk menghadapi ancaman
keamanan nasional era baru dan untuk melestarikan
pilihan bagi generasi masa depan di Taiwan. Dia kemudian
menegaskan bahwa kunci untuk pembangunan hubungan
lintas selat yang damai adalah demokratisasi Tiongkok.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keunikan Taiwan
merupakan inspirasi bagi demokratisasi Tiongkok dan
elemen kunci dalam menanggapi operasi pengaruh PK'T
terhadap Taiwan. Sungguh menenteramkan hati bahwa
selama masa jabatannya Asisten Menteri Pertahanan
A.S. Randy Schriver, yang meninggalkan Pentagon pada
Desember 2019, menegaskan bahwa A.S. akan terus
membantu Taiwan mempertahankan status uniknya. O

Letnan Jenderal Vincent W.F. Chen adalah deputi direktur jenderal, Biro Keamanan Nasional
Taiwan. Artikel ini disarikan dari presentasinya pada 15 Oktober 2019, “The Unique Status
Shall Not Perish: CCP’s Influence Operations Against Taiwan (Status Unik Tidak Akan Lenyap:
Pengaruh Operasi PKT Terhadap Taiwan),” pada Konferensi Pertahanan dan Keamanan
Tiongkok Tahunan Kesembilan Jamestown Foundation di Carnegie Endowment for International
Peace di Washington, D.C. Presentasi itu telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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onsep kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan

"Terbuka mendapatkan dukungan global.

Semakin banyak negara mendukung gagasan

bahwa kawasan yang makmur, damai, dan stabil
sejalan dengan strategi nasional mereka sendiri. Berbagai
kemitraan dan program bermunculan di Indo-Pasifik
dengan negara-negara seperti Kanada, Prancis, dan Inggris,
semuanya bertujuan untuk memastikan kawasan ini
berkembang secara ekonomi dan politik. “Untuk pertama
kalinya, ada apresiasi tulus bahwa pusat gravitasi telah
bergeser dari Atlantik ke Indo-Pasifik,” ungkap Kasi Rao,
presiden dan CEO Canada India Business Council, kepada
Forbes.com pada Oktober 2019. “Oleh karena itu, kita
harus benar-benar memahami Asia.”

Kawasan itu selama beberapa waktu telah menarik
perhatian dunia karena kepentingan strategisnya. Sekitar
sepertiga dari perdagangan maritim global melintasi Laut
Cina Selatan semata, demikian menurut Departemen
Luar Negeri A.S. Ditambah lagi, sembilan pelabuhan
tersibuk di dunia berada di kawasan itu. “Kisah Indo-
Pasifik dalam beberapa dekade terakhir ini adalah kisah
tentang apa yang mungkin terjadi ketika masyarakat
memegang tanggung jawab penuh atas masa depan
mereka,” ungkap Presiden A.S. Donald Trump pada
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November 2017 di K'T'T Kepala Kantor Eksekutif Kerja
Sama Ekonomi Asia-Pasifik. “Kawasan ini telah muncul
sebagai konstelasi negara-negara yang indah, masing-
masing bintang memancarkan kilaunya sendiri, tidak
menjadi satelit dari bintang mana pun.”

Tidak heran jika begitu banyak negara terus menaruh
perhatian pada apa yang terjadi di Indo-Pasifik. Berikut
ini adalah sinopsis bagaimana Kanada, Prancis, dan
Inggris telah menginvestasikan waktu dan uang untuk
menunjukkan komitmen mereka terhadap kawasan ini
dan perdamaian serta kemakmuran berkelanjutannya.

KANADA
Peristiwa ekonomi dan politik yang berkembang di
Indo-Pasifik sangat penting bagi strategi regional Kanada
sehubungan dengan kemakmuran, pembangunan, inklusi,
keberlanjutan, perdamaian, dan keamanan. Sejak tahun
2006, Kanada telah menambahkan 10 kantor diplomatik
baru di Tiongkok dan India, menyediakan sumber daya
baru bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) dan, pada Maret 2013, menunjuk duta besar
residen pertama Kanada untuk Myanmar.

Kanada terus memperkuat fokusnya di Indo-
Pasifik dengan rencana untuk menggandakan ekspor



HMCS Ottawa melakukan manuver kapal dengan JS Chokai dan
JS Shimakaze selama KAEDEX, latihan bilateral dengan Pasukan
Bela Diri Maritim Jepang, yang dilakukan sebagai bagian dari
Operasi PROJECTION pada Oktober 2019. ANGKATAN BERSENJATA KANADA

luar negerinya paling lambat pada tahun 2025. Dalam
konteks ini, A.S. menyumbang sekitar 76% dari kegiatan
perdagangan Kanada pada tahun 2000 sedangkan Indo-
Pasifik hanya menyumbang 10%, demikian menurut
Forbes.com. Forbes.com melaporkan bahwa pada tahun
2018, angka bagi A.S. menyusut menjadi 63 %, sedangkan
angka bagi Indo-Pasifik tumbuh menjadi 17%.

Kanada adalah bagian dari Perjanjian Komprehensif
dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, perjanjian
perdagangan bebas di antara Kanada dan 10 negara lain
yang beroperasi di Indo-Pasifik, termasuk Australia,
Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia
Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Begitu diterapkan
dengan sepenuhnya, 11 negara itu akan membentuk
blok perdagangan yang mewakili 495 juta konsumen dan
13,5% produk domestik bruto global, memberi Kanada
peningkatan akses ke pasar-pasar utama di Indo-Pasifik dan
Amerika Latin.

Sebagai salah satu mitra terlama ASEAN, Kanada
telah melakukan upaya penting baru-baru ini untuk
meningkatkan keterlibatannya dengan Asia Tenggara.

Kanada tetap menjadi mitra utama dalam upaya
kontraterorisme dan bantuan bencana. Dengan Vietnam
menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2020, Kanada
benar-benar tertarik untuk menjalin hubungan bilateral
dengan negara itu. Kapal-kapal Kanada semakin sering
mengunjungi Vietnam, dan perjanjian formal baru-baru
ini dibuat untuk partisipasi Vietnam dalam pelatihan
militer Kanada.

Pada Mei 2019, Menteri Pertahanan Vietnam Ngo
Xuan Lich menjadi menteri pertahanan aktif pertama
yang mengunjungi Kanada sejak hubungan bilateral
dijalin pada tahun 1973. Selain pembicaraan tentang
pelatihan personel dan berbagi keahlian dalam berbagai
bidang seperti operasi pemeliharaan perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua negara membahas
kepentingan regional dan global bersama, termasuk Laut
Cina Selatan dan ASEAN. Mereka juga membahas cara
untuk memajukan hubungan pertahanan kedua negara.
Pilihannya mencakup keamanan siber, bantuan bencana,
dan penyelamatan dan keamanan maritim, termasuk
perluasan perjanjian penegakan hukum di antara kedua
pasukan penjaga pantai dan menyambut kapal angkatan
laut Kanada yang melakukan kunjungan dan latihan,
demikian menurut majalah online The Diplomat.

Di Asia Timur Laut, Jepang juga meminta lebih banyak
keterlibatan Kanada di kawasan itu. Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe melakukan berbagai upaya, salah satu
di antaranya adalah menjalin kerja sama pertahanan yang
lebih erat dengan Kanada selama pertemuan dengan
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada April 2019.
Abe menginginkan peningkatan pertukaran personel
dan informasi di antara kedua militer, dan dia juga
ingin bekerja sama dengan Kanada dalam pemeliharaan
perdamaian internasional, sebuah bidang yang menjadi
keunggulan bagi kedua negara.

“Kita memiliki banyak sistem nilai yang sama ...
dalam hal hak asasi manusia, dukungan untuk demokrasi,
hubungan ekonomi yang baik,” ujar Dave Perry, pakar
pertahanan di Canadian Institute of Global Affairs, kepada
Canadian Broadcasting Corp. “Tapi saya kira kita juga
berada di sisi yang sama dalam beberapa isu strategis
di kawasan ini, ketika kita ingin mempromosikan akses
terbuka, perdagangan bebas, dan kebebasan bergerak ...
sesuatu yang telah ada selama beberapa dekade terakhir ini
yang ditegakkan oleh Angkatan Laut A.S. di Pasifik, yang
telah menguntungkan kedua negara kita.”

Menurut pernyataan pemerintah Kanada, “Kanada
berkomitmen untuk mempromosikan pendekatan
progresif terhadap perdagangan yang mendorong pasar
terbuka, menciptakan lapangan kerja, membantu bisnis
menjadi lebih kompetitif, dan mendorong pertumbuhan
di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Untuk mencapai tujuan
ini, Kanada berupaya untuk memastikan bahwa diskusi
perdagangan terinspirasi oleh, dan menanggapi, berbagai
isu seperti hak-hak pekerja, lingkungan, kesetaraan gender,
dan memperkuat hak berkelanjutan pemerintah untuk
meregulasi demi kepentingan publik.”
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PRANCIS

Prancis memiliki kehadiran militer yang signifikan di
kawasan Indo-Pasifik, dengan 4.100 personel ditempatkan
secara permanen di Samudra Hindia dan 2.900 personel
lainnya ditempatkan secara permanen di Samudra Pasifik.
Kehadiran pasukan ini terutama untuk memastikan
perlindungan wilayah Prancis dan mengawasi zona
ekonomi eksklusifnya. Mereka juga berpartisipasi dalam
upaya bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana
(humanitarian assistance and disaster relief - HADR) dan
memerangi perdagangan narkoba dan manusia. “Dengan
wilayah dan populasi di Samudra Hindia dan Pasifik,
Prancis merupakan negara di kawasan Indo-Pasifik dan
memiliki keunikan di bagian dunia ini, dari garis pantai
Afrika hingga pesisir Amerika,” tulis Florence Parly,
menteri Angkatan Bersenjata Prancis, dalam kata pengantar
laporan berjudul “Prancis dan Keamanan di Indo-Pasifik”
yang diterbitkan pada tahun 2019. “Prancis secara
permanen mempertahankan kedaulatan dan kehadiran
pasukan di kawasan itu untuk melindungi kepentingannya
dan untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan itu bersama
mitra-mitranya, terutama India, Australia, Amerika Serikat,
Jepang, serta Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Indonesia,
dan Vietnam.”

Sehubungan dengan HADR, Prancis menawarkan
dukungannya secara reguler dengan memobilisasi aset
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udaranya.
Di Pasifik Selatan, Prancis bekerja bersama-sama dengan
Australia dan Selandia Baru sesuai dengan Perjanjian
FRANZ di antara tiga negara untuk mengoordinasikan
tindakan bantuan bencana kepada negara-negara yang
membutuhkan. Penasihat keamanan warga sipil Prancis
juga berbasis di Singapura untuk mengoordinasikan kerja
sama manajemen krisis dan perlindungan warga sipil di
Asia Tenggara.

Prancis adalah ekonomi terbesar keenam di dunia,
dan pihaknya membanggakan sumber daya militer
komprehensif dan independen sebagaimana diilustrasikan
oleh desain dan manufaktur kemampuan penangkalan
nuklir otonomnya, satelit, pesawat tempur, kapal selam,
kapal, tank, dan kendaraan tempur lainnya.

Prancis memiliki kepentingan yang tertanam kuat dengan
adanya 1,6 juta warga negara Prancis, beberapa wilayah

kepulauan di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan, dan

zona ekonomi eksklusif yang luas di kawasan ini. “Prancis
tidak akan ke mana-mana, karena kami merupakan bagian
dari kawasan ini,” ungkap Parly saat memberikan pidato di
Shangri-La Dialogue pada Juni 2019. “Pasukan kami akan
siap menghadapi segala jenis ancaman, baik dari terorisme,
kejahatan terorganisir, dan segala upaya untuk merongrong
kedaulatan Prancis. Beberapa dari ancaman ini sangat mudah
ditangani, beberapa penuh tipu muslihat. Apa pun yang
terjadi, kami akan menghadapinya. Kami akan mengatur
kehadiran kami, pasukan yang kami posisikan sebelumnya,
pengerahan sementara kami, untuk memastikan pertahanan
yang tangguh bagi kepentingan kami.”

Prancis memiliki lima komando militer dan tiga
pangkalan berdaulat di kawasan ini. Pada tahun 2018,
pasukan Prancis menyita 15 ton narkoba di Samudra
Hindia — “cukup untuk membius semua ikan hiu
di kawasan ini hingga lupa diri,” ungkap Parly. Parly
mengatakan bahwa Prancis mendukung pembangunan
arsitektur keamanan regional dan telah mengambil
langkah-langkah untuk bekerja lebih erat dengan ASEAN.

Dia juga berbicara tentang komitmen Prancis terhadap
Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, dengan mengatakan
bahwa akses terbuka ke jalur komunikasi maritim di
kawasan ini merupakan kunci bagi kemakmuran Eropa
dan pelestarian arteri perdagangan yang tetap vital bagi
dunia. “Ini adalah pertanyaan tentang prinsip. Ketika aturan
tidak lagi menjadi batasan ambisi, apa saja pengamanan
yang bisa disediakan bagi negara-negara kecil di kawasan
itu? Apa arti dari kesetaraan kedaulatan, yang menjadi
prinsip utama P.B.B.?” ungkap Parly selama pidatonya di
Shangri-La Dialogue. “Bagi kami, kami akan membahas
masalah ini dengan cara kami sendiri yang mantap dan
nonkonfrontasional tetapi pantang mundur. Kami akan terus
berlayar lebih dari dua kali setahun di Laut Cina Selatan.
Akan ada keberatan, akan ada manuver yang meragukan
di laut. Tetapi kami tidak akan terintimidasi untuk
menerima fait accompli, karena hal itu dikutuk oleh hukum
internasional, bagaimana kami bisa membiarkannya?”

INGGRIS
Seperti apa perubahan arah kebijakan Inggris dalam
kaitannya dengan Indo-Pasifik begitu Inggris meninggalkan

Pasukan ekspedisi dari Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat berpose pada Agustus 2019 untuk foto bersama
selama Latihan Hydracrab, latihan kuadrilateral yang dilakukan oleh pasukan dari keempat negara. sersaN DUA KELSEY L. ADAMS/ANGKATAN LAUT A.S.
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Marsekal Pertama Angkatan Udara Australia Ken Quinn, kanan tengah, berbicara dengan perwira Angkatan Bersenjata

Prancis Kapten Dominique Weschler, kiri, Kapten Thierry Paolucui, dan Letnan Kolonel Penerbang Angkatan Udara Australia
Jim Xinos di Fort Teremba, Kaledonia Baru, selama Latihan Croix du Sud 2014. DEPARTEMEN PERTAHANAN, PERSEMAKMURAN AUSTRALIA

Uni Eropa masih belum jelas, tetapi para analis
memperkirakan bahwa penyelarasan ulang kepentingan
kebijakan luar negeri akan segera dilakukan. Sementara
itu, Inggris mempertahankan hubungan yang kuat dengan
Australia dan Jepang, dua sekutu keamanan Indo-Pasifik
terdekatnya, dan berupaya meningkatkan profilnya di
antara negara-negara Asia Tenggara.

“Sifat dasar dari profil masa depan Inggris sebagai aktor
terkemuka internasional kemungkinan akan didefinisikan
di Asia-Pasifik sebagai hasil dari pilihan negara itu tentang
cara melibatkan lanskap keamanannya yang kompleks,”
tulis Alessio Patalano, seorang spesialis keamanan Asia
Timur di King’s College London, dalam laporan pada
tahun 2019, demikian menurut Asiz Times, surat kabar
berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong. “Ketika
kawasan itu tampak semakin menonjol dalam urusan
internasional, Inggris menghadapi pilihan yang sulit.
Inggris harus memutuskan apakah pihaknya berniat untuk
membentuk lanskap keamanan regional secara aktif, atau
hanya berkontribusi dalam mengelola transformasinya.”

Pemerintah Inggris telah menunjukkan bahwa
pihaknya berencana untuk mengambil peran aktif dalam
hubungan masa depannya di Indo-Pasifik. “Kawasan
Pasifik menjadi semakin penting bagi Inggris, dengan
berkembangnya hubungan perdagangan dan masalah
keamanan regional yang memiliki implikasi global,”
demikian menurut laporan Kementerian Pertahanan
Inggris pada Desember 2018, “Memobilisasikan,
Memodernisasikan, dan Mentransformasikan Pertahanan.
Kami akan meningkatkan kehadiran kami di kawasan
itu, melalui hubungan bilateral kami dan kelompok
pengaturan Five Eyes dan Five Power Defence. Bersama-
sama, kami akan mendukung aturan global, termasuk
kebebasan navigasi, yang menopang keamanan dan
kemakmuran kami sebagai negara perdagangan pulau.”

Menteri Pertahanan Inggris saat itu, Gavin Williamson,

pada awal tahun 2019 berbicara tentang mengerahkan
sebanyak mungkin sumber daya militer Inggris untuk
ditempatkan di pangkalan garis depan di Asia Tenggara,
yang menyoroti secara lebih lanjut keinginan Inggris
untuk berada lebih dekat dengan sekutu Indo-Pasifiknya,
secara strategis dan fisik. “Ini merupakan momen terbesar
bagi negara kami sejak akhir Perang Dunia Kedua,” ujar
Williamson kepada surat kabar Sunday Telegraph pada
Januari 2019. “Ini merupakan momen bagi kami untuk
sekali lagi menjadi pemain global sejati — dan saya kira
angkatan bersenjata memainkan peran yang sangat penting
sebagai bagian dari upaya itu.”

Williamson mengatakan selama Shangri-La Dialogue
pada Juni 2018 bahwa Inggris bermaksud untuk
menunjukkan solidaritasnya pada “sistem berbasis aturan” di
perairan Asia dengan mengirimkan kapal perangnya untuk
berlayar melintasi Laut Cina Selatan yang disengketakan
dengan sengitnya. “Kita harus memperjelas bahwa semua
negara harus bermain sesuai aturan dan bahwa ada
konsekuensi jika tidak melakukannya,” ujar Williamson.
“Kita harus berbicara dengan satu suara. ... Kami ingin
melihat dan mengamati bagaimana kami dapat berbuat
lebih banyak dengan sekutu kami di kawasan itu, memiliki
efek lebih besar, dan membuat perbedaan lebih besar.”

Inggris juga berjanji untuk mengerahkan kapal induk
pengangkut pesawat terbang di Pasifik setelah kapal induk
itu beroperasi pada tahun 2020. “Tentu saja, ketika kami
mengoperasikan dua kapal induk baru kami pada tahun
2020, dan ketika kami memperbarui dan memutakhirkan
pasukan pertahanan kami, mereka akan terlihat di Pasifik,”
ungkap Kim Darroch, duta besar Inggris untuk A.S. saat
itu, pada Desember 2016, demikian menurut Reuters.
“Dan kami benar-benar memiliki tujuan yang sama
dengan pemerintahan A.S. saat ini, dan yang berikutnya,
untuk melindungi kebebasan navigasi dan untuk menjaga
rute laut dan rute udara tetap terbuka.” O
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PAUL CURRY/BANK PEMBANGUNAN ASIA

D e nga” mengatasi masalah yang berkisar dari

kesenjangan ekonomi hingga ketahanan bencana, bank
pembangunan multilateral yang berbasis di Filipina telah
menjadi mesin bagi kemajuan sosial ekonomi di Indo-
Pasifik selama beberapa dekade.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank
- ADB) didirikan pada tahun 1966 dan berkantor pusat
di Manila. Visinya adalah untuk mencapai kawasan Asia-
Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,
dari Thilisi hingga Tarawa. ADB menggunakan perpaduan
pinjaman, hibah, investasi ekuitas, jaminan, bantuan teknis,
dan dialog kebijakan sebagai instrumen utama untuk
mencapai tujuannya dalam memberantas kemiskinan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara
anggotanya yang sedang berkembang (developing member
countries - DMC) di seluruh kawasan ini. ADB telah
memainkan peran sentral dalam pembangunan sosial
ekonomi kawasan ini, dan sebagai donor terbesarnya, ADB
akan terus memainkan peran ke depan dalam transformasi
politik, sosial, dan ekonomi Indo-Pasifik.

Pada tahun 2018, ADB menyediakan bantuan
pembangunan lebih dari 292,34 triliun rupiah (20 miliar
dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman dan hibah kepada
pemerintah serta investasi sektor swasta kepada DMC-nya.
Mayoritas sumber dayanya digunakan untuk membiayai
infrastruktur, mendukung pembuatan kebijakan dan tata
kelola yang baik, dan meningkatkan hasil pembangunan
sosial ekonomi. Pada tahun 2018, beberapa komitmen
utama ADB berdasarkan sektor mencakup energi (24%),
transportasi (23 %), sumber daya alam dan pembangunan
pedesaan (11%), manajemen sektor publik (11%), dan
perkotaan dan keairan (10%).

Bantuan ADB didasarkan pada konsultasi erat dengan
para pemegang saham dan DMC serta mitra pembangunan
lainnya yang aktif di kawasan ini. Amerika Serikat
merupakan salah satu anggota pendiri bank itu dan salah
satu dari dua pemegang saham terbesar “kembarnya”
bersama dengan Jepang. Kolaborasi di antara ADB dan
A.S. telah mendukung pertumbuhan stabil sumber daya
yang tersedia bagi negara-negara anggota bank itu, dan
pada gilirannya, telah memainkan peran kunci dalam
memperkuat hubungan A.S. dengan berbagai negara di
seluruh kawasan itu.

KEPEMILIKAN DAN TATA KELOIA

ADB dimiliki oleh 68 negara anggota. Dari 49 anggota
regionalnya, 44 anggota diklasifikasikan sebagai DMC dan
oleh karena itu memenuhi syarat untuk meminjam dan
menerima bantuan. Kepemilikan oleh anggota regional dan
nonregional didasarkan pada jumlah saham yang dibeli.
Pemegang saham terbesar adalah Jepang (15,6%) dan A.S.
(15,6%), diikuti oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
(6,4%), India (6,3 %), dan Australia (5,8%).

Mirip dengan bank pembangunan multilateral
lainnya, termasuk Bank Dunia, struktur tata kelola ADB
terdiri dari dewan gubernur dan dewan direksi residen.
Dewan gubernur bertanggung jawab atas strategi jangka

panjang dan tata kelola kelembagaan secara keseluruhan.
Departemen Keuangan memimpin keterlibatan A.S. di
dewan direksi ADB dan diwakili oleh duta besar A.S.
untuk ADB.

Dewan direksi mewakili kepentingan pemegang saham
di bank itu dan menyetujui semua strategi, kebijakan, dan
bantuan ekonomi. Dewan direksi melakukan pertemuan
secara kontinu di sepanjang tahun dan terdiri dari 12 kursi,
masing-masing dipimpin oleh seorang direktur eksekutif.
Sembilan kursi mewakili kelompok negara, sementara itu
tiga kursi adalah kursi konstituen tunggal dari Jepang, A.S.,
dan RRT. Presiden ADB merupakan ketua dewan direksi
dan membimbing operasi, staf, dan manajemen bank.
ADB secara historis telah dipimpin oleh warga negara
Jepang. Presiden terbaru ADB, Masatsugu Asakawa, mulai
menjabat pada 17 Januari 2020.

MANAJEMEN DAN OPERASI

Secara operasional, ADB diorganisasikan ke dalam
departemen regional dan dukungan. Departemen

regional mengoordinasikan bantuan di antara ADB dan
peminjamnya. Mereka mengawasi kantor lapangan ADB

di negara-negara peminjam dan bekerja secara erat dengan
pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk
merencanakan dan mengimplementasikan portofolio
bantuan untuk negara tertentu. Departemen regional
merancang dan mengimplementasikan bantuan negara ADB,
termasuk strategi kemitraan negara ADB dan rencana bisnis
operasi negara.

Departemen regional ADB — dicantumkan berdasarkan
proporsi komitmen baru mereka yang dibuat pada tahun
2018 — adalah: Asia Selatan (32%), Asia Tenggara (29%),
Asia Tengah dan Barat (21%), Asia Timur (14%), dan
Pasifik (2%). Mayoritas departemen regional berada “di
lapangan” dengan 59% staf departemen regional ADB
berada dalam misi residen di DMC. Ini memungkinkan
ADB untuk menyesuaikan bantuannya agar dapat
menanggapi kebutuhan domestik dan selaras dengan
prioritas strategis ADB yang lebih luas. Departemen
Operasi Sektor Swasta ADB melengkapi tim regionalnya
dengan berfokus pada transaksi non-negara untuk
mengatalisasi investasi swasta.

Departemen dukungan ADB menyediakan berbagai
bantuan tidak hanya untuk operasi internal ADB (seperti
komunikasi, penasihat hukum, dan evaluasi internal)
tetapi juga dalam merancang dan mengimplementasikan
proyek di berbagai area tematik atau sektoral seperti
perubahan iklim atau energi. Beberapa contoh
departemen nonregional ADB termasuk Departemen
Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional,
Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan
Iklim, Departemen Komunikasi, dan Departemen
Evaluasi Independen.

Semua departemen, staf, dan konsultan ADB
mengupayakan pendekatan “Satu ADB,” yang mendorong
berbagi pengetahuan dan keahlian di seluruh organisasi
untuk menerapkan strategi panduan ADB secara efektif.
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PEMBIAYAAN PROYEK BANK
PEMBANGUNAN ASIA (NGKA pALAM DOLAR A.S.)
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STRATEGI 2030 DAN BIDANG
PRIORITAS ADB

Pada tahun 2018, ADB merilis Strategi 2030, kerangka
kerja panduan jangka panjang bank itu. Strategi itu
menetapkan tujuh prioritas operasional untuk mengarahkan
operasi sektor publik dan swasta ADB, layanan advisory,
dan kegiatan berbagi pengetahuan.

"Tujuh prioritas operasional Strategi 2030 adalah:
mengatasi kemiskinan yang tersisa dan mengurangi
ketidaksetaraan; mempercepat kemajuan dalam kesetaraan
gender; mengatasi perubahan iklim, membangun
ketahanan bencana dan iklim, dan meningkatkan
keberlanjutan lingkungan; membuat kota lebih layak huni;
mempromosikan pembangunan pedesaan dan ketahanan
pangan; memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan;
serta membina kerja sama dan integrasi regional.

Meskipun bidang prioritas Strategi 2030
menyediakan kerangka kerja untuk operasi ADB,
pemrograman negaranya dirancang secara cermat dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas penyerapan
finansial dan teknis DMC, dan status pembangunan
sosial ekonomi masing-masing DMC. Perpaduan
modalitas pemberian pinjaman berbasis pasar dan konsesi
ADB, dipasangkan dengan bantuan teknis dan hibah,
memungkinkan ADB untuk memberikan bantuan keuangan
yang sesuai dengan situasi negara anggota bersama
dengan dialog kebijakan konstruktif dan dukungan untuk
pengembangan sektor swasta.

MODALITAS DAN KEBIJAKAN
PEMBERIAN PINJAMAN

ADB memiliki ketentuan pemberian pinjaman yang berbeda
untuk DMC-nya. ADB menggunakan sistem klasifikasi tiga
tingkat untuk menentukan apakah DMC memenuhi syarat
untuk meminjam dengan suku bunga yang mendekati suku
bunga pasar dari sumber daya modal biasa (ordinary capital
resources - OCR) ADB, dengan ketentuan pinjaman konsest,
atau untuk menerima hibah dari Dana Pembangunan Asia
(Asian Development Fund - ADF). Ketentuan pemberian
pinjaman didasarkan pada pendapatan nasional bruto per
kapita, kelayakan kredit, dan risiko kesulitan melunasi utang
DMC. Operasi pemberian pinjaman ADB menghasilkan
pendapatan untuk membayar biaya administrasi,
menumbuhkan basis modal bank, dan membantu membiayai
bantuan teknis dan hibah. Donor mendanai sebagian besar
ADF dan mengisi kembali periode pemberian hibah pada
siklus empat tahun. A.S. secara historis merupakan donor
terbesar kedua bagi ADB setelah Jepang.

ADBEB DI INDO-PASIFIK

ADB merupakan bank pembangunan regional terbesar

di kawasan Indo-Pasifik, dengan dana bantuan lebih dari
292,34 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.) dalam bentuk
pinjaman, hibah, dan komitmen lainnya per tahun. ADB juga
merupakan salah satu lembaga yang memiliki sejarah terlama
dalam memberikan bantuan pembangunan di kawasan

ini — lebih dari 50 tahun — sehingga memungkinkan

ADB untuk membangun hubungan yang tak tertandingi

dengan pemangku kepentingan pemerintah dan sektor
swasta di seluruh kawasan ini. Tetapi kapasitas keuangan dan
hubungan mendalam ADB bukanlah satu-satunya alasan
yang menjadikannya sebagai bank pembangunan utama.
Rangkaian kebijakan ADB, yang mencakup keberlanjutan
utang, perlindungan lingkungan dan sosial, pengadaan,
antikorupsi, dan integritas, merupakan landasan lembaga ini.
Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan praktik internasional
terbaik dan mewakili standar emas dari investasi
berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Sebagai mitra pembangunan multilateral yang
tepercaya, ADB sering kali memainkan fungsi pertemuan
bagi pemerintah, mitra pembangunan, dan donor bilateral
yang aktif di seluruh Indo-Pasifik. Oleh karena itu,
kepemimpinan A.S. di ADB merupakan elemen penting
untuk merencanakan dan menyampaikan pemrograman
bantuan dan investasi di kawasan ini.

Karena perannya yang mapan di kawasan ini, sebuah
laporan terbaru yang diterbitkan oleh Centre for
Strategic and International Studies (CSIS) baru-baru ini
menandai ADB sebagai “aset strategis Amerika Serikat.”
Laporan tersebut mencatat bahwa: “Per tahun 2018,

A.S. menyediakan dana senilai 338,49 triliun rupiah (23
miliar dolar A.S.) yang dikomitmenkan dalam kontribusi
modal keseluruhan, dengan tambahan 27,98 triliun
rupiah (1,9 miliar dolar A.S.) yang dikomitmenkan untuk
proyek-proyek pembiayaan bersama. Program-program
pembiayaan bersama itu telah tersebar di beberapa negara
di kawasan ini, termasuk India, Vietnam, dan Nepal. A.S.
juga telah berinvestasi dalam dana perwalian multidonor,
seperti Afghanistan Infrastructure Trust Fund, yang
melaksanakan pembiayaan bersama sektor swasta untuk
peningkatan infrastruktur.”

Meskipun Departemen Keuangan memimpin
keterlibatan A.S. di ADB, bank itu juga secara rutin terlibat
dengan berbagai departemen dan lembaga A.S., di antaranya
adalah Departemen Luar Negeri, Badan Pembangunan
Internasional A.S., DFC A.S., Badan Perlindungan
Lingkungan, dan Departemen Dalam Negeri. Laporan
CSIS menyoroti kolaborasi di antara ADB dan Badan
Perdagangan dan Pembangunan A.S. untuk meluncurkan
prakarsa pengadaan global dengan proyek-proyek yang layak
didanai bank untuk kawasan Indo-Pasifik. Overseas Private
Investment Corp. juga bekerja bersama-sama dengan ADB
untuk membiayai bersama bank dan dana ekuitas swasta,
keduanya di India. Akhirnya, perusahaan A.S. seperti General
Electric dan Citibank telah bekerja secara erat dengan ADB
sebagai penyedia pembiayaan bersama yang menyediakan
keahlian dan modal sektor swasta.

Sebagai salah satu anggota pemegang saham terbesar
di bank itu, A.S. telah mendukung ADB, dan pada saat
yang sama, mendapatkan manfaat yang cukup besar dari
keanggotaannya. A.S. menyediakan modal finansial dan
keahlian teknis, sementara itu ADB menyediakan platform
multilateral yang sangat menonjol sehingga A.S. dapat
mendukung dan mengarahkan upaya pembangunan
berkelanjutan di seluruh Indo-Pasifik. O

Paul Curry adalah spesialis koordinasi operasi utama di Bank Pembangunan Asia.
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Kepala Satuan Tugas: Mitra Indo-Pasifik
Berkolaborasi untuk Menghancurkan
Pelaku Perdagangan Narkoba ...

JIATF WEST

Laksamana Muda Robert Hayes mengambil alib posisi direktur JFoint Interagency
Task Force (JIATF) West pada April 2019 untuk memimpin aktivitas kontranarkoba
Komando Indo-Pasifik A.S. Dalam jabatan sebelummnya sebagai asisten komandan
Pasukan Penjaga Pantai A.S. di bidang intelijen, Hayes memintpin upaya lebib dari
1.100 profesional intelijen. Dia sekarang memanfaatkan latar belakang intelijen

itu guna memelopori upaya untuk menghancurkan kartel narkoba dan organisasi
kriminal transnasional di Indo-Pasifik. Hayes duduk bersama FORUM pada
Oktober 2019 untuk membabas berbagai topik yang mencakup segala sesuatu mulai
dari kemitraan JIATF West dalam upaya kontranarkoba hingga malapetaka yang
ditimbulkan secara internasional oleb fentanil opioid yang berbahaya.

FORUM: Bagaimana JIATF West bekerja sama dengan
mitra di kawasan Indo-Pasifik untuk menghentikan
perdagangan narkoba?

Laksamana Muda Hayes: Mengingat luasnya kawasan
ini, semua yang kami lakukan adalah kerja sama tim. Baik
kami membantu mencegat narkoba atau bahan kimia
prekursor, menghasilkan dan membagikan informasi
kepada sekutu dan mitra, atau membantu negara-negara
lain dalam meningkatkan kemampuan mereka, semua

itu membutuhkan kolaborasi. Sebagai satu contoh,
kenyataannya adalah bahwa untuk narkoba yang masuk
ke Amerika Serikat (atau negara lain), hampir semuanya
membutuhkan bahan kimia untuk diproduksi. Ada banyak
narkoba yang menjadi permasalahan bagi kami di medan
ini — metamfetamin, fentanil, heroin, kokain, dan ganja
merupakan narkoba utama. Selain ganja, jika Anda akan
membuat narkoba ilegal seperti heroin, metamfetamin,
fentanil, atau kokain, Anda akan membutuhkan bahan
kimia dalam jumlah besar. Dan di mana pembuatan
sebagian besar bahan kimia yang digunakan untuk itu?
Di Indo-Pasifik, bahan kimia dibuat di Tiongkok dan
India. Mayoritas bahan kimia ini dibuat untuk tujuan
legal dan sering kali diregulasi. Bahan kimia ini dibuat
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untuk obat-obatan, kosmetik, cat, dan sejumlah tujuan
sah lainnya. Seperti yang kami katakan, bahan kimia itu
legal sampai disalahgunakan peruntukannya. Setiap hari,
ada banyak muatan bahan kimia yang dikirim melintasi
Pasifik ke negara-negara seperti Meksiko, Kolombia,
dan negara lainnya yang dapat dialihkan untuk membuat
narkoba seperti fentanil atau kokain. Maklum, Kolombia
memproduksi sekitar setengah dari kokain dunia,
sementara itu Meksiko membuat sebagian besar heroin
dan metamfetamin yang masuk ke Amerika Serikat. Dan
semakin banyak fentanil yang masuk ke Amerika Serikat
dari Meksiko. Semua narkoba ini memerlukan bahan
kimia untuk diproduksi.

Seperti yang saya sebutkan, pekerjaan intelijen dan
kontranarkoba merupakan kerja sama tim. Jadi, oleh
karena luasnya kawasan Indo-Pasifik, maka kemampuan
untuk memahami jaringan
yang beroperasi di sana dan
menargetkan mereka secara
efektif membutuhkan pekerjaan
investigasi dan intelijen yang tidak
dapat dilakukan sendirian oleh
satu entitas atau negara. Kami
tidak hanya sangat mengandalkan

Hayes mengambil alih
posisi sebagai direktur
Joint Interagency Task
Force West dalam
upacara serah terima
jabatan pada April 2019.

SERSAN DUA RYAN GRADY/
ANGKATAN LAUT A.S.

Laksamana Muda Robert



banyak mitra intelijen dan penegak hukum dalam
pemerintah A.S., tetapi juga jauh lebih luas dari itu, banyak
mitra serupa di negara-negara lain. Ketika kami berurusan
dengan negara-negara lain, kami bekerja melalui koordinasi
dengan mitra penegak hukum kami — Badan Penegakan
Narkoba (Drug Enforcement Administration - DEA),
Investigasi Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security
Investigation - HSI), FBI, dan lainnya yang memiliki
wewenang investigasi untuk menargetkan organisasi
kriminal transnasional, organisasi perdagangan narkoba, dan
sejenisnya. Mereka memiliki anggota di berbagai kedutaan
besar di seluruh kawasan Indo-Pasifik, dan kami bekerja
melalui mereka. Kadang-kadang, kami akan menempatkan
seorang analis di kedutaan itu dan bekerja secara langsung
untuk mendukung para penyelidik penegak hukum itu
ketika mereka memanfaatkan kekuatan analitis kami.
Mereka berkoordinasi dengan negara tuan rumah mengenai
petunjuk investigasi dan target operasional, setelah itu
satuan tugas mengumpulkan informasi dan mengolahnya,
bekerja sama dengan pihak lain dalam kerangka kerja

Aparat Direktorat Kepolisian Perairan Indonesia mempraktikkan
teknik pengujian narkoba di lapangan selama pelatihan dengan
anggota Tim Pelatihan Keterampilan Maritim Terintegrasi dari Joint
Interagency Task Force West. SErRsAN DUA RYAN GRADY/ANGKATAN LAUT A.S.
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Rute Pengiriman Fentanil

Tiongkok ke Meksiko

Tiongkok ke A.S.
Warga Amerika membeli bahan kimia
prekursor atau fentanil murni melalui

dark web dari pemasok ilegal di Tiongkok.
Barang dikirim dalam jumlah kecil. J

Melalui San Diego

Fentanil atau bahan kimia prekursor dikirim ke Meksiko untuk diproses menjadi
produk jadi di laboratorium kartel narkoba. Narkoba ini dicampur dengan banyak
bahan pengisi dan dipasarkan sebagai kokain, heroin, atau metamfetamin, atau
dipadatkan menjadi pil dan dipasarkan sebagai oksikodon. Fentanil murni juga

Fentanil yang siap untuk dikonsumsi
diselundupkan melintasi perbatasan
Barat Daya, terutama melalui kawasan
San Diego, kemudian disebar di

bisa dicampur dengan narkoba jalanan ilegal lainnya.

antarlembaga dan pada akhirnya menyalurkan kembali
informasi itu sehingga investigasi atau operasi yang lebih
menyeluruh dapat dilakukan.

Sebagian besar pengiriman bahan kimia tidak bergerak
dengan cepat. Ketika Anda berbicara tentang kapal
kargo, kapal kontainer yang mengangkut bahan kimia,
mungkin perlu beberapa minggu bagi kapal itu untuk
menempuh perjalanan dari Tiongkok ke Amerika Selatan
atau Meksiko, jadi kami memiliki waktu untuk mengolah
informasi itu. Meskipun saya berfokus pada aliran ke
timur dari bahan kimia prekursor yang digunakan untuk
membuat narkoba terlarang, kami juga melihat aliran ke
barat dari narkoba jadi yang dibuat dengan bahan kimia
tersebut. Kami tidak bisa melakukan upaya ini tanpa
bantuan dari pihak lain. Kami tidak menangkap orang.
Kami tidak menyelidiki orang secara langsung. Kami tidak
melakukan aktivitas penegakan hukum tahap akhir. Tetapi
dengan intelijen yang kami hasilkan, melalui kapasitas
mitra dan upaya kerja sama keamanan yang kami lakukan,
kami bekerja bersama-sama untuk melawan kelompok
kriminal transnasional.
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seluruh pasarA.S.

FORUM: Bahan kimia prekursor memiliki penggunaan
legal dan ilegal. Sejauh mana hal itu menjadikan tugas
Anda lebih sulit?

Laksamana Muda Hayes: Tentu saja. Sangat sulit karena
bahan kimia itu memiliki kegunaan yang sah. Dibutuhkan
upaya analitis dan kemitraan yang signifikan untuk
mengidentifikasi pengiriman yang mencurigakan. Anda
tidak harus memiliki tingkat pengetahuan setara ahli
kimia, tetapi Anda perlu mengenali bahan kimia tertentu
yang diperlukan untuk membuat narkoba ilegal.

Anda bisa mencari polanya. Seberapa banyak kelebihan
bahan kimia tertentu yang mungkin dikirim ke lokasi
tertentu? Atau, Anda mencoba menemukan hubungan
di antara kelompok-kelompok kriminal transnasional
... orang-orang yang kita tahu merupakan aktor jahat di
dunia kejahatan dan dunia kriminal transnasional ... dan
menemukan hubungan di antara mereka dan orang-orang
yang mengimpor narkoba itu.

Seperti negara-negara lainnya, Meksiko dan
Kolombia mengimpor banyak bahan kimia — untuk



Tiongkok ke Kanada ke A.S.

Terkadang fentanil dari Tiongkok dikirim melalui negara
lain yang tidak terlalu mencurigakan seperti Kanada atau
Tonga sebelum dikirim ke A.S.
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A.S. ke Meksiko
Beberapa fentanil dikirim dari Tiongkok ke A.S. untuk
kartel Meksiko karena sistem pos A.S. lebih dapat
diandalkan. Kemudian diselundupkan ke selatan ke
Meksiko untuk diproduksi sebelum dikirim kembali ke
A.S. dalam bentuk jadi.

obat-obatan, kosmetik, berbagai macam hal. Untuk
mengidentifikasi kemungkinan pengiriman yang patut
dikhawatirkan, Anda mencari pengirim tertentu yang
diketahui berkolaborasi dengan aktor jahat. Anda
mencari hubungan lain ke jaringan yang coba kami
pahami dan yang coba kami dukung investigasi dan
penargetan terhadapnya.

FORUM: Bagaimana misi Anda berkontribusi pada
kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka?

Laksamana Muda Hayes: Apa itu Indo-Pasifik yang
Bebas dan Terbuka? Lingkungan yang menghormati
kedaulatan setiap negara, memastikan kebebasan bergerak
di perairan dan wilayah udara internasional, kepatuhan
terhadap hukum dan norma internasional, serta stabilitas
dan kesejahteraan relatif. Komponen mendasarnya adalah
tata kelola, yang berarti suatu negara mampu memantau
dan mengatur perbatasannya termasuk perbatasan
maritimnya. Sebagian besar negara mengklaim laut
teritorial 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif 200 mil

~— - Anggota Pasukan Penjaga
Pantai A.S. mengambil ~
- bungkusan kokain yang
ditemukan mengapung
"~ di perairan-internasional . -
'\ S===Samudra Pasifik timurpada- -
~ Agustus 2019. =

BADAN PENINDAKAN NARKOBA (DEA) A.S.

laut. Mampu mengaturnya berarti saya bisa memantaunya
dan mendeteksi aktivitas jahat yang masuk dan keluar dari
negara saya atau melalui perbatasan saya. Jadi di sisi kerja
sama keamanan, apa yang kami lakukan adalah bekerja
sama dengan negara-negara yang mungkin kekurangan
beberapa elemen strategi pengendalian narkoba, sistem
peradilan, kemampuan penegakan hukum, kemampuan
untuk meluncurkan kapal atau meluncurkan pesawat
terbang. ... Kami bekerja sama dengan pemerintah

dan Kongres A.S., mendapatkan dana, dan melakukan
kerja sama keamanan untuk membantu menangani
bidang-bidang itu. Kami membangun sesuatu untuk
mereka, melatih mereka tentang cara menggunakannya,
melakukan latihan dengan mereka, dan hal-hal seperti

itu. ... Upaya ini mempromosikan tata kelola yang baik di
kawasan itu karena tata kelola yang lebih baik merupakan
hal yang buruk bagi orang jahat dan lebih baik bagi kami
di tim orang baik yang bekerja untuk supremasi hukum,
transparansi, dan tata kelola yang baik.

Kami juga berbicara tentang perdagangan bebas dan
terbuka. Bagian dari hal yang menjadi fokus utama kami
dalam beberapa dekade terakhir ini adalah perekonomian
global, yang bergantung pada pengiriman sumber daya
secara tepat waktu. Hal yang mendasarinya adalah
keselamatan dan keamanan barang-barang itu yang
masuk dengan cepatnya. Jadi yang Anda inginkan adalah
kerangka kerja yang memungkinkan barang bergerak
masuk dan keluar dengan cepat, tetapi juga untuk
pemeriksaan orang atau kargo di atas kapal atau pesawat
untuk menemukan barang ilegal atau aktivitas kriminal.
Apa yang coba kami promosikan adalah kemampuan
penambangan data untuk mengungkap hubungan dengan
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kelompok-kelompok kriminal transnasional, yang
menghasilkan petunjuk yang kami teruskan ke lembaga-
lembaga yang tepat untuk mengatasinya.

FORUM: Bagaimana satuan tugas menjangkau kepulauan
Pasifik yang terpencil? Dan mengapa hal itu penting?

Laksamana Muda Hayes: Hal itu penting karena negara-
negara ini adalah mitra kami; kami memiliki ikatan
historis dengan mereka. Beberapa kepulauan ini adalah
wilayah A.S. atau negara anggota Perjanjian Asosiasi Bebas
(Compact of Free Association) yang memiliki hubungan
khusus dengan kami. Sering kali, orang-orang mengira
bahwa tanah air A.S. hanya terdiri dari Amerika Serikat
kontinental. Akan tetapi, wilayah A.S. ini adalah bagian
dari tanah air A.S., seperti halnya negara bagian Hawaii.
Lebih luas lagi, ini adalah negara-negara yang mengalami
dampak buruk akibat perpaduan berbagai hal. Perubahan
iklim memengaruhi banyak dari mereka. Bagi sebagian
besar dari mereka, kejahatan transnasional adalah salah
satu kekhawatiran utama mereka. Penangkapan ikan ilegal
memengaruhi produk domestik bruto (PDB) mereka.
Sebagian besar perekonomian mereka mengandalkan
pariwisata atau perikanan, dan aktivitas ilegal dalam
bentuk penangkapan ikan ilegal memiliki efek yang sangat
merugikan. [Laksamana Muda Hayes merujuk artikel
berita baru-baru ini yang menggambarkan bagaimana

Fiji dan beberapa negara di kepulauan Pasifik lainnya
menjadi pusat alih muatan (transshipment) bagi pelaku
perdagangan narkoba.] ... Anda berbicara tentang negara-
negara kecil dengan wilayah perairan luas yang sulit
dipantau. Total 23 negara di Oseania memiliki jumlah
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Instruktur Tim Pelatihan Keterampilan
Maritim Terintegrasi dari Joint Interagency
Task Force West mendemonstrasikan
teknik memborgol selama pelatihan
dengan anggota Skuadron Perahu Khusus
Angkatan Laut Sri Lanka. arp/GeTTY IMAGES

penduduk keseluruhan sekitar

10 juta orang, dan Papua Nugini
memiliki kurang lebih sekitar 7
juta orang dari jumlah keseluruhan
itu. Dua puluh dua negara lainnya
masing-masing berpenduduk
puluhan ribu orang dan mereka
biasanya tidak memiliki organisasi
kepolisian atau bea cukai yang
besar atau peradilan yang kuat.
Mereka berupaya sebaik mungkin,
tetapi ketika Anda menghadapi
organisasi penyelundupan narkoba
besar misalnya, [kartel] Sinaloa di
satu sisi atau triad dari sisi lain,
mereka mengalami kesulitan untuk
mengatasinya. Apa yang ingin kami
lakukan adalah bekerja sama dengan
mereka untuk membantu mereka
memiliki tata kelola yang baik,
transparansi, stabilitas, semua hal itu.

FORUM: Selain membantu kepulauan Pasifik dalam
meningkatkan kemampuan memerangi narkoba,
bagaimana upaya ini membantu kawasan yang lebih luas?

Laksamana Muda Hayes: Saya kira akan lebih sulit
bagi terjadinya aktivitas ilegal ketika negara-negara itu
menjalin kemitraan. Anda pada dasarnya menciptakan
program sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan
program itu menyatukan lingkungan. Anda mempersulit
penjahat untuk melakukan aktivitas mereka, dan itulah
yang kami coba lakukan secara regional. Beberapa
negara memiliki kemampuan lebih tinggi daripada
negara lainnya, tetapi kami ingin meningkatkan
kemampuan mereka semua sehingga mereka dapat
menangkal aktivitas ilegal. Itulah tatanan berbasis
aturan, hal yang telah didapatkan manfaatnya oleh
semua negara, termasuk Tiongkok, dalam 20, 30, atau
40 tahun terakhir ini. Kami ingin agar negara-negara ini
membantu mempertahankan kemampuan mereka untuk
meningkatkan PDB mereka dan meningkatkan standar
hidup mereka dengan memiliki tata kelola yang baik dan
memiliki kemampuan untuk mengenyahkan aktivitas
ilegal. Tatanan itu benar-benar menjadi bagian dari
kedaulatan dasar. Beberapa negara ini mencari bantuan
dan kami berusaha membantu mereka. Ini membantu
memastikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,
menciptakan peluang ekonomi bagi semua orang.

FORUM: Peningkatan konsumsi dan kematian akibat
overdosis terkait fentanil telah banyak menjadi berita



utama. Bagaimana hal itu mengubah tugas JIATF West?

Laksamana Muda Hayes: Ada sekitar 70.000 kematian
akibat overdosis dalam setahun di Amerika Serikat. Itu
angka yang sangat besar. Kami kehilangan sekitar 55.000
prajurit dalam Perang Vietnam, dalam keseluruhan
perang itu. Dan kami kehilangan 70.000 orang dalam
setahun di Amerika Serikat karena overdosis. Tidak
semuanya disebabkan oleh fentanil. Sekitar setengahnya
disebabkan oleh opioid (termasuk fentanil). Apa yang
telah kami lihat selama beberapa tahun terakhir ini
adalah fentanil menjadi semakin banyak digunakan
sebagai narkoba pilihan, tetapi beberapa kelompok
kriminal juga mencampur narkoba lainnya dengan
fentanil untuk memberikan efek tinggi atau reaksi yang
unik. Fentanil dalam sepaket gula bisa mengandung
sekitar 100 dosis mematikan. Dengan fentanil, Anda
berbicara tentang jumlah yang sangat kecil dan relatif
murah untuk diproduksi. Margin keuntungannya

jauh lebih tinggi. Fentanil lebih mudah diproduksi
dibandingkan dengan kokain dan heroin, ketika Anda
dapat menggunakan gambaran visual dan foto pandangan
dari atas untuk mengatakan, "Ada daun koka yang
tumbuh di sana. Ada opium yang ditanam di sana.” Dan
Anda dapat menargetkannya untuk pemberantasan dan
memutus rantai pasokannya. Fentanil adalah bahan kimia
murni. Sebagian besar fentanil ilegal yang dikonsumsi

di Amerika Serikat dibuat di Tiongkok, tetapi kami
melihat pergeseran ketika fentanil dalam jumlah sedang
dibuat di Meksiko dan masuk melewati perbatasan. ...
Jadi bagi kami sebagai satuan tugas, fentanil merupakan
narkoba yang sulit untuk kami atasi karena cara narkoba
itu diproduksi, dijual di internet terbuka dan dark

web, dan orang-orang sering menggunakan mata uang
kripto untuk membayarnya. Bidang yang lebih kami
upayakan dampaknya adalah mengamati jaringannya
dan mengidentifikasi siapa saja aktor jahatnya,
mengidentifikasi pengiriman prekursor terkait dengan
produksi fentanil, dan bagaimana hal itu terkait dengan
pencucian uang dan aktivitas lainnya. Ini lebih mengarah
ke pendekatan jaringan.

FORUM: Apa lagi yang ingin Anda soroti tentang misi
JIATF West?

Laksamana Muda Hayes: Kami — melalui kemitraan
dengan banyak lembaga dan negara lain — melindungi
negara kami dan sesama warga dari negara lain.

Ini adalah kerja keras, dan mengukur dampak kami
dapat memakan waktu bertahun-tahun, mengingat
kegigihan yang diperlukan untuk menghancurkan
jaringan atau membantu negara mitra meningkatkan
kemampuan mereka. Ini adalah misi mulia. Meskipun
bisa jadi timbul kekecewaan ketika berada dalam bidang
pekerjaan semacam ini, kami tetap melakukannya.
Jaringan kriminal mampu beradaptasi dan memiliki
banyak sumber daya. Upaya untuk melawan mereka

llustrasi foto ini menggambarkan 2 miligram fentanil, yang
merupakan dosis mematikan pada kebanyakan orang.

BADAN PENINDAKAN NARKOBA (DEA) A.S.

sudah berlangsung selama beberapa dekade hingga
beberapa abad lalu. Ini hampir seperti ada narkoba,
Anda memburunya, dan orang-orang menemukan
narkoba lainnya. Dan pergerakan menuju narkoba yang
hanya menggunakan bahan kimia merupakan tren yang
memprihatinkan. Ketika Anda memiliki ganja, Anda
dapat melihat di mana ganja itu ditanam. Opium untuk
opioid dan heroin, Anda bisa melihat di mana tumbuhan
itu ditanam. Hal yang sama untuk kokain dan daun
koka. Ketika hanya bahan kimia, maka benar-benar
menyulitkan karena seseorang dapat menemukan gudang
di suatu tempat dan jika mereka bisa mendapatkan

akses ke bahan kimia, mereka dapat membuat narkoba
sintetis. Ini pekerjaan yang menantang. Kecerdikan,
kreativitas, dan sumber daya dari beberapa kelompok
kriminal ini sangat menakjubkan. Mereka menggunakan
segala sesuatu mulai dari kapal semi-selam dan teknologi
canggih hingga pengawasan balik. Mereka adalah

entitas berkemampuan tinggi yang harus dikejar dan
ditangkap. Tetapi pada akhirnya, semua orang di satuan
tugas ini — kami memiliki perpaduan warga sipil,
militer aktif dan cadangan, kontraktor, lembaga intelijen,
lembaga investigasi — kami benar-benar percaya kami
melindungi negara kami. Kami melihatnya sebagai suatu
kehormatan untuk melayani negara kami, untuk menjadi
pelindung negara kami sama halnya dengan mitra kami.
Jadi kesempatan untuk melakukan tugas itu memberi
makna dan tujuan terhadap apa yang kami lakukan.
Merupakan suatu kehormatan untuk datang bekerja dan
melakukan tugas ini serta mengetahui bahwa banyak
dari kami memiliki keluarga atau teman yang telah
terkena dampak narkoba dan overdosis narkoba. Hal itu
bisa menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas.
Juga menjadi sesuatu yang mengikat kami bersama-sama
dengan mitra kami. O
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PERJANJIAN AKUISISI
DAN LINTAS LAYANAN
A.S. DAN NEGARA MITRA
MENGEFEKTIFKAN MISI

~ PHILIP J. VALENTI

ambung kapal mitra angkatan laut yang terbakar
habis diderek melintasi Samudra Pasifik dari A.S.
kembali ke pelabuhan asalnya. Angkatan Laut
A.S. melakukan pengisian ulang perlengkapan di
laut dengan menyediakan bahan bakar, amunisi,
suku cadang, dan makanan kepada kapal angkatan laut
mitra. Pesawat terbang KC-10 Angkatan Udara A.S.
mengisi ulang bahan bakar tiga pesawat terbang sekutu
pada ketinggian 9.144 meter (30.000 kaki). Negara mitra
mengalami gempa bumi serius sehingga mengakibatkan
kehancuran dan kerusakan berat dan “menyewa” pesawat
militer A.S. untuk memperkuat armada angkatan udaranya
sendiri guna menyediakan pasokan bantuan bencana dan
transportasi pasukan. Angkatan Laut A.S. melakukan
operasi pencarian dan pemulihan terapung untuk mencari
pesawat dan pilot negara mitra, yang keduanya hilang
di laut di lokasi yang tidak diketahui. A.S. melaksanakan
latihan dengan mitra asing di negara itu, dan kedua
belah pihak menggabungkan kebutuhan mobil sewaan
mereka untuk mendapatkan diskon volume, serta untuk
menghindari persaingan di antara satu sama lain dalam
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pasar mobil sewaan, yang mengakibatkan kenaikan harga
bagi kedua belah pihak.

Apa kesamaan dari berbagai situasi yang beragam dan
tampaknya tidak terkait ini? Semua itu dimungkinkan
oleh Perjanjian Akuisisi dan Lintas-Layanan (Acquisition
and Cross-Servicing Agreement - ACSA) di antara
A.S. dan negara mitra yang barang dan layanannya
dipertukarkan.

ACSA merupakan perjanjian bilateral di antara
Departemen Pertahanan A.S. dan kementerian pertahanan
negara mitra. ACSA memberikan otoritas hukum yang
diperlukan bagi pasukan militer A.S. untuk terlibat dalam
dukungan logistik bersama timbal balik dengan negara-
negara yang memiliki perjanjian dengan A.S. Sampai
Januari 2019, A.S. telah menjalin ACSA dengan 119 negara
dan organisasi di seluruh dunia, termasuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan 16 negara atau entitas di Indo-Pasifik.

"Tanpa adanya ACSA, pasukan militer A.S. memiliki
sarana terbatas untuk mendapatkan dukungan logistik,
pasokan, dan layanan (logistics support, supplies and
services - LSSS) dari militer dan pemerintah negara



Anggota Pasukan Penjaga Pantai A.S. melambaikan tangan
ke arah anggota Pasukan Penjaga Pantai Korea Selatan yang
berada di atas kapal Lee Cheong Ho setelah latihan pencarian
dan penyelamatan bersama selama latihan peningkatan
kapasitas di Laut Cina Timur pada Maret 2019.

SERSAN SATU MATTHEW MASASCHI/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.

mitra. Pada umumnya, pasukan A.S. dapat memberikan
LSSS kepada mitra asing hanya melalui program
penjualan militer asing (foreign military sales - FMS),
yang mengikuti proses terperinci yang lebih mirip
dengan perencanaan tindakan yang disengaja daripada
perencanaan tindakan krisis. Proses FMS bersifat
kompleks dan menyeluruh, tetapi seiring berjalannya
waktu terbukti kurang fleksibel untuk menanggapi
kebutuhan yang muncul. FMS dapat menyediakan barang
dan layanan pertahanan utama (major defense services
and articles - MDSA), seperti kapal, pesawat sayap tetap
dan putar, amunisi pandu presisi, senapan, torpedo, dan
artileri. Dan, yang paling penting, FMS merupakan
interaksi satu arah. Meskipun A.S. dapat memberikan
LSSS ke sekutu melalui FMS, pihaknya tidak dapat
memperolehnya dari sekutu berdasarkan program itu.

Keinginan untuk memiliki fleksibilitas yang diperlukan
untuk mengatasi kebutuhan yang muncul atas dasar
timbal balik menghasilkan berlakunya Undang-Undang
Dukungan Timbal Balik NATO pada tahun 1970-an,
yang pada akhirnya berkembang menjadi program ACSA
saat ini. Tidak seperti FMS, transaksi ACSA melarang
pertukaran MDSA dan terbatas pada rangkaian lebih
kecil dari barang dan layanan yang diizinkan. Akan tetapi,
meskipun memiliki keterbatasan terkait apa yang dapat
dibeli dan dijual, ACSA menyediakan berbagai macam
barang dan layanan yang dapat pasukan A.S. jual kepada,
dan peroleh dari, pasukan militer negara mitra. Daftar
ini mencakup barang-barang umum seperti makanan, air,
pakaian, dan akomodasi bagi personel militer. Transportasi
yang diotorisasi mencakup angkutan udara, petroleum,
minyak, pelumas, layanan komunikasi yang diamankan
dan tidak diamankan, layanan medis, dan amunisi.
Berbagai layanan lain yang dicakup adalah dukungan
operasi pangkalan, layanan penyimpanan dan penggunaan
fasilitas, layanan pelatihan, suku cadang, komponen,
layanan perbaikan dan pemeliharaan, layanan kalibrasi,
dan layanan pelabuhan. Yang terbaik dari semuanya,
pertukaran semua jenis LSSS ini dapat dilakukan secara
timbal balik.

Selain berbagai macam barang dan layanan yang
dapat dipertukarkan di mana saja di dunia, program
ACSA memiliki beberapa atribut sangat menarik yang
menjadikannya wahana pendukung logistik pilihan bagi
pasukan militer A.S. dan negara mitra. Keuntungan ini
mencakup:

* Hampir semua transaksi ACSA dapat diselesaikan
dengan menggunakan formulir ACSA satu halaman
yang disepakati secara bersama-sama, yang sederhana
dan mudah dimengerti. Formulir ini berfungsi
sebagai dokumen pemesanan dan penerimaan dan
juga berfungsi sebagai faktur, menandakan kepada
pihak penerima bahwa pembayaran wajib diberikan
kepada pihak pemasok dalam waktu 60 hari. Karena
pesanan ACSA memungkinkan pihak penerima
untuk menunda pembayaran barang dan layanan
hingga 60 hari setelah faktur diberikan oleh pihak
pemasok, ACSA juga berfungsi seperti kartu kredit
tanpa bunga. Akan tetapi, tidak seperti kartu kredit,
yang memungkinkan peminjam untuk membayar
jumlah minimum alih-alih jumlah penuh, ACSA
membutuhkan pembayaran penuh saat jatuh tempo.
Tidak seperti kebanyakan pengaturan pembelian yang
membutuhkan transaksi tunai, ACSA memungkinkan
pihak pemasok untuk memilih pembayaran dalam
salah satu dari tiga metode:

# Penggantian biaya dalam bentuk uang: Uang

tunai, cek, transfer telegram, atau transfer dana

elektronik.

# Penggantian dalam bentuk barang atau layanan

(juga disebut sebagai transaksi pertukaran): Pihak

penerima mengganti LSSS yang diterimanya dari

pihak pemasok dengan nilai yang setara yang
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secara substansial identik sifatnya dengan LSSS
yang diterimanya. Misalnya, jika A.S. menyediakan
100 galon bahan bakar diesel ke mitra, mitra
membayar A.S. dengan 100 galon bahan bakar
diesel sebelum tanggal yang telah ditentukan
sebelumnya.
# Pertukaran dengan nilai yang sama: Pihak
penerima mengganti LSSS yang diterimanya
dengan LSSS dengan nilai yang sama.
Melanjutkan contoh di atas, A.S. memberi mitra
100 galon bahan bakar diesel senilai 7,36 juta
rupiah (500 dolar A.S.), dan mitra melunasi
transaksi itu dengan makanan senilai 7,36 juta
rupiah (500 dolar A.S.) kepada A.S.
* A.S. dan mitranya sepakat untuk saling menagih

dengan harga yang sama seperti yang dibayar

oleh pasukan mereka sendiri, tanpa adanya

penggelembungan harga atau biaya tambahan. Dalam

praktiknya, ini berarti bahwa jika A.S. mencantumkan

harga satu galon bahan bakar senilai 44 ribu rupiah

(3 dolar A.S.), A.S. hanya dapat membebankan

biaya kepada mitra senilai 44 ribu rupiah (3 dolar

A.S.). Berdasarkan konsep ini, pihak pemasok tidak

memperoleh keuntungan dan kerugian akibat adanya

selisih harga pada transaksi ACSA, sehingga membuat

transaksi itu netral pendapatan.

* Mengingat bahwa ACSA memungkinkan mitra

untuk membeli layanan angkutan udara, angkutan

laut, pengisian bahan bakar di udara, dan pengisian

ulang perlengkapan di laut dari pasukan A.S., ACSA

berfungsi sebagai pengganda kekuatan bagi militer

mitra. Dalam konteks ini, istilah pengganda kekuatan

didefinisikan sebagai sesuatu yang memungkinkan

pasukan militer untuk mendapatkan kemampuan yang

tidak dimilikinya atau memperluas kemampuan yang

Dokter gigi Pacific Angel, Mayor Penerbang Angkatan Udara Australia
Alistair Soon, tengah, dan Kapten Pasukan Pertahanan Papua Nugini,
Vasiti Kep, kanan, mendiskusikan perawatan di Lae, Papua Nugini,
pada September 2019. SersAN SATU JERILYN QUINTANILLA/ANGKATAN UDARA A.S.
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dimilikinya tanpa melakukan investasi yang sepadan
dalam hal personel, peralatan, dan infrastruktur.
Negara mitra kecil memperoleh kepraktisan
karena tidak perlu membeli pesawat angkut karena
kemampuan itu dan beberapa kemampuan lainnya
dapat diperoleh dari A.S. dengan menggunakan ACSA.
* Keuntungan akhir dari ACSA adalah bahwa meskipun
perjanjian itu memiliki durasi tidak terbatas, artinya
perjanjian itu tidak memiliki tanggal kedaluwarsa,
salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian itu
dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam
bulan sebelumnya. Hak untuk melakukan pembatalan
ini berarti bahwa jika salah satu pihak merasa tidak
puas dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut
bebas untuk membatalkannya. Berdasarkan catatan,
dari sekitar 115 negara dan organisasi yang telah
menyetujui ACSA dengan A.S, tidak ada ACSA yang
pernah dibatalkan.

Beberapa negara merasa ragu untuk menyetujui ACSA
dengan A.S. karena mereka menganggap perjanjian itu
tidak seperti apa yang dijelaskan. Sederhananya, ACSA
adalah perjanjian internasional setebal sembilan halaman
dan mengikat secara hukum yang menentukan dalam
keadaan dan keterbatasan apa pasukan militer A.S. dan
negara mitra dapat memberikan dukungan logistik
timbal balik kepada satu sama lain. Tidak seperti yang
dibayangkan oleh beberapa pihak, ACSA bukan perjanjian
pertahanan timbal balik, perjanjian status pasukan, atau
perjanjian kunjungan pasukan. ACSA tidak mengikat atau
mewajibkan negara-negara mitra untuk turut serta dalam
perang, operasi, atau latihan A.S. ACSA tidak mengizinkan
penempatan pasukan, kapal, atau pesawat terbang A.S. di
negara mitra, dan ACSA tidak memberikan hak apa pun
untuk memasuki perbatasan darat atau perairan teritorial
negara mitra. ACSA tidak menciptakan kewajiban

Kolonel Angkatan Bersenjata Brunei Pg Azmali bin Pg Haji
Mohd Salleh, kanan, dan Kolonel Pasukan Marinir A.S. Boyd
Miller mengonfirmasi penjualan amunisi pertama, yang
difasilitasi oleh Perjanjian Akuisisi dan Lintas-Layanan di
antara kedua pasukan, di Bandara Internasional Brunei pada
Oktober 2019. SeRsAN CAMILO PARODY/PASUKAN MARINIR A.S., PASIFIK




kontraktual untuk menyediakan dukungan logistik,
mirip dengan apa yang dilakukan kontrak pengadaan,
tetapi mitra setuju untuk “melakukan segala upaya” guna
memenuhi permintaan dukungan yang konsisten dengan
“hukum, peraturan, dan kebijakan nasional.”

Proses untuk menandatangani ACSA dengan A.S
sangat mudah, tetapi biasanya membutuhkan waktu 12-18
bulan untuk diselesaikan. Proses itu melibatkan Kongres
A.S., departemen Luar Negeri dan Pertahanan A.S.,
Kepala Staf Gabungan A.S., serta Komando Indo-Pasifik
A.S. (USINDOPACOM). Langkah pertama setelah semua
persetujuan antarlembaga A.S. diperoleh adalah bagi
Kedutaan Besar A.S. untuk mempresentasikan rancangan
perjanjian itu kepada kementerian luar negeri masing-
masing. Setelah kementerian pertahanan dan luar negeri
negara itu memiliki waktu yang cukup untuk meninjau
perjanjian yang diusulkan, USINDOPACOM mengirim
perwakilan ke negara mitra itu untuk menjelaskan
perjanjian tersebut secara rinci, menjawab pertanyaan
tentang ACSA, dan melakukan negosiasi ACSA. Meskipun
A.S. melakukan segala upaya wajar untuk mengakomodasi
permintaan mitra, negara-negara mitra didorong untuk
sebisa mungkin mengikuti ketentuan perjanjian yang
diusulkan karena setiap perubahan substantif apa pun
pada ketentuan perjanjian itu dapat mengakibatkan
keterlambatan, atau penolakan terhadap, perjanjian
ACSA yang diusulkan. Akan tetapi, negara mitra diberi
wewenang tunggal untuk memutuskan hal-hal berikut
ini: dukungan, pasokan, dan layanan logistik yang ingin
mereka kecualikan dari transaksi ACSA; siapa dalam
pemerintahan mereka yang memiliki wewenang untuk
menyetujui Pengaturan Penerapan (perjanjian yang
semakin memperkuat ketentuan ACSA untuk digunakan
dalam situasi tertentu, seperti pengisian bahan bakar di

= ~  MH-60S Seahawk
= : : ~melakukan pengisian
: _—ulang perlengkapan
- ~— secara vertikal di laut
= ~pada a Desember 2019.

: -~ KELASI SATU DARREN NEWELL/
— = ANGKATAN-LAUT A.S. —=

udara atau penjualan bahan bakar dalam volume besar);
dan bagaimana mereka menginginkan ACSA untuk mulai
berlaku (menjadi mengikat secara hukum). Setelah kedua
belah pihak mencapai kesepakatan tentang ketentuan
perjanjian itu, dan hal yang sama dikoordinasikan dengan
Departemen Luar Negeri dan Pertahanan A.S., yang
juga harus menyetujui ketentuan perjanjian itu, kedua
belah pihak kemudian mengidentifikasi penanda tangan,
di mana, dan kapan perjanjian akan ditandatangani, dan
tingkat liputan urusan publik apa yang diinginkan.
Keuntungan menyetujui ACSA jelas dan signifikan,
seperti dirangkum di bawah ini:
e Salah satu pihak dapat menolak permintaan
dukungan.
* Metode pembayaran yang fleksibel.
* Kemudahan memesan hanya membutuhkan
formulir pemesanan satu halaman.
® Pembayaran dapat diberikan tanpa bunga 60
hari setelah penerimaan fakeur.
* Tidak ada batasan geografis karena ACSA bisa
diterapkan di seluruh dunia.
e Salah satu pihak dapat membatalkan
dengan pemberitahuan tertulis enam bulan
sebelumnya.
Mengingat semua manfaat yang diberikan ACSA,
ditambah dengan tidak adanya kerugian bagi salah
satu pihak dan tidak adanya tanggal kedaluwarsa, patut
dipertimbangkan untuk menandatangani perjanjian ini.
Jika suatu negara tertarik untuk membuat ACSA dengan
A.S., atau sekadar ingin mempelajari lebih lanjut tentang
alat bantu kerja sama keamanan yang berharga ini,
petugas kerja sama keamanan atau atase pertahanan A.S.
setempat dapat memberikan perincian lebih lanjut, serta
memulai prosesnya. O

IPD FORUM

57



/a/_ T
/,: A \A\

',\

\
\/’ 4

-~ L =W
ASTA T4

DANIEL K. INOUYE

ASIA-PACIFIC CENTER FOR
SECURITY STUDIES



Tahun

PR RS, L Lt e, L L e
. Pusat ini berganti am,a'menjam'baniql K.‘h!fl‘iy i
« . “Pacific Center-fars‘egrif_y Studies

DANIEL K. INOUYE

ASIA-PACIFIC CENTER
FORSECURITY STUDIES

Telah Melalui Perjalanan Panjang

MARY MARKOVINOVIC/DKI APCSS | FOTO DISUMBANGKAN OLEH DKI APCSS

aniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security
D Studies (DKI APCSS) merayakan ulang tahun

ke-25 pada tahun 2020 sebagai lembaga
pendidikan eksekutif Departemen Pertahanan A.S.

Senator A.S. Daniel K. Inouye menyerukan
pengembangan sebuah pusat untuk melayani kawasan
Indo-Pasifik setelah keberhasilan George C. Marshall
European Center for Security Studies, yang melayani
kawasan Eropa. Inouye, penerima penghargaan Medal
of Honor dan Purple Heart dalam Perang Dunia II,
mewakili Hawaii di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat
selama 53 tahun hingga kematiannya pada tahun 2012.

Pada Desember 1994, panglima Komando Pasifik
saat itu (sekarang dikenal sebagai komandan, Komando
Indo-Pasifik) menyetujui pembentukan kelompok kerja
pusat yang dipimpin oleh Kolonel Jimmie Lackey, yang
kemudian menjadi direktur eksekutif pada tahun 1997.

Institut itu, yang berbasis di Honolulu, Hawaii,
didirikan pada tahun 1995 untuk menumbuhkan
pemahaman, kerja sama, dan studi tentang masalah-
masalah yang berkaitan dengan keamanan di antara
perwakilan militer dan sipil Amerika Serikat dan negara-
negara Asia-Pasifik lainnya.

Akan tetapi sebelum diresmikan, pusat itu secara
resmi diberi nama Pusat Studi Keamanan Asia-Pasifik
(Asia-Pacific Center for Security Studies). Organisasi itu
dimulai dengan kurang dari 10 karyawan dan tumbuh
menjadi sekitar 120 staf dan pengajar hari ini.

“Pusat itu pada awalnya berada di ruang
penyimpanan sapu di markas besar Komando Pasifik
(Pacific Command - PACOM),” demikian menurut
salah satu karyawan pertama pusat itu, Lenore
Patton, yang masih menjabat sebagai kepala program
Penjangkauan Keterlibatan Regional. “Pada akhirnya,
kami harus pindah ke ruangan yang memungkinkan
kami untuk menyelenggarakan kursus dan yang juga
akan menyediakan akses mudah ke tempat tinggal bagi
para peserta.”

Kursus pertama di pusat itu — kursus Eksekutif
selama 12 minggu (EC96-1) — diselenggarakan pada
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23 September hingga 12 Desember 1996. Kelas pertama
itu dihadiri oleh 23 peserta dari 12 negara — 18 anggota
militer dan lima pegawai negeri sipil, termasuk 22 orang
laki-laki dan satu orang perempuan.

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kurikulum di pusat itu telah melalui perjalanan panjang
sejak pusat itu didirikan. Kursus Kerja Sama Keamanan
Lanjutan (Advanced Security Cooperation - ASC) selama
lima minggu yang diselenggarakan pada saat ini jauh
berbeda dari kursus eksekutif pertama. Dalam kursus
ASC baru-baru ini, 117 peserta datang dari 34 lokasi

di seluruh dunia. Demografi peserta meliputi 49 (42%)
anggota militer, 57 (49%) warga sipil (termasuk lembaga
swadaya masyarakat, media, kelompok cendekiawan, dan
organisasi regional), dan 11 (9%) aparat penegak hukum.
Dua puluh tujuh orang perempuan, atau sekitar 23 %
dari total peserta, mengikuti kursus itu.

Administrator memperluas kursus tunggal itu
menjadi berbagai jenis topik pelajaran, termasuk kursus
Eksekutif Senior (sekarang diberi nama kursus Kerja
Sama Keamanan Transnasional); kursus Eksekutif
Junior (yang telah diganti dengan kursus orientasi
Indo-Pasifik); kursus Respons Keamanan Komprehensif
terhadap "Terorisme; kursus Keamanan, Transisi, dan
Rekonstruksi (sekarang diberi nama kursus Manajemen
Krisis Komprehensif); dan kursus Kerja Sama Keamanan
Maritim Komprehensif yang baru.

“Saya pernah mengikuti beberapa kursus lain seperti
ini sebelumnya, tetapi hal unik yang saya temukan
di sini adalah bahwa APCSS membuat kami merasa
menjadi bagian dari keluarga besar, ketika kami berbagi
tentang budaya kami sendiri dan kami bisa belajar

tentang budaya lain,” ungkap Lailufar Yasmin, alumni
terbaru ASC dan profesor hubungan internasional,
Daka University, Bangladesh. “Kami belajar tentang
perbedaan, kami mampu menyingkirkan gagasan dan
prasangka yang terbentuk sebelumnya. Meskipun kami
berbicara tentang kerja sama keamanan, jika kami
tidak bisa menghilangkan bias kami, kami tidak bisa
berkembang, kami tidak bisa bekerja sama satu sama
lain. Jadi ini adalah sesuatu yang kami pelajari dalam
keterampilan negosiasi yang sangat berharga.”

Selain itu, DKI APCSS memulai tradisi
menyelenggarakan sejumlah konferensi untuk
mempertemukan para praktisi keamanan mengenai
isu-isu seperti tren keamanan global dan hubungan
pertahanan A.S.-Tiongkok, ketahanan pangan, dan
stabilitas politik, serta keamanan negara pulau.

PERUBAHAN KEPEMIMPINAN
Saat ulang tahun ke-10 pada tahun 2005, pusat itu
mengalami perubahan struktur kepemimpinan. Letnan
Jenderal Angkatan Darat A.S. (Purn.) E.P. Smith
mengambil alih tampuk kepemimpinan dan mengubah
jabatan pimpinan dari “direktur eksekutif” menjadi
“direktur.” Tak lama kemudian, Brigadir Jenderal
Angkatan Darat A.S. (Purn.) Jim Hirai menjadi wakil
direktur. Di bawah kepemimpinan Smith, pusat
itu mulai menyelenggarakan lokakarya di kawasan
tersebut mengenai topik-topik seperti kontraterorisme,
pengembangan sektor keamanan, keamanan maritim,
dan manajemen krisis.

Pada tahun 2012, Marsekal Madya Angkatan Udara
A.S. (Purn.) Dan “Fig” Leaf mengambil alih posisi
sebagai direktur pusat itu. Selama masa jabatannya,
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“Beberapa dari kami berkumpul
dan mengatakan sudah saatnya
kita membangun pusat tempat
para pemimpin — militer,
diplomatik, dan lainnya — bisa
berkumpul bersama-sama, duduk
santai, mengobrol ... ya, berdebat
... dan membahas hal-hal yang
menjadi kepentingan bersama,
kekhawatiran bersama, bencana,
dan mendapatkan solusi serta
mendapatkan saling pengertian.”

—Senator A.S. Daniel K. Inouye (1924-2012)

dia mempromosikan “perempuan, perdamaian, dan
keamanan” dan “tata kelola yang baik” sebagai topik

untuk kursus dan lokakarya pusat itu. Pada pertengahan
tahun 2012, APCSS membuka Aula Maluhia. Upacara
peresmian itu merupakan terakhir kalinya Senator Inouye
mengunjungi pusat itu. Setelah Inouye meninggal, seorang
legislator Hawaii mengajukan rancangan undang-undang
ke Kongres A.S. untuk mengganti nama pusat itu menjadi
Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.

KIRI: Para
peserta kursus
Kerja Sama
Keamanan
Lanjutan
berkolaborasi
selama latihan.

Pengajar

dan peserta
berpartisipasi
dalam kursus
Kerja Sama
Keamanan
Maritim
Komprehensif.
Sekitar 25%
peserta adalah
perempuan.

Perubahan nama mulai berlaku pada tahun 2015.
Laksamana Muda Angkatan Laut A.S. (Purn.)
Pete Gumataotao bergabung dengan pusat itu pada
tahun 2018. Sejak itu, DKI APCSS telah mendukung
Kantor Kebijakan Menteri Pertahanan dengan
menyelenggarakan lokakarya khusus tentang topik-topik
seperti strategi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,
pertemuan kelompok kerja penanggulangan bencana
menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
"Tenggara, dan banyak lokakarya lainnya.

KISAH SUKSES

Selama bertahun-tahun, DKI APCSS telah membuka
pintunya untuk lebih dari 14.000 praktisi keamanan

dari tidak hanya kementerian pertahanan, tetapi juga
kementerian luar negeri, bea cukai dan imigrasi,
peradilan, layanan sosial, layanan darurat, serta penegakan
hukum, kelompok cendekiawan, akademisi, dan anggota
media. Enam alumni pusat itu telah menjadi presiden
atau perdana menteri, 11 alumni telah menjadi wakil
presiden atau wakil perdana menteri, dan 33 alumni telah
menjadi kepala atau wakil kepala pertahanan.

DKI APCSS terus membina hubungan yang dibuat
dengan peserta yang menghadiri kursus dan lokakarya
secara individu dan melalui 59 asosiasi alumni DKI
APCSS di seluruh dunia.

Alumni saat ini dikenal luas atas penyelesaian proyek
peserta mereka, yang meliputi berbagai macam pekerjaan
seperti menyusun dokumen kebijakan nasional, menulis
makalah analitis, dan mereformasi prosedur. Alumni DKI
APCSS telah berhasil melaksanakan rencana pengamanan
untuk pemilihan umum nasional dan acara olahraga
internasional utama, dan bahkan perjanjian perdamaian. O
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Sebagai tanggapan atas proyek Bank Kenangan
Budaya Taiwan, Kota Taoyuan telah mendirikan
stasiun pengumpulan kisah dan mengirim minivan ke
berbagai penjuru Taoyuan untuk mengumpulkan dan
melestarikan kisah lokal.

Diprakarsai oleh Kementerian Kebudayaan, proyek
Bank Kenangan Budaya Taiwan bertujuan untuk
merekonstruksi kenangan budaya dan pengetahuan
lokal, kemudian melestarikannya melalui teknologi
digital. Dengan keterlibatan aktif sektor publik dan
swasta lokal, proyek itu berharap dapat membangun
platform untuk menyimpan konten yang menyoroti
budaya Taiwan.

Terletak di Desa ke-2 Sianguang, stasiun
pengumpulan kisah itu mendorong masyarakat untuk
membagikan kisah mereka sendiri di tempat. Minivan,
yang disebut “Puncar Desa Tanggungan Militer,”
juga mengumpulkan kenangan masyarakat dengan
mengunjungi desa-desa tanggungan militer dan rumah-
rumah veteran.

Survei lapangan yang dilakukan di Taoyuan telah
menemukan 105 karakteristik desa-desa ini. Informasi
yang berisi lokasi peta Google dan foto-foto lama dari
desa-desa itu diposting di luar stasiun agar dapat dibaca
dan didengar publik dengan memindai kode QR.
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Selain itu, berbagai aktivitas, seperti permainan
realitas yang menampilkan Desa Baru Matsu, teater
imersif, dan festival budaya, juga diadakan untuk
memperkenalkan sejarah dan signifikansi budaya desa
tanggungan militer.

Bank Kenangan Budaya Taiwan mengumpulkan
kisah dan budaya, terlepas dari keterampilan yang
telah diturunkan dari generasi ke generasi atau
kehidupan sehari-hari. Melalui proyek ini, Kementerian
Kebudayaan berharap untuk mengumpulkan dan
melestarikan lanskap budaya dan pemandangan Taiwan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,
kunjungi https://www.facebook.com/pg/
TaiwanCulturalMemoryBank.

Bank Kenangan Budaya Taiwan mengumpulkan kisah
dan foto pribadi, seperti contoh ini dari tahun 1974,
untuk melestarikan sejarah lokal. BANK KENANGAN BUDAYA TAIWAN
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Seni Gua Indonesia merupakan Rekaman
Penuturan Kisah Tertua yang Ditemukan

ukisan gua yang ditemukan di pulau Sulawesi,

Indonesia yang menggambarkan sosok seperti

manusia yang sedang berburu binatang tampaknya
merupakan rekaman penuturan kisah bergambar tertua
yang berhasil ditemukan, demikian menurut penelitian
dari tim peneliti Australia dan Indonesia. Lukisan itu,
yang ditemukan di gua batu kapur pada tahun 2017,
berumur hampir 44.000 tahun yang diukur dengan
menggunakan analisis seri uranium, demikian menurut
penelitian yang diterbitkan pada Desember 2019 di
jurnal Nature.

Lukisan itu menunjukkan delapan therianthrope,
atau manusia dengan karakteristik hewan, tampak
mengejar dan membunuh enam ekor hewan, seperti
babi hutan Sulawesi yang merupakan hewan asli pulau
itu, dengan menggunakan apa yang tampaknya seperti
tombak dan tali.

“Penggambaran beberapa pemburu yang berhadapan
dengan setidaknya dua spesies hewan buruan yang
terpisah kemungkinan menyiratkan perjalanan berburu,
perburuan bersama ketika hewan-hewan diusir secara
acak dari tempat persembunyian dan diarahkan ke
pemburu yang sedang menunggu,” ungkap para peneliti.

Sampai sekarang, seni cadas tertua yang
menunjukkan karakter dengan karakteristik binatang
adalah patung gading yang ditemukan di sebuah gua di
Jerman. Diperkirakan berasal dari 40.000 tahun yang

lalu, patung itu menggambarkan tubuh manusia yang
melekat pada kepala mirip kucing.

Lukisan gua Indonesia itu juga memberikan
beberapa bukti paling tua mengenai spiritualitas
manusia, demikian ujar salah satu penulis studi ini,
Adam Brumm, seorang arkeolog di Griffith University,
Australia. “Therianthrope muncul dalam cerita rakyat
atau fiksi naratif dari hampir setiap masyarakat modern,
dan mereka dianggap sebagai dewa, roh, atau makhluk
leluhur dalam banyak agama di seluruh dunia,” ujarnya
dalam sebuah pernyataan.

Penelitian itu dilakukan melalui kerja sama dengan
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia dan para
ilmuwan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Para peneliti
dari Griffith mengatakan bahwa seni gua di Sulawesi
pertama kalinya ditemukan pada tahun 1950-an, dengan
sedikitnya 242 gua dan tempat perlindungan dengan
lukisan purbakala berhasil didokumentasikan sejak itu.

Beberapa gua mengalami kerusakan yang dapat
mengancam seni itu, demikian ungkap pakar seni
cadas Indonesia Adhi Agus Oktaviana, menunjuk pada
ancaman dari garam, debu, pengelupasan, mikroba, dan
asap. “Akan menjadi tragedi jika karya seni yang sangat
tua ini lenyap dalam masa kehidupan kita, tetapi hal
itu sedang terjadi,” tambah Adhi Agus Oktaviana, yang
merupakan mahasiswa tingkat doktor di Griffith. reuters
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Kasus Pengenalan Wajah Tlongkok
Mengajukan Pengintai ke Meja Hijau

eknologi pengenalan wajah
T telah tertanam dalam

kehidupan masyarakat di
Republik Rakyat Tiongkok (RRT),
dari bandara hingga hotel, situs
perniagaan elektronik (e-commerce)
dan bahkan toilet umum, tetapi
seorang profesor hukum benar-benar
merasa muak ketika diminta untuk
memindai wajahnya di taman safari.

Guo Bing menggugat taman
margasatwa itu ke pengadilan,
memanaskan debat yang
berkembang tentang privasi dan
penyalahgunaan data pribadi dalam
masyarakat yang semakin digital.

Pemerintah Tiongkok telah
memberikan dukungannya kepada
perusahaan yang mengembangkan
pengenalan wajah dan kecerdasan
buatan untuk perniagaan dan
keamanan, bagian dari upaya untuk
menjadi pemimpin dunia di bidang
teknologi mutakhir.

Survei telah menunjukkan
kesediaan publik yang luas untuk
menyerahkan beberapa privasi
dengan imbalan keselamatan dan
kemudahan yang dapat diberikan
teknologi.
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Akan tetapi, hal itu berubah
saat pengumpulan data biometrik
seperti sidik jari dan pemindaian
wajah meningkat.

Media domestik menyebut
gugatan Guo terhadap Taman
Safari Hangzhou di Tiongkok
timur, yang diajukan pada Oktober
2019, sebagai jenis gugatan yang
baru pertama kalinya diajukan
di RRT. Reaksi publik telah
mengungkapkan kekhawatiran
bahwa perkembangan teknologi
melampaui perlindungan hukum.

Postingan online mengenai kasus
itu di platform Weibo yang populer
di negara itu telah dilihat sebanyak
lebih dari 100 juta kali, dengan
banyak pengguna menyerukan
pelarangan pengumpulan data
semacam itu.

Sentimen itu sebagian berasal
dari penyalahgunaan data pribadi
yang merajalela oleh RRT, mulai dari
penipuan keuangan secara terang-
terangan dan kebocoran nomor
ponsel yang umum terjadi hingga
operasi phishing.

Dalam sebuah artikel baru-baru
ini yang diposting secara online

dan memunculkan diskusi luas di
Tiongkok, Lao Dongyan, seorang
profesor hukum di Tsinghua
University yang bergengsi di
Beijing, menyebut penyalahgunaan
data pengenalan wajah itu sebagai
“kesepakatan dengan iblis.”
“Promosi ceroboh terhadap
teknologi pengenalan wajah
akan menimbulkan situasi yang
menciptakan lebih banyak masalah
daripada yang ada sebelumnya.
Harga yang kita bayar bukan hanya
privasi kita, tetapi juga keamanan
yang kita perjuangkan,” tulis Lao.
Guo, seorang profesor di
Zhejiang Sci-Tech University di
Hangzhou, mengatakan dalam
pengaduan perdatanya bahwa
pengumpulan data seperti
pemindaian wajah, “jika bocor,
diberikan secara ilegal atau
disalahgunakan, akan dengan
mudah membahayakan keselamatan
pribadi dan properti konsumen.”
Sebuah surat kabar yang
diterbitkan oleh Kementerian Sains
dan Teknologi RRT mengatakan
bahwa “sikap keras dan kasar
taman safari itu menunjukkan




ketidakpedulian” terhadap kepekaan
publik. Hukum harus digunakan untuk
mencegah “tindakan yang melampaui
batas,” tambahnya.

Pada 30 Desember 2019, RRT
mengeluarkan arahan yang menetapkan
serangkaian praktik terkait dengan
pengumpulan dan penggunaan informasi
pribadi melalui aplikasi ponsel yang
dianggap melanggar hukum.

RRT masih belum memiliki
seperangkat undang-undang spesifik
yang mengatur data pribadi. Legislasi
semacam itu saat ini sedang dirumuskan,
tetapi masih belum jelas kapan bisa
diberlakukan.

"Terlepas dari berita utama
tentang dunia baru berteknologi
tinggi Tiongkok yang mengesankan,
para ahli mengatakan bahwa RRT
sebenarnya terus tertinggal jauh
di belakang A.S. dalam kemajuan
teknologi tetapi unggul dalam
memanfaatkan teknologi untuk
penggunaan komersial secara luas.

RRT memiliki populasi pengguna
internet seluler terbesar di dunia — lebih
dari 850 juta — yang beroperasi sebagai
tempat pengujian yang berharga bagi
kelangsungan hidup konsumen.

Pengenalan wajah saat ini digunakan
untuk membayar tagihan, mencatat
kehadiran di beberapa sekolah,
mengefektifkan pengamanan di angkutan
umum, dan menghukum pejalan kaki
yang melanggar aturan.

"Toilet di beberapa tempat wisata
bahkan memerlukan pemindaian wajah
untuk menerima kertas toilet guna
membatasi konsumsi berlebihan.

Asosiasi Konsumen Tiongkok pada
November 2018 merilis laporan yang
menyatakan bahwa lebih dari 90%
aplikasi seluler diduga mengumpulkan
informasi pribadi secara berlebihan, dan
10% aplikasi seluler mengumpulkan data
biometrik secara berlebihan.

Kekhawatiran telah tumbuh setelah
laporan media pemerintah baru-baru ini
mengatakan bahwa ribuan data wajah
dijual secara online dengan harga hanya
20 ribu rupiah (1,40 dolar A.S.) untuk
setiap data, dan setelah pemerintah
mulai menerapkan persyaratan baru yang
mewajibkan konsumen menyediakan
pemindaian wajah untuk mendaftarkan
layanan pOIlSCl. Agence France-Presse

Gedung Putih
Mengusulkan
Prinsip Regulasi

untuk Mengatur
Penggunaan Al

G

(artificial intelligence - Al).

Dalam sebuah lembar fakta, Gedung
Putih mengatakan bahwa lembaga-
lembaga federal harus “melakukan
penilaian risiko dan analisis biaya-manfaat
sebelum melakukan tindakan regulasi
apa pun tentang Al, dengan fokus pada
pembentukan kerangka kerja yang fleksibel
alih-alih regulasi satu solusi untuk semua
masalah”

Komentar tersebut muncul pada saat
berbagai perusahaan berlomba untuk
mengintegrasikan Al dan pembelajaran
mesin mendalam ke dalam bisnis mereka
untuk tetap kompetitif. Akan tetapi, banyak
perusahaan dan pakar mengatakan bahwa
teknologi itu menimbulkan kekhawatiran
etika tentang kontrol, privasi, keamanan
siber, dan masa depan pekerjaan.

Pemerintah A.S. mengatakan
bahwa lembaga-lembaga federal harus
“mempromosikan Al yang dapat dipercaya”
dan “harus mempertimbangkan keadilan,
non-diskriminasi, keterbukaan, transparansi,
keselamatan, dan keamanan.”

Contohnya, Gedung Putih mengutip
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Food and Drug Administration - FDA),
yang sedang mempertimbangkan cara
untuk mengatur penggunaan teknologi Al
dan pembelajaran mesin oleh produsen
perangkat medis.

Gedung Putih mengatakan, “Eropa
dan sekutu kita harus menghindari model
pembunuh inovasi yang bersifat menindas”
Gedung Putih menambahkan, “Cara terbaik
untuk melawan penggunaan Al yang otoriter
adalah untuk memastikan Amerika dan
mitra internasional kita tetap menjadi pusat

pengaturan.

Beberapa negara bagian A.S. telah
mengungkapkan kekhawatiran terhadap
aplikasi Al. Badan Legislatif California pada
September 2019 memberlakukan larangan
selama tiga tahun pada penggunaan
kamera tubuh dengan perangkat lunak
pengenal wajah bagi aparat penegak hukum
negara bagian dan lokal, pembatasan
terbaru pada teknologi yang dikatakan oleh
beberapa pihak memberikan ancaman
terhadap kebebasan sipil. Beberapa
kota di A.S. juga memilih untuk melarang
penggunaan teknologi pengenalan wajah
oleh aparat penegak hukum.

Michael Kratsios, kepala pejabat
teknologi Gedung Putih, mengatakan
bahwa “prinsip-prinsip pemerintah A.S.
menetapkan negara itu untuk berada
di jalur inovasi dan penemuan Al
berkelanjutan.”’

Pada Februari 2019, Presiden A.S.
Donald Trump menandatangani perintah
eksekutif bagi lembaga pemerintah federal
guna mendedikasikan lebih banyak sumber
daya dan investasi untuk penelitian,
promosi, dan pelatihan terkait Al.

Sebuah studi pada tahun 2018 dari
perusahaan konsultasi PwC mengatakan
bahwa 30% pekerjaan di seluruh dunia
tersingkirkan oleh otomatisasi paling
lambat pada pertengahan tahun 2030-
an, termasuk 44% pekerja dengan
tingkat pendidikan rendah. Studi itu juga
menemukan bahwa otomatisasi dapat
meningkatkan produk domestik bruto global
sebesar 220,85 kuadriliun rupiah (15 triliun
dolar A.S.) paling lambat pada tahun 2030.

Reuters
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Filipina Menyetujui Beras Hasil Rekayasa Genetika

enis beras yang direkayasa secara genetika untuk
memerangi kekurangan vitamin A telah menerima
persetujuan dari badan regulasi di Filipina.

Para pendukungnya mengatakan bahwa varietas yang
dikenal sebagai beras emas itu dapat menyembuhkan
kondisi kesehatan yang membunuh hingga 250.000
anak setiap tahun di seluruh dunia dan membutakan dua
kali lipat dari jumlah itu, demikian menurut Organisasi

Kesehatan Dunia.

Beras itu adalah organisme rekayasa genetika (genetically
modified organism - GMO) pertama yang dirancang untuk melawan
masalah kesehatan masyarakat yang mendapatkan persetujuan dari
pejabat keamanan pangan di negara berkembang.

Beras emas telah menghadapi tentangan keras dari para
penentang GMO di sepanjang pengembangannya, dengan alasan
masalah keselamatan dan masalah lainnya. Para pengunjuk rasa
menghancurkan sawah uji coba di Filipina pada tahun 2013.

Biro Tanaman Industri Departemen Pertanian Filipina
mengumumkan pada Desember 2019 bahwa beras emas sama
amannya dengan beras konvensional. Badan regulasi di Australia,
Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat juga telah membereskan
masalah keselamatan beras emas.

Setelah 20 tahun mengembangkan beras itu, “rasanya benar-
benar luar biasa” untuk mencapai tahap ini, demikian ujar Adrian
Dubock, sekretaris eksekutif Golden Rice Humanitarian Board,
organisasi nirlaba yang berupaya membawa tanaman pangan itu dari
lab ke sawah.

Dua gen yang ditambahkan mengubah warna beras itu menjadi
kuning emas, satu gen dari jagung dan satu gen dari bakteri tanah.
Di bawah arahan kedua gen itu, butiran beras menghasilkan beta
karotena, prekursor vitamin A yang membuat wortel dan ubi manis
berwarna oranye. Gen bakteri ketiga berfungsi sebagai penanda yang
dapat dilacak.

Di Filipina, kekurangan vitamin A di kalangan anak-anak
meningkat dari 15,2% pada tahun 2008 menjadi 20,4% pada
tahun 2013, meskipun sudah ada program suplemen nasional,
demikian menurut Institut Penelitian Padi Internasional (International
Rice Research Institute - IRRI) yang berbasis di Filipina, yang
mengembangkan tanaman pangan itu.

IRRI mengatakan bahwa beras emas dapat menyediakan hingga
setengah dari kebutuhan harian vitamin A anak kecil.

IPD FORUM

TANAMAN PANGAN KONTROVERSIAL

Para pendukung bioteknologi telah mempresentasikan beras emas
sebagai salah satu contoh terbaik dari apa yang dapat dilakukan oleh
bioteknologi, menghasilkan tanaman dan hewan yang bermanfaat
bagi umat manusia lebih cepat daripada yang dapat dilakukan oleh
pemuliaan konvensional.

Para penentangnya mengatakan bahwa tanaman tersebut
meningkatkan risiko yang tidak diketahui, meskipun konsensus
ilmiahnya adalah varietas GMO di pasaran saat ini aman, termasuk
beras emas.

Para kritikus GMO juga mencurigai bahwa perusahaan komersial
yang telah mengembangkan GMO akan memiliki pengaruh yang tidak
semestinya terhadap pasokan benih.

Perusahaan bioteknologi pertanian Syngenta sebelumnya memiliki
paten utama untuk beras emas, tetapi telah menyumbangkannya ke
Golden Rice Humanitarian Board. Dubock mengatakan bahwa galur
beras emas hanya untuk digunakan oleh program pemuliaan tanaman
pangan publik dan nirlaba dan tidak akan membebani petani dengan
biaya yang lebih mahal dari beras konvensional.

SOLUSI MAKANAN

Para kritikus mengatakan bahwa waktu, usaha, dan uang yang

dihabiskan untuk mengembangkan beras emas akan lebih baik
dihabiskan untuk melakukan upaya diversifikasi makanan bagi

masyarakat yang menderita kekurangan gizi.

“Ada dana yang sangat terbatas untuk pengembangan ... Sangat
penting untuk menentukan rute mana yang Anda pilih, di mana
Anda memilih untuk menaruh dana Anda,” ungkap Bill Freese, analis
kebijakan sains di Center for Food Safety.

Dia mengamati bahwa program-program yang memasukkan
lebih banyak buah dan sayuran ke dalam makanan masyarakat
berpenghasilan rendah akan membantu meringankan beberapa
penyakit kronis, bukan hanya kekurangan vitamin A.

Dubock setuju bahwa “makanan yang beragam adalah solusi
terbaik” Dia menambahkan bahwa beras emas adalah alat bantu
yang sesuai dengan apa yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Belum jelas kapan petani Filipina akan bisa menanam padi emas.
Badan regulasi masih harus memastikan bahwa tanaman itu tidak
akan menimbulkan masalah di sawah petani. IRRI mengatakan bahwa
pihaknya akan mengajukan permohonannya pada awal tahun 2020.

Steve Baragona/Voice of America

INSTITUT PENELITIAN PADIINTERNASIONAL



Seorang Tentara Thailand berpartisipasi dalam latihan anti-terorisme di provinsi Nonthaburi,
Thailand, di pinggiran Bangkok pada akhir Oktober 2019. Thailand meningkatkan
pengamanan menjelang KTT tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-35
pada awal November 2019. Lebih dari 17.000 polisi dan Tentara mengamankan lokasi KTT.

Foto Dari: SAKCHAI LALIT | THE ASSOCIATED PRESS
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